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MOTTO 

َٚخٌ ٥َبكٔٹَخاٹ٦ْٔٺْټُ صَٺَبصَخٌ، ٭َپَب وَهَاءَ مَٹٔٴَ  ٍُڂٖخٌ ٱَبئٔپَخٌ، ؤَوِ ٭َوَِ ِٚٸٌ: آََخٌ ٽُؾِٶَپَخٌ، ؤَوِ  ٌ٭َهُىَ ٭َ  
“Ilmu itu ada tiga, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan, yaitu: ayat muhkamat, 

sunnah yang tegak, dan faraidh yang adil.” 

 (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)  

  

ٍِءٍ ََب ؤَثَب  َّ ًََ، وَڅُىَ ؤَوٖٷُ  ٬ُِٖ اٹ٦ْٔٺْټِ وَڅُىَ َُڂِ َ٘ و٥ََٺِّپُىڅَب، ٭َةِځٖڄُ ځِ څُوََِوَحَ ر٦ََٺَّپُىا اٹْٮَوَائٔ
 َُڂِي٣َُ ٽٔڀِ ؤُٽٖزٍٔ

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya 

ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang 

pertama kali dicabut dari umatku.”  

(HR. Ibnu Majah)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman 

pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. 

A. Konsonan

No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 B ة 2

 T د 3

 ṡ س 4

 J ط 5

 ḥ ػ 6

 Kh ؿ 7

 D ك 8

 Ż م 9

 R ه 10

 Z ى 11

12 ً S 

13 ُ Sy 

14 ٓ ṣ 

15 ٗ ḍ 

16 ٛ ṭ 

17 ٟ ẓ 

18 ٣ „ 

19 ٧ G 

20 ٫ F 

 Q ٯ 21

 K ٳ 22

 L ٷ 23

 M ٻ 24

 N ٿ 25

 W و 26

 H ڃ 27

 ′ ء 28

29 ٌ Y 
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B. Fokal Pendek           

                                 

=      أ َ a   :  ََكَتب    Kataba                        

    Su‟ila      سُئِمَ  :    i  =    أ َ

     yaẓhabu    يَذْهَبُ  :   u  =   أ َ

   

C. Fokal Pendek 

 

 qālā   قبَلَ  :  ā =   ئبَ

 qīla   قِيْمَ  :  ī =   ئيِْ 

:    ū =   نوُ  yaqūlu  يقَوُْلُ  

 

D. Diftong  

 

 kaifa     كَيْفَ        ai   =      ايَْ 

 ḥaula        لَ حَوْ   au    =      اوَ

E. Kata sandang Alif+Lam 

Translitrasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi  

= al 

 al-„Ālamin = انَْعبَنمَيْنُ                al-Rahmān = انَرَّحْمَنُ 
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ABSTRAK 

  

Tidak ada satu aspek hukumpun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan 

hukum Islam selain dari pada hukum waris. Konsepsi ini terbentuk karena teks (nash) 

yang mendasarinya dipandang sebagai Qat‟iyy al-subūt dan Qat‟iyy al-dalālah yang 

berlaku secara mutlak (Compulsory law). Ketika al-Qur‟an secara sarih (tersirat) 

menyebutkan perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, 

sementara kondisi objektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil, 

Muhammad Shahrur seorang radikal filosofis membagi “sama ratakan” dengan memberi 

batasan laki-laki dengan batas maksimal 66,6 % (al-Had al-a‟lā ), dan perempuan dengan 

batas minimal 33,3 %  (al- Had al-Adnā). Apakah rumusan tersebut sudah sesuai dengan 

maqāṣid al-Syarī„ah yang di rumuskan ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer 

sebagai standar jalan untuk mencapai  kebahagiaan dunia maupun akhirat. 

Penelitian ini merupakan  library research atau studi dokumen (kualitatif), 

dengan menggali sumber-sumber primer, penulis mengumpulkan bahan-bahan yang 

terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab, karangan ilmiah yang 

terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur, hukum waris, dan maqāṣid al-Syarī„ah. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian sejarah, karena pendekatan yang digunakan dalam 

hal ini adalah pendekatan sejarah sosial yang ditandai dengan adanya pembahasan tentang 

biografi Syahrur. 

Interpretasi Syahrur Merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak 

yang dinamis, kreatif dan kontekstual sehingga dimungkinkan Hukum Islam untuk 

berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi terkesan berlebihan, karena interpretasi 

hudud yang ia rumuskan tidak sesuai dengan prespektif ulama-ulama madzhab terdahulu.  

 Hasil analisis beliau dalam pembagian harta warisan dengan memberi batasan 

laki-laki dengan batas maksimal 66,6 % (al-Had al-a‟lā ), dan perempuan dengan batas 

minimal 33,3 %  (al- Had al-Adnā), sudah sesuai dengan maqāṣid al-Syarī„ah yang di 

rumuskan ulama-ulama klasik salah satunya Asyatibi, bahwa kemaslahatan (maqāṣid al-

Syarī„ah) terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan ḍarūriyāt, yang terdiri dari 

pokok syari‟at Islam,  yakni dalam  rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. kebutuhan hājiyāt, dan kebutuhan tahsīniyāt, disamping itu juga sudah selaras 

dengan ulama kontemporer, salah satunya Jasser Auda yang juga merumuskan 

kemaslahatan (maqāṣid al-Syarī„ah) terdiri dari tiga tingkatan yaitu maqasid „āmah 

(tujuan-tujuan umum), maqāṣid khāsah (tujuan-tujuan khusus) dan maqāṣid juz`iyāh 

(tujuan-tujuan parsial), dengan tetap mengembangkan konsep yang di rumuskan ulama-

ulama klasik dan tetap mengedepankan kemaslahatan berupa membawa kemanfaatan dan 

menolak kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia dan kepentingan individu saja.  

 

Kata Kunci : Waris, Muhammad Syahrur, maqāṣid al-Syarī„ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang 

secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris
1
. 

Hanya ayat tentang warislah yang secara detail diterangkan oleh al-Qur‟an,
2
 yang di 

yakini sebagai model hukum yang canggih dan lengkap, karena hukum waris di dalam 

al-Qur‟an telah di presentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan 

realistis sehingga menutup kemungkinan adanya multi interpretasi,
3
 konsepsi ini 

terbentuk karena teks (nash) yang mendasarinya dipandang sebagai Qat‟iyy al-subūt 

dan Qat‟iyy al-dalālāh yang dalam agama dianggap sebagai sesuatu yang wajib 

diterima sebagaimana adanya dan berlaku secara mutlak (compulsory law).  

Diantara salah satu dalil hukum waris ialah sebagai berikut:  

ُٕٔٶُټُ ََبءً ٭َىِٯَ  ۖ  ٹٔٺنَّٵَوِ ٽٔضْٸُ ؽ٠َِّ اٹْإُځِضََُُِڀِ  ۖ  اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ؤَوِٹَبكٔٵُټِ  َُى ٭َةِٿْ ٵُڀٖ ځِ
٬ُِٖ  ۖ  اصْڂَزَُِڀِ ٭َٺَهُڀٖ صُٺُضَب ٽَب رَوَٳَ  وَٹٔإَثَىََِڄٔ ٹٔٶُٸِّ  ۖ  وَبِٿْ ٵَبځَذِ وَاؽٔلَح﵂ ٭َٺَهَب اٹڂِّ

ًُ ٽٔپٖب رَوَٳَ بِٿْ َٗلُ ٭َةِٿْ ٹَټِ ََٶُڀِ ٹَڄُ وَٹَلْ وَوَهِصَڄُ  ۖ  ٵَبٿَ ٹَڄُ وَٹَلْ  وَاؽٔلٕ ٽٔڂِهُپَب اٹ
ًُ  ٭َةِ ۖ  ؤَثَىَاڃُ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ اٹضُّٺُشُ  َٗلُ ُٕٖٔخٕ  ٽٔڀِ ث٦َِلٔ ۖ  ٿْ ٵَبٿَ ٹَڄُ بِفِىَحٌ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ اٹ وَ

ٍٕٔ ثِهَب ؤَوِ كََِڀٍ   ۖ  ؤَٱْوَةُ ٹَٶُټِ ځَٮ٦ّْب آثَبئُٵُټِ وَؤَثِڂَبئُٵُټِ ٹَب رَلِهُوٿَ ؤََٗهُټِ  ۖ  َُى
َٚخ﵂ ٽٔڀَ اٹٺَّڄٔ                بِٿَّ اٹٺَّڄَ ٵَبٿَ ٥َٺُٔپّب ؽَٶُٔپّب ۖ  ٭َوَِ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 

anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-

bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

                                                           
1 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terj, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) 72 

2 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajawali 

Press,Cet.ke-6 1996), 41-42 

3 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,1997),1 



2 
 

 
 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.(Q.S. al-Nisa Ayat 11)” 

 

Dengan dalil waris di atas, ketika teks secara sarih (tersirat) menyebutkan 

perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sementara 

kondisi objektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil, apakah teks 

tersebut bisa dipahami dengan konteks yang sesuai dengan kondisi tersebut?  
Kesadaran akan kesetaraan gender masayarakat modern semakin memperkuat 

posisi tawar perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki. Hak dan tanggung 

jawab laki-laki dan perempuan adalah seimbang termasuk di dalamnya adalah masalah 

hak dalam warisan, pertanyaan mendasar sehubungan dengan permasalahan teks al-

Qur‟an adalah bagaimana memahamai teks, terutama teks ayat hukum yang sarih dan 

dinilai qath‟i sehingga tidak bertentangan dengan tuntutan kondisi obyektif yang 

dihadapi masyarakat. Bukankah al-Qur‟an sebagai sumber ajaran Islam diturunkan 

untuk kepentingan manusia? Jika asumsi dasar ini diterima, maka perlu dicari sebuah 

model pendekatan dalam memahami teks tersebut sehingga tidak terjadi kontradiksi 

antara teks dan realitas. Maka perlu dieksplorasi lebih lanjut konsep-konsep radikal 

filosofis yang mendasari teks, yaitu bagaimana menjembatani antara teks dan konteks 

agar tidak terjadi paradoks dan kontradiktif, sehingga terbukti bahwa ajaran Islam 

adalah  sesuai dengan keadaan waktu dan tempat ( shāllih li kulli zamān wa makān). 

Salah satu pemikir dari banyak pemikir yang mencetuskan interpretasi adalah 

Muhammad Syahrur, Ia membagi “samaratakan” antara laki-laki dan perempuan 

sebagai salah satu bentuk reaktualisasi hukum Islam. Muhammad Syahrur merupakan 

seorang yang fenomenal dan kontroversial di dunia pemikiran Arab. Shahrur 

menawarkan suatu pendekatan metode dalam menafsirkan teks yang lebih rasional. 

Selain seorang doktor teknik Shahrur juga merupakan ahli bahasa, sehingga kajian-

kajian keislaman yang dilakukannya berawal dari kajian kebahasaan yang kemudian di 

padukan dengan ilmu eksakta yang dimilikinya. Sehingga munculnya gagasan teori 

batas (Teori limit/Nazāriyyah al-hudūd) adalah perpaduan antara ilmu tafsir dengan 

ilmu eksakta yang dilakukan oleh Syahrur. Berikut pendapat Syahrur dalam 

merumuskan teori batas dalam kitab al-Kitab wa al-Qur‟an: Qira‟ah  Mu‟ashirah: 

) رٔٺْٴَ ؽُلُوكُ اٹٺَّڄٔ ( . وٱىٹڄ ) وَََز٦ََلٖ ؽُلُوكَڃُ( ٭بلحوٵخ څڂب ٽَپىؽخ ٙپڀ ؽلوك 
ا﵁ ٭هنا ٦َني وعىك ؤٵضو ٽڀ ؽلَڀ ؽُش عبءد ثُٖ٪خ الجپ٤ واٹز٦لٌ څڂب څى 
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ؽتى ځٖٸ بٹُڄ، ٭ةما بذبوىځبڃ ؽٖٺذ ؽبٹخ اٹز٦لٌ ولا ٦َني  الحوٵخ في ابذبڃ الحل
 اٹز٦لٌ ٽىاٹىٱى٫ ٥ٺً الحل ٭ٲٜ بحُش تمڂ٤ الحوٵخ ثبٌ ابذبڃ

 

(Itu adalah batas-batas Allah) dan firmanya (dan melampaui batasnya) gerakan di 

sini diizinkan dalam batas-batas Allah.  Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua 

batas di mana ia datang dalam bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah 

pergerakan ke arah perbatasan sampai kita mencapainya. Jika kita melampauinya, 

kasus pelanggaran tidak berarti bahwa pelanggaran itu hanya sampai batasan 

tersebut, tapi hanya untuk mencegah gerakan ke segala arah, atas dasar inilah 

kemudian Syahrur membagi teori limitnya menjadi beberapa rumusan yang 

kemudian salah satu dari rumusannya menghasilkan interpretasi dalam hukum waris 

khususnya dalam penentuan bagian laki-laki dan perempuan
4
 : 

الحلوك څٍ : الحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو والحل الأكنى ٹلأځضٍ بد٦نى اځڄ ٽهپب ثٺ٨ اٹزٮبود 
في برپٸ الأ٥جبء الاٱزٖبكَخ ٹلاٍوح ؤٌ ؤٿ اٹوعٸ ٽَاوٷ ٽَاوٹُخ ٵبٽٺخ والدوؤح 

ٹوعٸ وٕٮو ٥ٺً ا  ۰۰۱%لا رزؾپٸ ؤَخ ٽَاوٹُخ بد٦نى الدَاوٹُخ الاٱزٖبكَخ 
٥ٺً الدوؤح ، في څنڃ الحبٹخ عبءد ؽلوك ا﵁ ٹز٦ُٞڂب ؤٿ َإفن اٹنٵو ٬٦ٙ الأځضً 

٭ةما % 6636%  والحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو 3333٭هڂب ؤ٥ٺً الحل الأكنى ٹلاځضی 
% ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ، ؤٽب بما ؤ٥ُٞڂب 02والاځضٍ  % 57ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو 

 5ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ثٸ ثٲُڂبٙپڂهب.% ٭لا ځٶىٿ 02% والاځضٍ  62اٹنٵو 
Dengan ini Syahrur Merumuskan al-Had al a‟lā adalah bagian waris seorang laki laki 

dan al- Had al-adnā adalah bagian waris seorang perempuan, yaitu apa pun perbedaan 

dalam memikul beban ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, 

Wanita tidak memikul tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi 100 % 

untuk pria dan 0 %  untuk wanita, dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk 

memberi kita mengambil kelemahan laki-laki dari perempuan di sini adalah minimum 

perempuan 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %. Jika kami menyebutkan 75 % dan 

                                                           

4 Muhammad Syahrur, al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah. (Damaskus: Al-Ahaly, 

1990).458 

5 Muhammad Syahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur‟an, 458. 
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Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 

% bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan, maka tidak melampaui batas (masih 

dalam ijtihad). 

Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman 

Allah:  

ُٕٔٶُټُ اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ؤَوِٹَبكٔٵُټِ    ۖ   اٹْإُځِضََُُِڀِ ؽ٠َِّ ٽٔضْٸُ ٹٔٺنَّٵَوِ ۖ  َُى
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. 

 

Sejatinya manusia hidup didunia tak lain untuk mencari ridho Allah. Allah telah 

menunjukkan beberapa jalan bagaimana manusia akan mendapatkan ridhonya. 

Maqāṣid al-syarī„ah  merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh manusia. 

Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menurunkan  Syari‟at ? Melihat  dari  

pengertiannya, Syari‟at  berarti  jalan untuk mencapai  kebahagiaan dunia maupun 

akhirat. Maka dari itu, jelas sudah mengapa Allah menunrunkan syariat, yaitu untuk 

mencari tujuan.
6
 

Begitupun juga ketika melakukan pembagian harta waris harus mempunyai 

tujuan yang pasti. Lebih-lebih interpretasi dari Muhammad Syahrur apakah sudah 

sesuai dengan tujuan? Tujuan inilah yang dalam istilah arab disebut sebagai maqāṣid, 

yang mana juga  mempunyai  arti menuju  arah, tengah-tengah, adil  dan  tidak  

melampaui  batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. 
7
 

al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang 

maqāṣid al-syarī„ah  melalui karya monumentalnya al-Muwāffaqāt fi Ushūl al-

Syariah. Beliau menjelaskan bahwa tujuan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu 

terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan ḍarūriyāt, yang terdiri dari pokok 

syari‟at Islam  itu ada  lima, yakni dalam  rangka memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan,  dan  juga  harta. Kelimanya dinakan dengan  kulliyāh  al-khams atau al-

qawāid al-kulliyāt, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.
8
  

                                                           
6 Ridwan Jamal, Maqasid al- Syari‟ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ilmiah Al 

Syir‟ah 8, no. 1 (2016): 4. 

7 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh  Minoritas: Fiqh  Aqalliyat dan  Evolusi Maqāṣid  al-Syariah  dari  

Konsep  ke Pendekatan (Yogyakarta:  LKiS  Yogyakarta, 2010), 179. 

8 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma‟rifah, 1997), jilid 1-2, 324. 
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Di sisi lain Jasser Auda seorang ulama kontemporer maqāṣid al-syarī„ah  

dengan bukunya Maqāṣid al-syarī„ah  as philosophy of Islamic law: A Systems 

Approach diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2007, berpendapat bahwa 

maqāṣid al-syarī„ah dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan 

yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang 

bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan 

bersinggungan (dawair mutadakhilah wa mutaqati‟ah), yang hubungannya saling 

terkait satu dengan lainnya. Para ulama kontemporer membagi maqāṣid kepada tiga 

tingkatan, yaitu maqasid „amah (General maqasid/tujuan-tujuan umum), maqāṣid 

khasah (Specific maqāṣid /tujuan-tujuan khusus) dan maqāṣid juz`iyah (Partial 

maqasid/ tujuan-tujuan parsial),
9
 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk 

mengetahui lebih dalam, dan menjadikan alat analisis terkait pemikiran dua tokoh 

yang memiliki concern di bidang hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda.
10

 

Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud menganalisa dan menggali 

lebih dalam pendapat Muhammad Syahrur mengenai bagian waris laki-laki dan 

perempuan, apakah selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī„ah ?,  sehingga kami 

realisasikan dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Analisis bagian waris laki-laki 

dan perempuan pemikiran Mohammad Syahrur (Perspektif maqāṣid al-syarī„ah)‟‟ 

B. Rumusan masalah. 

Adapun rumusan masalah yang kami susun ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah analisis pembagian harta waris laki-laki dan perempuan menurut 

Muhammad Syahrur? 

2. Bagaimana analisis maqāṣid al-syarī„ah terhadap pendapat Muhamad Syahrur, 

mengenai pembagian harta waris laki-laki dan perempuan? 

C. Kerangka Teori 

Manusia hidup di dunia tidak lain hanya untuk mencari ridho Allah. Begitupun 

ketika seorang membagi harta waris harus mempunyai tujuan yang pasti, bukan hanya 

melampiaskan nafsu diri. Tujuan ini dalam istilah arab disebut maqāṣid al-syarī„ah. 

Apakah  hasil  istinbath  hukum Syahrur tanpa melakukan  tinjauan maqāṣid al-

syarī„ah mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan al-

ḍarūriyāt al-khamsah?  

                                                           
9 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan 

Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69 

10 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah 

Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),51 
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Untuk lebih memahami maka kami sajikan bagan berikut : 

 

Bagian waris laki-laki dan perempuan Muhammad Syahrur jika ditinjau dari 

kacamata maqāṣid al-syarī„ah telah sesuai dengan tujuan diturunkannya syari‟at,  

karena hasil dari pemikiranya telah mengedepankan kemanfaatan dan berusaha 

menghilangkan kerusakan/mafsadat. Peninjauan maqāṣid al-syarī„ah terhadap bagian 

waris laki-laki dan perempuan Muhammad Syahrur ini telah memenuhi lima unsur 

kebutuhan primer (Al-Daruriyat al-khamsah) berupa  hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-

´aql, hifẓ al-māl, dan hifẓ al-naṣl. Hal ini perlu ditekankan, bahwasanya pemenuhan 

al-ḍarūriyāt al-khamsah bukan sekedar upaya defensif setiap individu, melainkan 

berupa upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia dalam beragama, bersosial, berintelektual, dan berbudaya. 

D. Telaah Pustaka. 

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai 

dengan kaidah panduan penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam 

Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama 

peneliti, tahun penelitian,  bentuk  penelitian, judul penelitian serta perbedaan 

penelitian. 
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Sunardi Panjaitan di tahun 2008 menyelesaikan  Skripsi pada Fakultas Syari„ah 

dan  Hukum  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
11

 Tulisan ini berjudul “Teori Batas 

Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris”, Skripsi 

ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap formulasi 

pembagian wari 1:1 menurut  Muhammad  Syahrur. penelitian ini termasuk penelitian 

pustaka (library reseach). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara keseluruhan mencoba memahami 

pemikiran Shahrur tentang waris dengan menggunakan teori limit sebagai pijakannya. 

Teori batas (teori limit/ naẓāriyah al-hudūd) adalah batas-batas ketentuan Allah yang 

tidak bisa dilanggar, tetapi didalamnya terdapat wilayah ijtihat yang bersifat dinamis, 

fleksibel, dan elastis. 

Minanul Idhom, di tahun 2016, menyelesaikan skripsi pada Fakultas Syari„ah 

dan  Hukum UIN Sunan Kalijaga.
12

 “Bagian waris laki-laki dan perempuan dalam 

Islam Prespektif Mohammad Syahrur dan Qurai Shihab”. penelitian ini termasuk 

penelitian pustaka (library reseach) dan bersifat deskriptif-analitik-komparatif, 

sedangkan metode yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian ini 

menjelaskan perbedaan antara bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur dengan 

Qurai Shihab. 

Hasil analisis menunjukkan dari segi persamaanya, kedua tokoh sama sama 

hidup di zaman kontemporer, kedua tokoh menunjukkan hal yang berbeda. Syahrur 

menerapkan teori batas yang ada pada ayat-ayat kewarisan, yaitu: Liz-dzakari mislu 

hazz al-unsayaini, laki-laki dua kali lipat dari yang diterima perempuan hanya dalam 

satu kasus. Fa in kunna nisaan fawqa itsnatayni, Jumlah laki-laki dan perempuan 

bukan dalam wilayah himpunan, misalnya dua laki-laki dengan lima perempuan.  wa 

in kanat wahidatan fa lahaan-nisfu, Ahli warisnya satu orang laki-laki dan satu orang 

perempuan.  

Sementara Quraish Shihab berpandangan lain, yaitu seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan yaitu 2: 1. Karena Allah telah menciptakan 

dua jenis manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah 

                                                           
11

 Sunardi Panjaitan, Skripsi: Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran 

Muhammad Shahrur Dalam Waris, (Jakarta:  Fakultas Syari„ah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah, 2008). 

12
 Minanul Idhom, Skripsi : Bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam 

Prespektif Mohammad Syahrur dan Qurai Shihab (Yogyakarta:  Fakultas Syari„ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga, 2016).  
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"alat" (hak) untuk juga berbeda. Dalam perbedaan, laki-laki menerima pembayaran 

mahar dan menerima nafkah, istri dan anak-anak, berbeda dengan perempuan yang 

tidak diwajibkan membayar mahar. 

Wahyu Muszdalifi di tahun 2018, menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Syari„ah 

dan  Hukum UIN Walisongo Semarang.
13

 Praktik Pembagian Waris Berdasarkan 

Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan 

Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. 

Brebes). Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif 

empiris.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembagian waris di Desa Karangmalang, 

Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes berdasarkan  adat sapikulan 

ronggendongan dilakukan karena warga Desa Karangmalang tidak membeda-bedakan  

hak  antara  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan,  dimana kebutuhan hidup ahli waris  

yang  masih kurang mampu maka bagian  waris yang didapat lebih besar, dan  praktik 

semacam ini telah  terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai 

tradisi, adat atau „urf.  Implikasi hukum Islam terhadap  waris adat Sapikulan 

Ronggendogan adalah bukan perbuatan  yang menentang nash. Mengutip pendapatnya 

Muhammad Syahrur bahwa hukum tidak harus  diberlakukan secara literal teks-teks 

pada dunia modern. Apabila masingmasing ahli waris mengetahui bagiannya, para ahli 

waris sudah dewasa, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan  menentang nash, 

maka pelaksanaan waris tersebut dapat dilakukan. Hal ini juga diakui oleh tokoh 

masyarakat setempat.  sehingga berbeda juga dengan tema penelitian ini.  

E.  Metode Penelitian dan Teknik Penulisan 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah 

sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu 

untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara 

pemecahannya. 
14

 Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, 

maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam penulisan skripsi ini penulis akan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

                                                           
13

 Wahyu Muszdalifi, Skripsi: Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan 

Ronggendongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, (Studi Kasus 

Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes (Semarang:  Fakultas Syari„ah dan Hukum 

UIN Walisongo, 2018).  

14
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), 27. 
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1. Jenis Penelitian 

 Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian library 

research atau studi dokumen.
15

 dengan menggali sumber-sumber primer Penulis 

mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa 

teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah yang terkait dengan pemikiran 

Muhammad Syahrur, waris, dan maqāṣid al- syarī„ah Sedangkan sifat penelitian 

skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan 

kajian teks. Penelitian ini juga termasuk penelitian sejarah Oleh karena itu 

pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan sejarah sosial yang 

ditandai dengan adanya pembahasan tentang biografi Syahrur.
16

 

2. Sumber Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan 

analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.
17

 Dalam penelitian ini, data 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: dengan menggali sumber-sumber primer. 

penulis menggunakan metode deskriptif-analaitis. Deskriptif disini dimaksudkan 

sebagai upaya untuk mendiskripsikan pemikiran-pemikiran Muhammad Shahrur 

tentang tema yang diangkat.  

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.
18

 Sumber data 

primernya  Kami menggunakan karya-karya Muhammad Syahrur, terutama 

dalam buku al-Kitab wa al-Qur‟an Qira‟ah Mu‟ashirah, Kitab Nahwa ushul al-

Jadidah dan  kitab-kitab Ushul Fiqh yang juga  menjelaskan mengenai maqāṣid 

al- syarī„ah dan pembagian Harta Waris.  

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh 

orang diluar dari penyelidikan sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu 

sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan demikian data sekunder yang 

relevan dengan penelitian ini yaitu beberapa buku kitab-kitab para ahli, dan 

karangan ilmiah yang relavan dengan judul sekripsi ini. 

 

 

                                                           
15 Cik Hasan Bisri, Medel Penelitian Fiqih,( Bogor: Prenada Media,2003),  89. 

16 Taufik Abdullah dan Rusli Karim (editor), Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar, 

Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989, hlm. 48 

17 Moh. Nazir, Metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III,1988) , 198 

18 Adi Riyanto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, ( Jakarta: Granit,Cet ke I, 2004),  57 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu  

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap kitab, buku-

buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan catatan yang 

ada hubungannya  dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data 

tersebut sehingga penulis bisa  menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.
19

 

Yaitu dengan. Deskriptif dimaksudkan sebagai upaya untuk mendiskripsikan 

pemikiran-pemikiran Muhammad Shahrur tentang tema yang diangkat. Analisis 

berarti menganalisa pemikiran-pemikiran Shahrur apakah bisa dijadikan sebagai 

tawaran alternatif baru sesuai maqāṣid al- syarī„ah dalam menafsirkan teks waris.  

4. Analisis Data  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif  kualitatif  adalah analisis yang penyimpulan datanya berupa 

kata-kata atau kutipan,
20

.Maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk 

menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data 

dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau 

pandangan atau analisis dari penulis.
21

 Penulis mendiskripsikan apa yang penulis 

temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya 

secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan dalam skripsi ini.  

5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya 

serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis 

sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan 

petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo 

Semarang 2019. keseluruhan karya  ilmiah ini terdiri  dari lima bab. Tiap -tiap 

bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

                                                           
19 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari‟ah dan Hukum Uin 

Walisongo, Semarang, (Semarang: Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2019), 93. 

20 Lexy J. Moleng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 6. 

21 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah,Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 21. 
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BAB I  : Pendahuluan 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang 

penelitian  yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
22

 

BAB II : Konsep Maqasid Al-Syari’ah dan Tinjauan Pembagian Harta 

Waris Laki-Laki dan Perempuan 

 Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pembagian waris menurut 

hukum Islam, metode pembaharuan hukum yang terdiri dari dari teori ushul fiqh 

(qat‟i dan dzanni), metode hermeneutika, baru kemudian membahas pengertian 

Maqasid al-Syari‟ah, kedudukan maqāṣid al- syarī„ah, maqāṣid al- syarī„ah 

dalam perspektif al-Syatibi, maqāṣid al- syarī„ah dalam perspektif Jasser Auda 

BAB III   :Waris Menurut Perspektif Muhammad Syahrur dan Hukum 

Islam  

Selanjutnya di bab ini akan mengurai biografi, teori batas, dan juga 

menjelaskan pembagian harta waris bagian laki-laki dan Perempuan menurut 

Muhammad Syahrur. 

BAB IV : Analisis maqāṣid al- syarī‘ah Terhadap Bagian Waris Laki-Laki 

dan Perempuan Menurut Muhammad Syahrur 

Bab keempat adalah analisis.
23

 Bab ini menguraikan bagaimana Analisis 

pendapat Mohammad Syahrur mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan, 

dan bagaimana Analisis maqāṣid al-Syarī„ah terhadap pendapat Muhammad 

Syahrur mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan.  

BAB V  : Penutup  

Bab kelima Penutup. Bab ini  berisi kesimpulan yang merupakan  hasil 

pemahaman, penelitian  dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan 

penutup.
24

 

                                                           
22Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari‟ah dan Hukum Uin 

Walisongo Semarang, (Semarang: Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2019), 94. 

23Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari‟ah dan Hukum Uin 

Walisongo Semarang, (Semarang: Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2019), 95. 

24 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 95 
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BAB II 

MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH SEBAGAI METODE PEMBARUAN HUKUM 

ISLAM 

A. Teori Fiqih Mawaris dalam Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan 

Perempuan. 

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal peraturan 

kewarisan, meskipun memiliki ketentuan yang berbeda jauh dengan ketentuan 

hukum waris Islam, pada masa itu harta waris tidak diberikan kepada kaum 

perempuan dan anak-anak, bahkan janda si mayyit menjadi salah satu harta 

peninggalan yang dapat diwarisi oleh pihak keluarga. Perempuan pada masa itu tidak 

mendapat hak waris dengan alasan bahwa mereka tidak dapat berperang guna 

mempertahankan diri, suku atau kelompoknya, oleh karena itu yang berhak mewarisi 

adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan 

musuh dalam setiap peperangan.
25

  

Ketika Islam datang peraturan waris berubah. Perempuan mulai 

mendapatkan bagian waris. Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu 

aspek hukumpun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain 

dari pada hukum waris,
26

 hanya ayat tentang warislah yang secara detail diterangkan 

oleh al-Qur‟an,
 27

  yang diyakini sebagai model hukum yang canggih dan lengkap, 

karena hukum waris di dalam al-Qur‟an telah di presentasikan dalam teks-teks yang 

rinci, sistematis, konkret dan realistis sehingga menutup kemungkinan adanya multi 

interpretasi.
28

 Konsepsi ini terbentuk karena teks (nash) yang mendasarinya 

dipandang sebagai Qat‟iyy al-subut dan Qat‟iyy al-dalālāh yang dalam agama 

dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku 

secara mutlak (compulsory law). Dasar hukum kewarisan Islam terdapat dalam QS. 

al-Nisa‟: 7,11,12,33,  QS. al-Baqarah: 233, QS. al-Anfal: 75, dan QS. al-Ahzab: 6. 

yang menyebutkan bahwa perempuan mendapatkan separuh bagian laki-laki. 

                                                           
25 Muhammad „Ali As-Sabuni, Hukum Waris dalam Islam, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 

2013),  15 

26 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terj, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) 72 

27 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajawali 

Press,Cet.ke-6 1996), 41-42 

28 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,1997),1 
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ُٕٔٶُټُ اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ؤَوِٹَبكٔٵُټِ  ََبءً  ۖ  ٹٔٺنَّٵَوِ ٽٔضْٸُ ؽ٠َِّ اٹْإُځِضََُُِڀِ  ۖ  َُى ٭َةِٿْ ٵُڀٖ ځِ
٬ُِٖ  ۖ  ٭َىِٯَ اصْڂَزَُِڀِ ٭َٺَهُڀٖ صُٺُضَب ٽَب رَوَٳَ  وَٹٔإَثَىََِڄٔ  ۖ  وَبِٿْ ٵَبځَذِ وَاؽٔلَح﵂ ٭َٺَهَب اٹڂِّ

ًُ ٽٔپٖب رَوَٳَ بِٿْ ٵَبٿَ ٹَڄُ وَٹَلْ  َٗلُ ٭َةِٿْ ٹَټِ ََٶُڀِ ٹَڄُ وَٹَلْ  ۖ  ٹٔٶُٸِّ وَاؽٔلٕ ٽٔڂِهُپَب اٹ
ًُ  ۖ  وَوَهِصَڄُ ؤَثَىَاڃُ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ اٹضُّٺُشُ  َٗلُ ٽٔڀِ ث٦َِلٔ  ۖ  ٭َةِٿْ ٵَبٿَ ٹَڄُ بِفِىَحٌ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ اٹ

ٍٕٔ ثِهَب ؤَوِ كََِڀٍ  ُٕٖٔخٕ َُى آثَبئُٵُټِ وَؤَثِڂَبئُٵُټِ ٹَب رَلِهُوٿَ ؤََٗهُټِ ؤَٱْوَةُ ٹَٶُټِ  ۖ  وَ
َٚخ﵂ ٽٔڀَ اٹٺَّڄٔ  ۖ  ځَٮ٦ّْب                        بِٿَّ اٹٺَّڄَ ٵَبٿَ ٥َٺُٔپّب ؽَٶُٔپّب ۖ  ٭َوَِ

-bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak mensyari'atkan“Allah 

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 

anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

ang ditinggalkan; jika anak maka bagi mereka dua pertiga dari harta y

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk 

masingnya seperenam dari harta yang -bapak, bagi masing-dua orang ibu

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

bapanya (saja), -mpunyai anak dan ia diwarisi oleh ibumeninggal tidak me

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

-beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian

 pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

anakmu, kamu -sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah 

isa Ayat 11)       N-(Q.S. al”Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
  

Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam. QS. al-Nisa‟ (4) 11 

mengatur tentang hak waris anak dan orang  tua yang telah ditentukan besar kecil 

pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian 

kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika 

dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum 

perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan 

pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.
29

 

٬ُِٖ وَٹَٶُټِ  وَٹَلْ ٹَهُڀٖ ٵَبٿَ ٭َةِٿْ وَٹَلْ ٹَهُڀٖ ََٶُڀِ ٹَټِ بِٿْ ؤَىِوَاعُٶُټِ رَوَٳَ ٽَب ځِ
ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ٽٔڀِ رَوَٵْڀَ ٽٔپٖب اٹوٗث٤ُُ ٭َٺَٶُټُ ٕٔنٌَ وَ  ٽٔپٖب اٹوٗث٤ُُ وَٹَهُڀٖ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب َُى

                                                           
29 Gemala Dewi, “Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan 

Ahli Waris Pengganti,” dalam Law Review Volume XIII No. 1 - Juli 2013, 101. 
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 ٽٔڀِ رَوَٵْزُټِ ٽٔپٖب اٹضُّپُڀُ ٭َٺَهُڀٖ وَٹَلْ ٹَٶُټِ ٵَبٿَ ٭َةِٿْ وَٹَلْ ٹَٶُټِ ََٶُڀِ ٹَټِ بِٿْ رَوَٵْزُټِ
ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ُٕىٿَ وَ  وَٹَڄُ اٽِوَؤَحٌ ؤَوِ ٵَٺَبٹَخ﵂ َُىهَسُ هَعُٸٌ ٵَبٿَ وَبِٿْ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب رُى
َٗ ٽٔڂِهُپَب وَاؽٔلٕ ٭َٺٔٶُٸِّ ؤُفِذْ ؤَوِ ؤَؿْ ًُاٹ  ٭َهُټِ مَٹٔٴَ ٽٔڀِ ؤَٵْضَوَ ٵَبځُىا ٭َةِٿْ لُ

ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ٽٔڀِ اٹضُّٺُشٔ ٭ٍٔ ُّوَٵَبءُ ًَٕ وَ َٚبهٍّ ٩َُِوَ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب َُى ُٕٖٔخ﵂ ٽُ  ٽٔڀَ وَ
 .ؽَٺُٔټْ ٥َٺُٔټْ وَاٹٺَّڄُ اٹٺَّڄٔ

“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau 

perempuan). Apabila mereka mempunyai anak,  maka bagi kalian 

seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau 

dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari 

harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak 

mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai an 

ak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah 

dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang 

yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke 

atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau 

perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari 

harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu 

lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga 

bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang 

mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) 

sebenar-benar wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun”.( Q.S. al-Nisa Ayat 12)        

  

Sedangkan QS. al-Nisa‟ (4) : 12, mengatur tentang pembagian warisan untuk 

janda, duda dan saudara dari pewaris. Ketentuan ayat tersebut berkaitan dengan 

pembagian harta warisan bagi janda atau duda dari si pewaris dan perolehan saudara 

jika terjadi “kalalah” (mati punah tanpa keturunan). Pembagian waris untuk janda, 

duda dan sudara dalam ayat ini pun terdapat asas keseimbangan. Perolehan duda 

lebih banyak dari perolehan janda merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak 

dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing masing pihak, bukan 

permasalahan bias gender. Hal ini nampak bila dibandingkan dengan perolehan 

saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini juga yang besarnya sama 

dan dibagi secara berserikat sama besar.
30

 

Turunnya QS. al-Nisa‟ ayat :11-12 yang mengatur pembagian waris yang 

penunjukkannya bersifat qat‟i al-ḍalālāh, merupakan refleksi sejarah dari adanya 

kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial (social engenering) 

                                                           
30 Gemala Dewi, “Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli 

Waris Pengganti,” dalam Law Review Volume XIII No. 1 - Juli 2013, 101. 
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terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. QS. al-Nisa‟ (4) 

11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenangan saudara Sa‟ad ibn 

al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, ketika Sa‟ad meninggal di 

medan perperangan.
31

 Ata‟ meriwayatkan: 

Sa‟ad Ibn al-Rabi‟ tewas (di medan peperangan sebagai sahid) meninggalkan 

dua orang anak perempuan dan seorang isteri serta seorang saudara laki-laki. 

Kemudian saudara laki-laki tersebut mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. 

Maka datanglah isteri (janda) Sa‟ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: “Wahai 

Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa‟ad, dan Sa‟ad tewas di medan 

perperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya”. 

Maka bersabda Rasulullah: “Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi 

putusan dalam masalah ini”. Maka kembalilah isteri Sa‟ad tersebut dan menangis. 

Maka turunlah ayat ini (QS. al-Nisa‟ (4) 11-12). Kemudian Rasulullah SAW 

memanggil pamannya dan bersabda: “Berilah kedua anak perempuan Sa‟aḍ ḍua 

pertiga (al-sulusain), ibunya seper delapan (al-sumun) dan sisanya untuk kamu”. 

Pembagian  hak  bagi  ahli  waris sendiri yang  di ketengahkan al-Qur„an 

sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah  perhitungan  

matematis sehingga  menghasilkan perhitungan yang sistematis.  Tidak ada dalam 

system perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan 

yang di buat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitunganya dari tuhan 

kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang  merupakan  langsung  

dari  petunjuk  wahyu.  
32

 Selain dari pada itu dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) 

juga di jelaskan secara rinci mengenai besarnya bagian Ali waris Pada pasal-pasal 

berikut: 

 Pasal 176  

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua 

orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila 

anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 

adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.  

                                                           
31 Ahmad Rofiq, Hukum Islam ḍi Inḍonesia, cet. ke-IV. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 

356-357. 

32.Sukris  Sarmadi, Hukum  Waris  Islamaris  Islamaris  Islamaris Islamaris Islamdi Indonesiadi 

Indonesiadi Indonesiadi Indonesiadi Indonesia(Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni), 

(Yogya karta:Aswaja Pressindo, 2013) 
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Pasal 177 

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila 

ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.  

Pasal 178 

 (1) Ibu mendapat seper enam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila 

tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga 

bagian. 

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda 

bila bersamasama dengan ayah.  

Pasal 179 

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 

bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.  

Pasal 180 

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.  

Pasal 181 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara 

laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. 

Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga 

bagian.  

Pasal 182 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 

mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat 

separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara 

perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama 

mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 

dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua 

berbanding satu dengan saudara perempuan.  
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Pasal 183 

 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian 

harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
33

 

Dengan penjelasan yang rinci tersebut yang perlu digaris bawahi dan 

memicu timbulnya interpretasi tertera dalam lafadz:  

ۖ   ٹٔٺنَّٵَوِ ٽٔضْٸُ ؽ٠َِّ اٹْإُځِضََُُِڀِ ُٕٔٶُټُ اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ؤَوِٹَبكٔٵُټِ    َُى
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan, (QS.al-Nisa [4]:11). 

Ayat ini memunculkan ragam penafsiran, banyak ulama berpendapat bahwa 

porsi yang  diperoleh  anak  laki-laki adalah dua banding satu dari anak perempuan. 

Di dalam ayat al-Qur‟an di atas, Allah SWT memberikan ketentuan tentang nasib 

(bagian) setiap ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan 

Kewarisan dalam perspektif jumhur ulama, anak perempuan yang sendirin 

mendapatkan  seperdua, dan dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga,apabila 

terdapat anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Alasan laki-laki  

mendapatkan  dua  kali  lipat  bagian  perempuan, karena  laki-laki berkewajiban 

jihad, menanggung diat akibat pembunuhan tidak sengaja. Semua itu diambil  dari  

nafkah  atas  dirinya  dan  istrinya.
34

  

Muhammad Al-Sabuni, salah seorang pakar tafsir ahkam kontemporer 

menyatakan, bahwa di  antara hikmah dari pelipatan bagian laki-laki yang sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan atau  bagian seorang suami yang dua kali 

lipat lebih besar dari pada bagian istri, ialah mengingat kebutuhan suami/ayah untuk 

membiayai (menafkahi) kehidupan rumah tangganya disamping pengelolaan aset 

perniagaan, usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban berat lainnya, jauh lebih besar 

dibandingkandengan harta yang dibutuhkan istri/anak  perempuan. Dia (laki-laki) itu 

benar-benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring 

dengan beberapa atau sejumlah kewajiban (tanggung jawabnya) yang lebih berat 

dibandingkan dengan tanggung jawab orang-orang perempuan, yang karenanya laki-

laki itu membutuhkan harta kekayaan lebih banyak dari pada perempuan.
35

 

                                                           
33

 Kompilasi Hukum Islam. ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011) 

34 Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqhu  Asy-Syafi‟i  Al  Muyassar,  (Jakarta: Niaga Swadaya:  2012) 111-112 

35 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada:2013), 

110-111 
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Menurut Jabal Alamsyah Nasution, pembagian waris Islam yang 

mengikutsertakan perempuan di dalamnya dengan pembagian 2:1, memiliki hikmah 

yakni; pertama, kebutuhan wanita adalah tanggungan dan kewajiban laki-laki, baik 

suami atau keluarganya. Kedua, wanita tidak wajib memberi nafkah. Ketiga, laki-

laki memiliki tuntutan untuk menafkahi kerabat perempuan. Keempat, laki-laki 

memiliki kewajiban untuk membayar mahar. Kelima, seluruh kebutuhan hidup isteri 

dan anak adalah kewajiban laki-laki, bukan sebaliknya.
36

 Senada, Abi al-Fidą‟ 

Isma‟il menyebutkan bahwa porsi anak laki lebih besar dikarenakan laki-laki 

mengemban tugas yang berat dalam keluarga. Laki-laki adalah sumber nafkah bagi 

keluarga, serta dituntut untuk bekerja dan menjadi kepala keluarga. Untuk itu laki-

laki pantas mengambil porsi dua kali lipat dari porsi yang diperoleh perempuan.
37

 

B. Metode Pembaharuan Hukum islam  

1. Konsep Ushul Fiqh (Qat‟i dan Zanni) 

Ilmu ushul fiqh dalam literatur arab dapat dikatakan berupa pengetahuan 

tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum syara‟ dari 

dalil-dalilnya. Berbicara tentang Ušhūl fīqh tema sentral yang dibahas adalah 

pemakaian dalil dan pemahaman dalil. Dalam kajian ushul fīqh al-Qur‟an dan 

Sunnah merupakan sumber pokok ajaran Islam, dan telah menjadi kesepakatan 

ulama. 

Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang 

secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum 

waris
38

. Hanya ayat tentang warislah yang secara detail diterangkan oleh Al-

Qur‟an,
39

 yang diyakini sebagai model hukum yang canggih dan lengkap, karena 

hukum waris di dalam al-Qur‟an telah di presentasikan dalam teks-teks yang rinci, 

sistematis, konkret dan realistis sehingga menutup kemungkinan adanya multi 

interpretasi.
40

 Konsepsi ini terbentuk karena teks (nash) yang mendasarinya 

dipandang sebagai Qat‟iyy al-subūt dan Qat‟iyy al-dalālāh yang dalam agama 

                                                           
36 Jabal Alamsyah Nasution, Akutansi al-Mawarits, (BPQ el-Azhar, 2004),  22. 

37 Isma‟īl, Abī al-Fidą‟, Tafsīr al-Qur‟an al-„Aẓīm, juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th) h, 457. 

38 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terj, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) 72 

39 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajawali 

Press,Cet.ke-6 1996), 41-42 

40 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,1997),1 
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dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku 

secara mutlak (compulsory law). 

Menggali kandungan al-Qur‟an dibutuhkan petunjuk, ketelitian dan 

kecermatan, karena dalam al-Qur‟an dikenal dengan adanya istilah qat‟i dan zanni. 

Hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk tata hukum ibadah sebagian besar 

diatur dengan nas-nas yang qat‟i, baik dalam al-Qur‟an maupun hadis. Sedangkan 

dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam 

sekitarnya sebagian besar diatur dengan nas-nas yang zannī, kendati sebagian 

kecilnya diatur dengan nas-nas yang qat‟i. 

Hukum yang menyangkut ibadah diatur dengan nas-nas yang qat‟i karena 

tidak menyentuh kepentingan lahiriyah manusia dan bersifat gair ma‟qūl ma‟nā 

(tidak dapat dijangkau oleh pikiran maknanya). Oleh karena itu, harus diterima apa 

adanya sebagaimana telah ditentukan oleh nas. Dengan demikian, manusia tidak 

dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang telah ditentukan oleh nas. 
41

 

Syatibi memberikan pendapat bahwa jarang sekali dalil-dalil syara‟ bila 

dilihat secara berdiri sendiri (ahad) yang qat‟i, pandangan ini di dasarkan kepada 

prinsip bahwa bila dalil-dalil syara‟ itu ahad tentu tidak qat‟i, melainkan bersifat 

zannī. Penentuannya sangat bergantung kepada naql al luqah dan pendapat-pendapat 

ahli nahwu. 

Syatibi bukan berarti menolak adanya ayat-ayat qat‟i dalam al-Qur‟an, tetapi 

Syatibi sesungguhnya ingin menyatakan bahwa untuk sampai pada pengertian qat‟i 

al-dalālāh sebagai istilah yang populer dipakai mengalami suatu proses sehingga 

suatu hukum yang diangkat dari ayat-ayat itu pada akhirnya disebut qat‟i al-dalālāh. 

Menurutnya, kepastian makna (qat‟i al-dalālāh) suatu nas berasal dari sekumpulan 

dalil zanni (ahad) yang semuanya mengandung kemungkinan makna yang sama 

sehingga satu sama lain saling mendukung dan memiliki kekuatan tersendiri. 

Kekuatan dari himpunan dalil ini membuatnya tidak bersifat zanni lagi yang menjadi 

semacam mutawatir ma‟nawī. Inilah yang kemudian dinamakan qat‟i al-dalālāh.
42

 

al-Gazali mengemukakan pendapat yang sama dengan ini, meskipun dalam 

rumusan yang berbeda. Menurut ulama ini, qat‟i al-dalālāh adalah suatu lafal yang 

                                                           
41

 QuraishShihab, Membumikan al-Quran (Bandung: Mizan, 1995),83 

42
 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‟ah, Juz I (Kairo: al-Maktabah al 

Taufiqiyyah, 2003). 26. 
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tidak mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat semenjak asalnya. Tampaknya 

yang dimaksud Syatibi bahwa jarang sekali ayat-ayat qat‟i dalam al-Qur‟an adalah 

qat‟i yang mengandung makna yang jelas lagi berdiri sendiri tanpa didukung oleh 

dalil lain. Kedua, qat‟i al-dalālāh dari sisi bahwa suatu lafal yang tidak mengandung 

kebolehjadian makna lain yang didukung oleh dalil. Dalam ide yang sama al-Gazali 

pun menyatakan bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian perbedaan 

pendapat yang didukung oleh dalil.
43

 

Abdul Wahbah Salam menyetujui pendapat yang mendefinisikan zanni al-

dalalah sebagai: “Apabila dalalah suatu lafal tidak menunjukkan untuk makna 

tertentu, tetapi mengandung kebolehjadian makna lain, lafal itu sendiri mengandung 

dua makna atau lebih”. Definisi tersebut, jelas bahwa nas atau ayat-ayat zanni al-

dalālāh mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan 

lapangan ijtihad bagi para ulama untuk menentukan makna mana yang lebih kuat 

dan dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya. 

Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulama dalam 

memahami ayat-ayat zanni al-dalalah. Ayat-ayat zanni bukan hanya dapat dikaji dari 

sisi kebahasaan, tetapi dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi 

substantif yang dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan 

menggunakan metode istinbat hukum yang meliputi qias, istihsan, istislah dan „urf.
44

 

Ayat-ayat al-Qur‟an dari segi wurud, subut dan penukilannya adalah qat‟i. 

Dengan arti bahwa seluruh isi al-Qur‟an adalah yang diturunkan Allah swt. terhadap 

Rasulullah saw. yang disampaikan kepada umatnya dengan penuh amanat tanpa 

adanya perubahan sedikitpun. Lalu dinukilkan dengan hafalan dan penulisan hingga 

sampai kepada kita dan akan tetap sampai kepada setelah kita dengan pertolongan 

Allah swt. yaitu dengan hafalan dan tulisan juga sebagaimana yang telah Allah 

SWT. turunkan keada rasulnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.: 

  

 بِځٖب ځَؾِڀُ ځَيٖٹْڂَب اٹنِّٵْوَ وَبِځٖب ٹَڄُ ٹَؾَب٭٢ُٔىٿَ
“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Zikr (al-Qur‟an) dan 

Kamilah yang menjaganya”. Q.S. al-Hijr (15): 9. 

                                                           
43 Risnawaty Widayani,Penerapan Konsep Qat‟i dan Zanni dalam Perkembangan Dinamika 

Masyarakat, 4 

44Ibid,  4 
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2. Konsep Hermeneutika 

Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan 

simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan 

maknanya. Metode hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk 

menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.
45

 

Atau dengan kata lain, sebagaimana pendapat Josef  Bleicher, bahwa hermeneutika 

merupakan suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. 

Hermeneutik menjadi sangat filosofis sekira awal abad XX. Dalam 

hermeneutik, interpretasi dianggap merupakan bentuk interaksi antara manusia 

dengan Tuhan yang memanifestasikan diri-Nya melalui bahasa. Dari interaksi 

tersebut kemudian lahir lingkaran hermeneutika (hermeneutic circle) atau proses 

yang tidak pernah berhenti antara teks, praduga-praduga, interpretasi, dan peninjauan 

kembali atau revisi. Interaksi yang terjadi antara pembaca dengan teks merupakan 

sebuah dialektika, di mana cakrawala kedua belah pihak melebur menjadi satu 

sehingga terjadi kesepahaman. Setiap tesis yang lahir dari dialektika tersebut bersifat 

relatif dan tentatif kebenarannya, sehingga senantiasa boleh dikritik atau ditolak. 

Hermeneutika mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan 

hukum Islam. Pertama, hermeneutik menganggap semua teks adalah sama me 

rupakan karya manusia atau diposisikan sebagai karya manusia.  

Bila diterapkan dalam hukum Islam, maka hermeneutika otomatis 

menghendaki penolakan adanya sesuatu yang qat„î. Selain itu, otentisitas dan 

kemutawâtir-an al-Quran, sebagai sumber utama hukum Islam akan dipertanyakan 

kembali. Begitu juga dengan teks-teks Hadis yang derajatnya mencapai mutawâtir 

atau sesuatu yang secara aksioma telah disepakati oleh para ulama. 

Kedua, hermeneutika menganggap setiap teks sebagai produk sejarah. 

Namun, hal ini tidak berlaku untuk Alquran, sebagai sumber hukum Islam, yang 

kebenarannya melintasi batas ruang dan waktu dan pesan-pesannya ditujukan kepada 

seluruh umat manusia. 

Ketiga, hermeneutika menuntut pelakunya untuk menganut relativisme 

epistemologis. Tidak ada penafsiran yang mutlak benar, akan tetapi semuanya 

                                                           
45 Fahruddin Faiz, Hermeneutika Qur‟ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi, 

(Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), 9. 
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bersifat relatif. Yang benar menurut seseorang belum tentu benar menurut orang lain. 

Kebenaran terikat dengan konteks tertentu. Dalam hukum Islam, ada-ada hal yang 

sifatnya merupakan kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu gugat atau sesuatu 

yang sudah jelas tanpa perlu dipertanyakan lagi (ma„lûm min al-dîn bi al-darûrah) 

Keempat, praktisi hermeneutika dituntut untuk bersikap skeptis atau selalu 

meragukan kebenaran dari manapun datangnya dan terus terperangkap dalam apa 

yang disebut sebagai hermeneutis circle, di mana makna bahasa senantiasa berubah. 

Dalam kajian hukum Islam ada satu istilah yang hampir sama dengan konsep 

hermeneutika yaitu takwil (ta‟wîl). Sebagian kalangan menganggap bahwa konsep 

hermeneutika ini sama dengan takwil. Padahal secara epistemologi, keduanya 

memiliki perbedaan yang signifikan. Sejumlah ulama usul fikih menyebutkan se 

jumlah definisi tentang takwil. Imam al-Ghazâlî memberikan definisi takwil sebagai 

ungkapan dari sebuah kemungkinan makna yang dikuatkan oleh dalil sehingga 

menjadi lebih kuat secara zan dari makna yang ditunjukkan oleh zâhir kalimat. 

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa seakan-akan semua takwil adalah 

menjauhkan lafaz dari hakikatnya pada makna majâz
46

 

3. Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah  

Maqāṣid al-Syarī„ah jika dilihat dari segi ilmu nahwu terdiri dari susunan 

kata mudhaf  (maqāṣid) dan mudhaf ilaih (al-Syari‟ah).
47

 Maqasid sendiri 

merupakan bentuk jamak dari kata maqsud yang berarti maksud dan tujuan 

Sedangkan Syari‟ah berarti hukum Allah, baik yang  ditetapkan oleh Allah sendiri, 

maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan 

oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah  

atau dijelaskan oleh Nabi. 

Secara terminologis, maqāṣid al-Syarī„ah dapat diartikan sebagai makna dan 

nilai yang  dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari„at (Allah 

SWT) dibalik pembuat syari‟at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid 

dari teks-teks syari„ah.
48

 

                                                           
46 Arip Purkon, Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, 

Juli 2013, 184-189 

47 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 231. 

48 Toriquddin, Teori  Maqasid  Syari‟ah  Perspektif  Ibnu Ashur, Ulul Albab Volume 14, No.2 
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Al-Qur‟an menjelaskan dalam nas-nash nya bahwa syari‟at Islam hadir 

dengan membawa  hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan manusia. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Yunus (10): 57: 

ًُ ٱَلَ ٰۤبََٗهَب  ّٔٮَب ۖ  هٖثِّکُټ ۖ  ٢َ٥ٔخٌ ٽِّڀۖ  ٽٖى ۖ  کُټۖ  ءَدۖ  عَب ۖ  اٹڂٖب ءٌ ٹِّپَب ۖ  وَ 
ٖٗلُو  ٿَۖ  ٽٔڂِیۖ  ٽُاۖ  ٽَخٌ ٹِّٸۖ  وَڅلّی وٖ هَػ ۖ  هِ ۖ  ٭ٔی اٹ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) 

dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk 

serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus (10): 57 )
49

 

Sebagian Ulama Muslim, menganggap al-Masalih (maslahat-maslahat) 

merupakan sisi lain dari al-Maqasid. Seperti Abdul malik al-Juwayni yang juga 

salah satu ulama pertama yang  memulai pengembangan teori al-maqāṣid  . Beliau 

menggunakan istilah  al-maqāṣid dan al-masālih al-´Ammah (maslahat-maslahat 

publik) sebagai sinonim. Begitu juga dengan Abu Hamid al-Ghozali mengelaborasi 

lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-maqāṣid dan 

memasukkannya kedalam kategori al-masālih al-Mursalah (Kemaslahatan Lepas,  

atau maslahat-maslahat  yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).
50

 

Maqāṣid al-Syarī„ah seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran 

atau indikator  benar-tidaknya suatu ketentuan hukum, karena sebagai tujuan akhir 

dari syari‟at. Dalam sejarah perkembanganya, posisi maqāṣid al-Syarī„ah pada 

awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian mengenai hukum 

Islam atau fiqh terkesan selalu  dikaitkan dengan Usul al-Fiqh dan Qawaid al-Fiqh 

saja yang mana hanya berorientasi  pada teks dan bukan pada makna atau maksud 

dibalik teks. Usul al-fiqh  menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk 

menuju fiqh, Qawaid al-fiqh menjadi pondasi dasar bangunan fiqh yang ada, 

sedangkan Maqāṣid al-Syarī„ah yang menyumbangkan  nilai-nilai  dan  spirit  pada  

fiqh  yang  kemudian diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak 

bersentuhan langsung  dengan  istinbath  hukum  Islam.  Tiga  hal  inilah  yang 

                                                           
49 Auffah Yumni, Kemaslahatan dalam Konsep Maqasid al-Syari‟ah, Nizhamiyah 6, no. 2 (2016), 

48. 
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menjadi unsur-unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang 

dalam garis linier yang sama.
51

 

al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang 

maqāṣid al-Syarī„ah melalui karya monumentalnya al-Muwaffaqat fi Ushul al-

Syariah. Di sisi lain, Jasser Auda dengan bukunya Maqasid al-Shariah as 

Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach diterbitkan oleh IIIT di London 

pada tahun 2007 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui 

lebih dalam, dan menjadikan alat analisis  terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki 

concern di bidang hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda.
52

  

a) Maqāṣid al-Syarī‘ah  dalam Perspektif al-Syatibi 

Imam Al-Syatibi merupakan  tokoh  pengembang  dasar-dasar teori maqāṣid 

al-Syarī„ah. Namun, sebenarnya beliau bukanlah orang pertama yang berbicara 

tentang Maqasid, beliau juga bukan“the only one” pencetus sekaligus peletak 

embrio dari Maqasid. Abu Abdillah Muhammad bin Ali yang lebih dikenal dengan 

panggilan Al-Turmudzi al-Hakim lah yang merupakan peletak pertama tema al-

Maqāṣid pada abad 3 hijriyyah.
53

 

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-

maqasid. Kata-kata itu ialah maqāṣid al-Syarī„ah, maqāṣid al-syar‟iyyah, dan 

maqasid min syar‟i al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut 

mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah 

SWT.
54

 

Penjelasan mengenai maqāṣid al-Syarī„ah selalu mengarah pada 

kemaslahatan. Adapun kemaslahatan itu sendiri ada dua betuk: 

a. Mewujudkan manfaat, kesenangan dan kebaikan untuk manusia yang 

dinamakan 

                                                           
51 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh  Minoritas, 184–185. 
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جَهْب انْمَنبَ فعِِ     (membawa manfaat). 

b. Menghindarkan kerusakan dan keburukan dari umat manusia yang disebut 

ٍٔلُ  .(menolak kerusakan) كَهِءُ اٹْپَٮَب
55 

Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan baik buruknya (manfaat 

dan mafsadatnya)  sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok 

pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan 

manusia. Adapun tuntutan kebutuhan kehidupan manusia  itu  bertingkat-tingkat. 

Secara tingkatan urut nya adalah primer, sekunder, dan tersier. 

a) Kebutuhan Primer ( Daruriyat ) 

Daruriyat atau kebutuhan primer adalah sesuatu yang dibutuhkan 

manusia untuk keutuhan  keberadaannya atau kehidupan manusia tidak akan 

sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kelengkapan atau ciri yang 

harus ada dalam diri manusia itu ada lima tingkatan,secara urutannya  adalah 

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini  juga dikenal 

dengan  istilah al-ḍarūriyāt al-khamsah.
56

 Al Ghazali menyebut lima tadi 

dengan al-mabadi‟ al-khamsah
57

 

Menurut al-Syatibi menjaga lima tadi bisa ditempuh dengan dua cara 

dan telah diamini oleh Amir Syarifuddin:
58

 

1)  Dari segi adanya (min naḥiyyati al-wujūd) yaitu dengan memelihara dan 

menjaga hal-hal  yang dapat melanggengkan keberadaannya. Lebih 

jelasnya yaitu:  

 

a. Menjaga agama (hif ẓ al-din) misalnya dengan ibadah berupa shalat dan 

zakat. Firman Allah dalam  QS. al-Taubah (9): 41: 

                                                           
55 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2,222. 

56 Ibid, 222. 

57 Suansar Khatib, Konsep Maqasid Al-Syari`Ah:Perbandingan Antara  Pemikiran  Al-Ghazali dan 

Al-Syathibi, 54. 

58 Abdurrahman Kasdi, Maqasyid Syari‟ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-

Muwafaqat,  ( Yudisia:  Jurnal  Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 1 2016), 47 
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َِکُټۖ  وَ اَٿ ۖ  وَاٹٔکُټۖ  ا ثِبَٻۖ  لُوبڅٔعَوٖ   ۖ   ڄٔٷِ اٹٺّۖ  ٍَجِی ۖ  ٭ٔی ۖ  ٭ُ
  Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. 

 

b. Menjaga jiwa (hif ẓ al-nafs) misalnya dengan makan dan minum. 

Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 195: 

ۖ  ٍٔڂِیۖ  ٽُؼۖ  اٷ اٹزَهِٺُٶَخٔ أٹَی ۖ  کُټۖ  كٔیۖ  ثِبَی اۖ  ٱُىۖ  رُٸ وَٹَب  
“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan 

dengan tangan sendiri” 

 

c. Menjaga akal (hif ẓ al-„aql) misalnya dengan mencari ilmu. Sabda Nabi 

yang populer: 

 ََوِ٭٤َِ اُ﵁ اٹَّنَٔڀَ ءَاٽَڂُىا ٽٔڂٶُټِ وَاٹَّنَٔڀَ ؤُورُىا اٹ٦ْٔٺْټَ كَهَعَبدٕ
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S al-

Mujadalah :11) 

 

d. Menjaga  harta  (hifẓ al-mal) misalnya dengan jual beli dan bekerja. 

Firman Allah dalam QS. al-Jumu‟ah (62): 10: 

ٖٖٺ ٭َبٔ َُٚٔذٔ اٹ ْٔوُوۖ  ٭َبٿ ىحُمَا ٱُ   اٹٺّ ڄٔ ٷِۖ  ٭َ٘ ۖ  ٽٔڀ اۖ  رَُ٪ىۖ  اة وَ ِٗۖ  اَهۖ  اٷ ٭ٔی اۖ  رَ
“Apabila salat telah dilaksanakan, maka  bertebaranlah kamu di bumi, 

carilah karunia Allah.” 

 

e. Menjaga  keturunan (hifẓ al-nasl) misalnya dengan menikah. Firman 

Allah dalam QS. al-Nur (24): 32: 

ٖٓ ٺٔؾٔی ۖ  کُټۖ  اَََبٽ ی ٽٔڀۖ  کٔؾُىا اٷۖ  وَ اَٿ ۖ  ٥ٔجَبكٔکُټ ۖ  ٿَ ٽٔڀۖ  وَ اٹ   
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu.” 

  

2) Dari segi tidak ada (min naḥiyyati al-´adam) adalah mencegah hal-hal yang 

menyebabkan  ketiadaannya.  Lebih jelasnya yaitu: 
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a.  Menjaga  agama (hifẓ al-din) misalnya dengan jihad dan hukuman bagi 

orang murtad. Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 217: 

ىَ کَب٭ٔوْ څُوَ ۖ  ٭ََُپُذ ڄٔځِۖ  كٔی ۖ  ٥َڀ ۖ  کُټۖ  ٽٔڀ ۖ  رَلٔكۖ  َٖو ۖ  وَ ٽَڀ 
َٞذ ٴَئٔۖ  ٭َبُوٷ   حٔا فٔوَۖ  ََب وَ اٷۖ  ٭ٔی اٹلٗٿ ۖ  ټهٽَبٹُۖ  ا٣َ ۖ  ؽَجِ

“Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati 

dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di 

akhirat.” 
 

b.  Menjaga jiwa (hifẓ al-nafs) misalnya dengan hukuman qishash dan 

diyat. Firmah Allah  dalam QS. al-Baqarah (2): 178: 

ُٓ ٭ٔی اٷۖ  کُټُ اٷۖ  ا کُزٔتَ ٥َٺَیۖ  ىا ٽَڂُ ٿَۖ  هَباٹَّنٔیاََٗإَ َٖب ٹ یۖ  ٱَذۖ  ٱٔ  
" Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 

(melaksanakan) qisas berkenaan  dengan orang yang dibunuh.” 
 

c. Menjaga akal (hifẓ al-„aql) misalnya dengan hukuman bagi orang yang 

mabuk (minum  khamr).  Firmah Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 219: 

ًِ َََإ َِوِ ٱُٸْ ٭ُٔهِپَب بِصْټْ ٵَجِنًْ وَٽَڂَب٭٤ُٔ ٹٔٺڂٖب ٹُىځَٴَ ٥َڀِ اٹْقَپِوِ وَاٹْپَُِ
 وَبِصْپُهُپَأ ؤَٵْجَوُ ٽٔڀ ځٖٮ٦ْٔهِپَب

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" 

  

d. Menjaga harta (hifz al-mal) misalnya dengan memotong tangan pencuri 

dan riba. Firmah  Allah dalam QS.al-Maidah (5): 38: 

٦َُٞىا ؤََِلََٔهُپَب َٖبهِٱَخُ ٭َبٱْ َٖبهِٯُ وَاٹ   وَاٹ
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya. 
 

e. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) misalnya dengan hukuman bagi 

pezina.
59

 Firman Allah  dalam QS. al-Nur (24): 4: 

                                                           
59 Abdurrahman  Kasdi,  Maqasyid  Syari‟ah  Perspektif  Pemikiran Imam  Syatibi,  57. 
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 خٔث٦ََۖ  ا ثِبَهۖ  رُىۖ  ََب ۖ  َٕڂ ذٔ صُټٖ ٹَټۖ  ٽُؼۖ  ٿَ اٷۖ  ٽُىۖ  ٿَ ََوۖ  وَاٹَّنٔی 
 كَح﵂ۖ  عَٸ ٿَۖ  صَپ ڂِی ۖ  ٹٔلُوِڅُټۖ  ٭َبط ءَۖ  ُّهلَا

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik 

(berzina) dan mereka  tidak mendatangkan empat orang saksi, maka  

deralah mereka  delapan puluh kali.
60

 

Uraian diatas tadi menunjukkan bahwa hak ḍarūrī  digunakan bukan 

sekedar upaya defensif bagi setiap individu. Melainkan merupakan upaya yang 

dihadiahkan dan seharusnya dilakukan  untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya.
61

 

Selain dari kelima kebutuhan primer (ḍarūrī) diatas, menurut sebagian 

ulama‟ adalah harga diri yang mana Allah memeritahkan kita untuk 

menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang  dapat mencemarkannya. 

Misalnya menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti yang 

sah, penuduh diancam dengan 80 kali cambuk, Firman Allah dalam QS. al-

Nur (24): 4:  

 خٔث٦ََۖ  ا ثِبَهۖ  رُىۖ  ََب ۖ  َٕڂ ذٔ صُټٖ ٹَټۖ  ٽُؼۖ  ٿَ اٷۖ  ٽُىۖ  ٿَ ََوۖ  وَاٹَّنٔی
 كَح﵂ۖ  عَٸ ٿَۖ  صَپ ڂِی ۖ  ٹٔلُوِڅُټۖ  ٭َبط ءَۖ  ُّهلَا

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) 

dan mereka tidak  mendatangk  an empa orang saksi, maka deralah mereka 

delapan puluh kali.” 
62

 

b) Kebutuhan Sekunder ( hajiyat ) 

Kebutuhan sekunder/ hajiyat adalah keperluan manusia dalam 

mempermudah, melapangkan,  mengurangi beban yang ditangguhkan dan 

kepayahan dalam kehidupan. Aspek hajiyat sendiri  mempunyai prinsip utama 

yakni untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan  

memudahkan urusan mereka.
63

 

                                                           
60 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 223–226. 

61 Ridwan  Jamal, Maqasid Al-Syariah  dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian,9. 

62 Maman Suherman, Aliran Ushul  Fiqh dan Maqasid syari„ah,  ( Al-Mashlahah: Jurnal  Hukum  

Islam  dan  Pranata  Sosial  2,  no.  04, 2017): 364–365. 

63 Alaiddin Koto,  Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih  (Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2004), 124. 
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Keberadaan kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan menghilangkan 

kehidupan manusia kalau seandainya tidak terpenuhi. Walaupun tidak sampai 

merusak, tetapi keberadaanya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan 

dalam kehidupan.
64

 

Pengelompokan tujuan hajiyat dan segi penetapan hukumnya dibagi 

menjadi tiga kelompok: 

1. Hal yang diperintah oleh syara‟ untuk melakukannya agar dapat 

melaksakan kewajiban syara‟ secara baik. Inilah yang dinamakan 

muqaddimah wajib. Misalnya, mendirikan sekolah dalam hubungannya 

dengan mencari ilmu demi meningkatnya kualias akal. Berdirinya sekolah 

memang perlu, akan tetapi seandainya tidak didirikan, maka tidak mengapa 

karena mencari ilmu tidak harus di sekolah. Maka dari itu kebutuhan 

sekolah masuk kedalam tingkatan hajiyat . 

2. Hal yang dilarang oleh syara‟ melaksanakannya agar secara tidak langsung 

menghindarkan  pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Misalnya, 

pelarangan khalwat dalam rangka  menutup pintu terhadap pelanggaran 

larangan yang bersifat ḍarūrī yakni zina.  

3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk kedalam hukum rukhshah 

(kemudahan) yang memberikan  kelapangan dalam kehidupan manusia. 

Seandainya tidak ada rukhshāh pun manusia tidak akan  kehilangan salah 

satu unsur ḍarūrī, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan.
65

 

Penjelasan pada item 3 merupakan ketentuan hajiyat dalam beberapa 

bidang, diantaranya  dalam bidang ibadah, mu„amalat, serta ´uqūbat. Dalam 

bidang ibadah, Islam telah memeberikan rukhsah (keringanan/dispensasi) jika 

seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menunaikan suatu kewajibannya. 

Misalnya, seorang yang sedang berpergian dan dalam keadaan sakit boleh tidak 

berpuasa. Senada dengan keringanan, juga diperbolehkannya seseorang 

mengqāsār shalat bilamana sedang dalam berpergian. 

Islam juga mengatur dalam bidang mu„amalat, yang mana mebolehkan 

jual beli pesanan (istisna) dan jual beli salam. Begitu juga dibolehkannya 

seorang suami mentalak isteri jika dirasa sudah tidak ada ketentraman lagi 

                                                           
64 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 227.  

65 Amir Syarifuddin, 228. 
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dalam rumah tangganya. Selain dalam bidang ibadah dan mu„amalat, dalam 

bidang uqubat (pidana Islam) menetapkan kewajiban membayar diyat (denda), 

bukan denda, bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja. Kemudian 

menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban kepada sang pembunuh 

anaknya, dan lain sebagainya.
66

 

c) Kebutuhan Tersier ( Tahsīni ) 

Tahsīni atau kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dituntut oleh 

harga diri norma dan tatanan hidup. Hal ini terkait dengan kebutuhan keindahan 

tampilan diri  manusia, seperti pemenuhan  pakaian, kendaraan, dan makanan 

tambahan.
67 Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang apabila tidak  dapat 

terpenuhi  tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari Mabadi‟ al-

khāmsah dan  juga tidak  akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya 

sebagai  pelengkap  hal-hal  yang menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan 

moral, akhlak dan kepatutan.
68 Namun ketiadaan  aspek  ini  akan  mengadakan 

kurangnya keharmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, 

menyalahi  kepatutan, dan  menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.
69

  

Tahsīniyat  mempunyai tujuan asal tidak akan menimbulkan hukum 

wajib pada perbuatan  yang disuruh dan hukum haram pada perilaku yang 

dilarang sebagaimana  yang berlaku pada dua  tingkatan sebelumnya (ḍarūrī 

dan Hājiyat). Hukum sunah timbul apabila ada usaha untuk memenuhi 

kebutuhan tahsini ini, dan apabila ada perbuatan yang mengabaikan kebutuhan 

ini, maka akan  menimbulkan  hukum makruh.
70

 

Membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias ketika hendak ke 

masjid, melakukan  amalan-amalan sunnah serta bersedekah, dan lain 

sebagainya merupakan contoh bidang ibadah dalam aspek tahsīniyat. 

Aspek tahsīniyat dalam bidang adat atau kebiasaan yang positif, misalnya 

berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-

                                                           
66 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, 124–125. 

67  Ridwan Jamal, Maqasid Al- Syari‟ah  dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian, 10. 

68 Galuh Nasrullah Kartika dkk, Konsep  Maqasid  al-Syari‟ah dalam Menentukan Hukum Islam, 
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69  Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, 125. 

70 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 228. 
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hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan yang kotor, dan lain 

sebagainya.  

Keharaman praktik jual beli dengan cara memperdaya dan menimbun 

barang agar bisa  menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya 

juga termasuk contoh aspek Tahsīniyat dalam bidang Mu„amalāt.
71

Sehubungan 

dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal 

tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak 

boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa 

alSyatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua dlāwabith al-

maslahāt (kriteria maslahat) sebagai batasan: Pertama, maslahat itu harus 

bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya 

tunduk pada hawa nafsu. Kedua, maslahat itu bersifat universal (kulliyāh) dan 

universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya.
72

 

Dalam al-Muwafaqāt, al-Syatibi membagi al-maqasid dalam dua bagian 

penting, yakni maksud syari‟ (qashdu asy-syari‟) dan maksud mukallaf (qashdu al-

mukallaf): 

الدٲبٕل اٹتي َڂ٢و ٱَپنٌ : ؤؽلهمب َوع٤ بلى ٱٖل اٹْبه٣ والأفو َوع٤ بلى 
اٹْو٦َخ اثزلاء وٽڀ ٱٖل الدٶٺ٬ ٭بلأوٷ ٦َزّّ ٽڀ عهخ ٱٖل اٹْبه٣ في و٤ٙ 

عهخ ٱٖل و٦ٙهب ٹٺزٶٺ٬ُ بدٲزٚبڅب وٽڀ عهخ ٱٖل فى كفىٷ الدٶٺ٬ برذ 
  ؽٶپزهب

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqāṣid al- Syarī„ah menurut al-Syatibi ditinjau  dari 

dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, 

berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang 

berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan 

dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia 

yang dibebani syariat dapat melaksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi 

hikmah syariat tersebut.
73
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b) Maqāṣid al-Syarī‘ah  dalam Perspektif Jasser Auda 

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian 

corncern ada reformasi filsafat hukum Islam (Usūl Fiqh) adalah Jasser Auda, yang 

menggunakan Maqāṣid al- Syarī„ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya 

dengan penggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau 

analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk 

digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Usuūl Fiqh.
74

 

Perubahan paradigma studi Ilmu Hukum Islam dengan perspektif maqāṣid 

dari teori maqāṣid lama ke teori maqāṣid baru terletak pada titik tekan keduanya. 

Titik tekan maqāṣid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation 

(penjagaan, pelestarian) sedangkan teori  maqāṣid baru lebih menekankan 

development (pembangunan, pengembangan) dan right (hak-hak).
75

 

Dalam upaya mengembangkan konsep maqāṣid di era baru ini, yang 

membedakan  Jasser Auda dengan pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah 

diajukannya konsep human development sebagai target utama dari maslāhah (public 

interest). Maslahah inilah yang semestinya menjadi sasaran dari maqāṣid al- 

Syarī„ah dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. 

Selanjutnya, realisasi dari maqāṣid baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari 

waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui Human Development 

Index (HDI) dan Human Development Targets.
 76

 

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan 

maqāṣid al-Syarī„ah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan 

seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep 

sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan 

memberi manfaat bagi manusia. Dalam maqāṣid al- Syarī„ah as Philosophy of Law: 

A syistem Approach Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, pertama, 

Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik hendak di capai oleh 

Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari 
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hukum.  Keempat, Mashālih. Dalam konsep maqāṣid yang ditawarkan oleh Jasser 

Auda, nilai dan Prinsip kemanusian menjadi pokok paling utama 

 Mereka berpendapat bahwa maqāṣid al- Syarī„ah dengan segala 

tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana 

maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan 

lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (dawair mutadakhilah 

wa mutaqati‟ah), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya Para ulama 

kontemporer membagi maqāṣid kepada tiga tingkatan, yaitu maqāṣid „amah 

(General maqasid/tujuan-tujuan umum), maqāṣid khāsah (Specific maqāṣid /tujuan-

tujuan khusus) dan maqāṣid juz`iyah (Partial maqāṣid / tujuan-tujuan parsial).
77

 

Maqasid „amah adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi 

tasyri‟ atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan 

kemudahan.  

Maqasid khāsaah adalah maslāhat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam 

satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan 

membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan 

efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan gharar (ketidak jelasan) 

dalam muāmalat, dan lainnya.  

Maqāṣid juz`iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam 

pentasyri‟an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan 

persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya 

tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau 

lainnya.  

Jasser Auda berusaha mengkonstruk ulang konsep maqāṣid lama yang 

bersifat protection and preservation menuju pada teori maqāṣid yang mengacu pada 

development and rights. Teori maqashid yang bersifat hirarkis mengalami 

perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasi 

kebutuhan (necessity) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) scope teori 

maqāṣid meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual; c) tidak 

memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan 
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kebebasan (freedom); d) dideduksi dari kajian literature fīqhi, bukan mengacu pada 

sumber original/script.
78

 

Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan 

kembali kajian al-maqāṣid terlihat berbeda dari kajian al-maqāṣid sebelumnya, Teori 

kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa hifẓ nasl (pelestarian keturunan) 

berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya 

sistem social Islami madani. Adapun hifẓ „aql (pelestarian akal) berkembang menjadi 

“pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan 

mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.
79

 

Dalam konsep ḥifẓ al-„irdi (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi 

“pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda 

mengusulkan agar pendekatan berbasis maqāṣid terhadap isu hak-hak asasi manusia 

dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan 

pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak 

asasi manusia. Di sisi lain, konsep ḥifẓ al-din (pelestarian agama) berkembang 

menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Hifẓ al-mal 

(pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang 

antar kelas”.
80
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BAB III 

HUKUM WARIS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR  

A. Biografi Muhammad Syahrur  

Tokoh yang pernah menggoncang dunia pemikiran Arab sebagai sosok figur 

yang fenomenal dan kontroversial mempunyai nama Nama lengkapnya Muhammad 

Ibnu Da‟ib Syahrur. Beliau seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada 

tanggal 11 Maret tahun 1938 di Damakus (Syiria). Ayahnya bernama Deyb bin Deyb 

Shahrur dan Ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyu.
81

 Dalam kehidupan pribadi 

Muhammad Syahrur dinilai telah berhasil membentuk sebuah keluarga yang 

bahagia, dari istri tercinta yang bernama Azizah, ia mempunyai lima anak dan dua 

cucu, tiga anaknya yang telah menikah adalah Tariq (beristri Rihab), Lays (beristri 

Olga) dan Rima (besuami Luis). Sedangkan dua lainnya adalah Basil dan Masun. 

Dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Kasih sayang terhadap keluarga 

paling tidak dikasikan dengan selalu melibatkan mereka dalam lembaran 

persembahan karya-karyanya.
82

 

Syahrur mengawali pendidikan intelektualnya pada Pendidikan Dasar di tanah 

kelahirannya, tepatnya di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, 

Damaskus. Pendidikan Menengahnya dirampungkan pada tahun 1957. Syahrur 

melanjutkan studinya di bidang Teknik Sipil (Handasah madaniyah) di Moskow, 

UniSoviet (sekarang Rusia) dengan beasiswa dari pemerintah Syiria, pada tahun 

1957. Ketika diMoskow, antara tahun 1957 1964, Syahrur mulai berkenalan dan 

terkesan serta tertantang dengan teori dan praktik Marxis yang terkenal dengan 

konsep “Dialektika Materialisme” dan “Materealisme Historis”.
83

 

Setelah meraih gelar Diploma tahun 1964, kemudian pada tahun1965, ia 

diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Pada 

tahun 1967, Syahrur berhak untuk melakukan penelitian pada Imperial College, 

London. Pada bulan juni tahun itu, terjadilah perang antara Inggris dan Syiria yang 

mengakibatkan renggangnya hubungan diplomatik di antara kedua Negara tersebut 
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renggang. Hal tersebut bukan hambatan bagi Syahrur dalam menyelesaikan 

studinya.
84

 Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan baginya untuk segera 

menyelesaikan studinya.  

Terbukti pada tahun 1968 Syahrur dikirim oleh pihak Universiats Damaskus 

ke Dublin, Irlandia untuk studi Magister dalam spesial Mekanik Tanah (Soil 

Mechanics) dan Tehnik Fondasi (Foundation Engineering) pada Universitas College 

atau National University Of Ireland Dublin, Irlandia dan meraih gelar Master of 

Science pada tahun 1969 M serta gelar Philosophy Doctor (Ph.D)pada tahun 1972 

M, hingga hari ini Syahrur masih tercatat sebagai tenaga edukatif pada fakultas 

Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanik Tanah dan Geologi.
85

 

Selain sebagai dosen, pada tahun 1982-1983 M, Syahrur dikirim kembali oleh pihak 

Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud consult Arab Saudi 

serta beberapa rekannya di Fakulats Teknik membuka Biro Konsulatn Teknik Dāral-

Isytisyārāt-al Handāsiyyah, Damaskus. 

Latar belakang intelektual sangat mempengaruhi pola pikir dan pilihan 

metodologi dalam memahami teks keagamaan, antar lain dikasikan dengan berbagai 

analog dan metafora yang mengambil inspirasi dari dunia sains, di samping itu juga 

gagasannya untuk mengintegrasikan berbagai teori matematis, seperti konsep limit, 

differensial, integral dan parabola dalam metode analisisnya terhadap persoalan 

hukum Islam.
86

 

Dengan gagasan dan teori dimunculkan, pakar di bidang teknik sipil ini pada 

akhirnya tercatat sebagai pembaru kajian Al-Qur‟an dan keislaman, baik secara 

teoritis maupun praksis. Karya yang dihasilkan dari “proyek” pembaharuan 

pemikiran keislaman kontemporer antara lain: 

1) al-Kitab wa al-Qur‟an: Qirā‟ah al-mu‟asiirah (al-kitab dan al-Qur‟an: 

Pembacaan Kontemporer), memuat gagasan pembaharuan pembacaan Islam. 

2) Dirāsat Islāmiyyah Mu‟asirāh fi al-Daulah wa al-Mujtama‟ (Kajian Islam 

Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat), berisi gagasan seputar tema-

tema sosial dan politik terkait dengan persoalan warga negara (civil society) 

maupun negara (state).  
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3) Al-Islam wa al-Imān: Manzumāt al-Qiyām (Islam dan Iman: Aturan-aturan 

Pelaksanaan), gagasan yang mencoba mendekonstruksi konsep klasik mengenai 

pengertian dan pilar-pilar (arkān) Islam dan Iman. 

4) Nahwa Usūl al-jadīdāh li al-Fīqh al-Islami Fiqh al-mar‟ah: al-Wasiyyāh, al-

Irs, al-qiwamah al-ta‟addudiyah, al-libas (Asas-asar baru untuk fikih Islami, 

fikih perempuan: wasiat, warisan, perwalian, pakaian), kitab ini mewakili 

manifestasi pemikiran feminis Syahrur.  

5) Tajfif Manabi‟ al-irhab. Kitab ini berisikan kritikan dan bantahan Syahrur 

terhadap pembacaan Alqur‟an ditemuinya. Ia banyak membantah penafsiran 

konsep-konsep kunci dalam Alqur‟an yang ditawarkan oleh kalangan Islam 

radikal dan kelompok skripturalis-literalis.  

6) The Qur‟an, Morality, and Critical Reason: The Essential Muhammad Syahrur 

(Qur‟an, Moral, dan Alasan kritis: pikiran-pikiran inti Muhammad Syahrur). 

Buku yang diselesaikan atas bantuan dari Andreas Chrisman ini berisikan 

percikan pemikiran Syahrur, mulai dari masalah iman dan Islam, sunnah Nabi, 

wahyu, teori batas, kedudukan perempuan dalam hukum Islam dan masalah 

politik Islam.
87

 

Melalui beberapa karya syahrur diatas apabila dibandingkan dengan pemikir 

muslim lain Syahrur adalah sosok pemikir yang radikal, ia membuang hampir 

seluruh peninggalan tradisi fiqih  dan Syahrur telah dijuluki sebagai  “ imanuel 

kant” di dunia arab atau sebagai “ martin luther dalam islam” dan buku-bukunya di 

sejajarkan dengan 95 tesis yang di pakukan oleh martin luther di pintu gereja istana 

wittenbreng pada tahun 1517. 
88

 

Dalam bukunya al-Kitab wa al-Qur‟ān:Qirā‟ah al-Mu‟asīrah, Syahrur 

Mengungkapkan : 

بما ٵبٿ الإٍلاٻ ٕبلح ٹٶٸ ىٽبٿ وٽٶبٿ ، ٭ُغت الاځٞلاٯ  اٹٶزبة رڂيٷ ٥ٺُڂب،
 صلى الله عليه وسلموؤځڄ عبء لجُٺڂب في اٹڂ٬ٖ اٹضبني ٽڀ اٹٲوٿ اٹ٦ْوَڀ، وٵإځبٹڂبي  ٽڀ ٭وُٙخ ؤٿ

 رىفي ؽلَضب وثٺ٪ڂب څنا اٹٶزب . 
Andai kata Islam itu cocok dan relevan untuk segala tempat dan waktu, niscaya 

setiap orang harus mengakui bahwa al-Kitab (al-Qur'an dalam pengertian umum) itu 
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diturunkan kepada kita yang lahir pada paruh kedua abad ke-20 ini, dan seolah-olah 

Nabi SAW baru saja meninggal dan telah menyampaikannya pada kita.
89

 

Karena itulah Syahrur sangat bersi keras bahwa tiap-tiap generasi mampu 

memberikan interpretasi al-Qur'an yang memancar dari realitas yang muncul dan 

sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup. Hasil interpretasi al-Qur'an generasi 

awal tidaklah mengikat masyarakat Muslim modern. Bahkan lebih jauh, kesalahan 

ulama fiqh Islam dan tafsir al-Qur'an konvensional sekarang ini bersumber dari 

kesalahan metodologi yang tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas 

pengertian teks-teks Kitab Suci, sehingga membebani punggung umat dan tidak 

sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta situasi dan kondisi abad ke-20. 

Seorang mufassir bagi Syahrur harus terlebih dahulu melihat dan memetakkan 

problem kajian keislaman kontemporer, mulai dari konfigurasi kajian, hingga kritik. 

Syahrur yakin bahwa Muslim modern, karena kemajuan budaya dan ilmu 

pengetahuan mempunyai perangkat pemahaman metodologis yang lebih baik 

dibandingkan para pendahulunya (abad ke-7 M) dalam memahami pesan-pesan 

Allah (al-Qur'an) yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Penanggulangan krisis 

multidimensi yang melanda dunia muslim saat ini oleh Syahrur ditaklukan melalui 

kajian dan konsepsi barunya. Syahrur selalu bertanya dalam benaknya, apa bukti 

kebenaran risalah Muhammad sebagai risalah penutup dalam realitas dunia nyata 

saat ini? Mungkinkah risalah penutup ini menghasilkan umat yang lemah dan tak 

berdaya seperti sekarang? Hal inilah yang mendorong Syahrur untuk giat selalu 

meneruskan kajian-kajiannya.
90

 

B. Teori Batas Muhammad Syahrur (Nazariyah al-hudud / limit theory) 

Metode inti yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam melakukan 

istinbat hukum ada dua. Pertama, Analisis linguistik dan Semantik. Kedua, 

penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam Teori Limit 

(naẓāriyah al-hudūd).
91

  

Beberapa kata kunci mengenai Teori Batas Syahrur yang harus dipahami, 

yaitu: Hudud, al-Istiqamah, dan al-Hanifiyah. Kata Hudūd oleh Syahrur dalam 

melandasi teori batasnya dari Q.S An-Nisa‟ 4: 13-14 
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ٍُىٹَڄُ َُلِفٔٺْڄُ عَڂٖبدٕ رَغِوٌِ ٽٔڀِ رَؾِزٔهَب وَٽَڀِ  ۖ  رٔٺْٴَ ؽُلُوكُ اٹٺَّڄٔ  ٤ِٔٞ اٹٺَّڄَ وَهَ َُ
 وَمَ ٹٔٴَ اٹْٮَىِىُ اٹ٢ٔ٦َُْټُ ۖ  اٹْإَځِهَبهُ فَبٹٔلَٔڀَ ٭ُٔهَب 

 ( Hukum-hukum tersebut ) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.(Q.S. 

al-Nisa Ayat 13) 

ځلاؽ٠ څڂب في اَِخ ٱىٹڄ ) رٔٺْٴَ ؽُلُوكُ اٹٺَّڄٔ ( . وٱىٹڄ ) وَََز٦ََلٖ ؽُلُوكَڃُ( ٭بلحوٵخ 
څڂب ٽَپىؽخ ٙپڀ ؽلوك ا﵁ ٭هنا ٦َني وعىك ؤٵضو ٽڀ ؽلَڀ ؽُش عبءد 
ثُٖ٪خ الجپ٤ واٹز٦لٌ څڂب څى الحوٵخ في ابذبڃ الحل ؽتى ځٖٸ بٹُڄ، ٭ةما بذبوىځبڃ 

٦ني اٹز٦لٌ ٽىاٹىٱى٫ ٥ٺً الحل ٭ٲٜ بحُش تمڂ٤ ؽٖٺذ ؽبٹخ اٹز٦لٌ ولا َ
                  .الحوٵخ ثبٌ ابذبڃ

Kita perhatikan di sini dalam ayat yang berbunyi (itu adalah batas-batas Allah). dan 

(dan melampaui batasnya) gerakan di sini di izinkan dalam batas-batas Allah SWT. ( 

Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak menanggung 

beban dosa)  Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua batas di mana ia datang dalam 

bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah pergerakan ke arah perbatasan sampai 

kita mencapainya.
92

 ( Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui 

batasan-batasan tersebut). kasus pelanggaran tidak berarti bahwa pelanggaran itu 

hanya sampai batasan tersebut, tapi hanya untuk mencegah gerakan ke segala arah. 
Selai itu  Syahrur juga menjelaskan argumenya mengenai Hudud dalam 

kitab  Nahwa Ushul Jadidah sebagai berikut : 

٭بٹٲىٷ بحلوكَخ . ( ۲۲۲اٹجٲوح  - ر٦زلوڅبحٱىٹڄ ر٦بلى )ورٺٴ ؽلوك ا﵁ ٭لا 
 اٹٮوكَخ والجپب٥ُخاٹوٍبٹخ ا﵀پلَخ ٦َني ؤٿ لربٷ رٞجُٲهب څى الحُبح الإځَبځُخ 

Firman Allah  (dan itu adalah batasan Tuhan, jangan menyalahgunakannya - al-

Baqarah 229 ) Mengatakan bahwa pesan Muhammadiyah terbatas berarti bidang 

aplikasinya adalah kehidupan manusia individual dan kolektif.  
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الإځَبځُخ  وؤ٥لاڅب ؽٲىلا تمضٸ لسزٺ٬ ځْبٝبد څنڃ الحُبحوؤنهب روٍټ ثنٌ ؤكځبڅب  
 واٹَوٱخ والإهس واٹيواط واٹٞلاٯ واٹج٤ُ واٹْواء واٹيځب واٹٺجبً في اٹٲزٸ

واٹز٦لكَخ اٹيوعُخ. وڅنڃ الحٲىٷ الدوٍىٽخ اٹتي رْجڄ ٽلا٥ت ٵوح اٹٲلٻ، څٍ 
نٌ الحلوك الاعزهبك واٹزٖو٫ الإځَبني، ؽُش َزؾوٳ المجزهل ثووػ ؽڂُٮُخ ث ٽڂبٛ
 والحلوك اٹ٦ٺُب بدب َڂبٍت ١و٫ اٹيٽبني والدٶبني اٹلځُب

Dan itu menggambarkan antara bidang terendah dan tertinggi yang mewakili 

berbagai aktivitas kehidupan ini Kemanusiaan dalam pembunuhan, pencurian, 

warisan, pernikahan, perceraian, penjualan, pembelian, perzinaan, dan pakaian dan 

pluralisme perkawinan. seperti dalam permainan sepak bola, di mana para pemain 

sepak bola dapat bermaian bebas (untuk memasukkan bola ke gawang lawan), selagi 

berada dalam batas-batas waktu dan lapangan yang telah ditentukan.
 93
Selanjutnya 

Term al-Istiqāmah, dan al-Ḥanifiyāh berasal dari dimensi universalitas Islam. Term 

al-Ḥanif berasal dari kata ḥanafa yang berarti bengkok, melengkung; aḥnafa, orang 

yang bengkok kakinya (Syahrur, 1990: 448).
94

 

Adapun term al-Istiqamah, yang mustaq dari “Qaum” yang memiliki dua 

arti: kumpulan manusia laki-laki, dan berdiri tegak (al-Intisab) dan atau kuat (al-

‟Azm). Dari lafal al-Intisab ini muncul kata al-Mustaqim dan al-Istiqamah, yakni 

akronim dari melengkung (al-Inhirāf), sedangkan dari al-„Azm muncul kata al-Din 

al-Qayyim (agama yang kuat). Syahrur mengatakan bahwa kata kuat ini 

menunjukkan pada Q.S al-Nisa‟ 4: 34 dan Q.S al-Baqarah 2: 255.
95

 

ََبۖ  اَٹوِّعَبٷُ ٱَىٓ ٽُى ٖٚٸَ ۖ  ٿَ ٥َٺَی اٹڂِّ ٍٗ وٖ ۖ  ٥َٺ ی ث٤َ ۖ  َٙهُټۖ  ث٤َ اٹٺَّڄُءِ ثِپَب ٭َ
ٖٓ ٺٔؾ ذُ ٱ ڂِز ذْ ؽ ٮ٢ٔ ذْ ٹِّٸ ۖ  وَاٹٔهِټِ ۖ  اَٻ ۖ  اٽٔڀۖ  ٭َٲُىۖ  ثِپَبٰۤ اَٿ ةِ ۖ  ٩َیۖ  ٭َبٹ

ُْىۖ  رَقَب٭ُىۖ  وَاٹّ زٔیۖ   اٹٺَّڄُثِپَب ؽَٮ٠َٔ  څُڀٖ ۖ  څُڀٖ وَ اڅِغُوُوۖ  ىَڅُڀٖ ٭٢ُ٦َٔىۖ  ٿَ ځُ
َٚبع٤ِِ وَ اٗۖ  ٭ٔی اٷ ٤َٝ ۖ  ٭َبٔٿ ۖ  څُڀٖ ۖ  هِثُىۖ  ٽَ ا ۖ  ٩ُىۖ  ٭َٺَب رَت ۖ  ټځَکُۖ  اَ

ٍَجِی  هّا ۖ  کَبٿَ ٥َٺُٔ٘ب کَجِی اٹٺَّڄَأٿَّ  ۖ  ٹ﵂ب ۖ  ٥َٺَُِهِڀٖ 

                                                           
93 Syahrûr, Nahwa Ushûl Jadîdah, h.. 144 

94 Adinugraha.dkk, Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd 

Muhammad Syahrur) Jurnal Pemikiran: Journal Islamadina, 10 

95 Ibid, 12 
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“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya.Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka 

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, 

karena Allah telah menjaga (mereka).Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

pukullah mereka.Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, 

Mahabesar”. ) Q.S an-Nisa‟ 4: 34(  

ٍٗ ٱٷۖ  بِٹَ ڄَ بِٹَّب څُىَ ٱٷ ۖ  ٱٹٺَّڄُ ٹَب  ۖ  ٻِ ۖ  ځَى وَٹَب ۖ  ٍٔڂَخ ۥفُنُڃُۖ  ٹَب رَإ ۖ  ٱَُٗىٻُۖ  ؽَ
َٖپَ  ٭ٍٔ ٽَب ۥٹَّڄُ  بِٹَّب ۥ ٥ٔڂلَڃُ ٭٤َُۖ  ََِ ٱٹَّنٌٔ مَا ٽَڀ ۖ  ِٗۖ  ؤَهۖ  ٱٷ ٭ٍٔ وَٽَب ىَ دٔٱٹ

ۖ  ٭َهُټۖ  فَٸ وَٽَب ۖ  كَٔهِټۖ  ؤٌَ ٿَۖ  ثٍَ ٽَب ٹَټُۖ  ٤ََ ۦ ځِڄٔۖ  ثِةِم ُٞىٿَ َُؾٔ وَٹَب ۖ  ُ
ٍَْ ٤ٍَٔ ۖ  ءَۖ  َّب ثِپَب بِٹَّب  ۦ ٽٔڄٔۖ  ٥ٔٸ ۖ  ٽِّڀ ءٍۖ  ثِ َٖپَ ىَ دٔ ٍُٔٗڄُۖ  ٵُو وَ  ٱٹ
ٍٗۖ  ٱٷ وَڅُىَ ۖ  ١ُهُپَبۖ  ؽ٬ٔ ۥُئُكُڃُۖ   ََ وَٹَب ۖ  َٗۖ  ؤَهۖ  وَٱٷ  ٢ٔ٥َُټُۖ  ٱٷ ٥َٺٔ

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang 

Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk 

dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang 

dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-

apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak 

mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. ( Q.S al-

Baqarah 2 : 255 ) 

َِزَٲُٔټٍ كَٔڂّب ٱَُٔپّب ٽٔٺَّخَ بِثِوَاڅُٔټَ ؽَڂُِٮ﵂ب وَٽَب  ٕٛ ٽُ ٕٔوَا ٱُٸْ بِځٖڂٍِ څَلَاځٍِ هَثٍِّ بِٹًَ 
ِْوِٵٔنٌَ   ٵَبٿَ ٽٔڀَ اٹْپُ

Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan 

yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan 

Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik”. (Q.S al-An‟am 6: 

161)  

Q.S al-An‟am 6: 161 tersebut di atas, secara bersama-sama memuat al-

Istiqamah dan al-Hanifiyyah sekaligus (Syahrur, 1990: 448). Hal ini bagi Syahrur, 

membuahkan pertanyaan, sebab betapa mungkin Islam, agar menjadi kuat dapat 

terakumulasi dalam dua hal yang kontradiktif. Pertanyaan inilah yang mendorong 

https://risalahmuslim.id/kamus/ketaatan
https://risalahmuslim.id/kamus/nusyuz
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Syahrur untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Di sinilah ia menerapkan 

analisis paradigmatis-sintagmatis.  

Analisa paradigmatisnya tampak ketika dibandingkannya ḥanafa dengan 

janafa yang artinya condong kepada kebagusan (QS. al-Baqarah: 182).
96

 

ِٕٺَؼَ ثَُِڂَهُټِ ٭َلَا بِصْټَ ٥َٺَُِڄٔ بِٿَّ اٹٺّڄَ  ٭َپَڀِ ٍٓ عَڂَٮ﵂ب ؤَوِ بِصْپّب ٭َإَ فَب٫َ ٽٔڀ ٽٗى
 ٩َٮُىهْ هٖؽُٔټْ

(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, 

berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara 

mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Baqarah: 182). 

Dari sini Syahrur merumuskan teori-teorinya dengan analisis matematik 

yang kemudian melahirkan Teori Batas (naẓāriyah al-hudūd).: 

اٹزْو٤َ  څٍ رٞىه   ( y )څڂب الإؽلاصُبد يجت ؤٿ رٶىٿ ٵپبَٺٍ : بؽلاصُخ
( څٍ اٹيٽڀ ؤو ٍُبٯ اٹزبهَـ. وٽجلؤ الإؽلاصُبد xٙپڀ الحلوك. وبؽلاصُخ )

يدضٸ اٹج٦ضخ اٹڂجىَخ ؤو ىٽڀ رڂيَٸ اٹوٍبٹخ ٥ٺً لزپل * وٽجلؤ الإؽلاصُبد يدضٸ 
 )الذغوح اٹڂجىَخ(اٹج٦ضخ اٹڂجىَخ ؤو ىٽڀ رڂيَٸ اٹوٍبٹخ ٥ٺً لزپل. 

Disini koordinatnya harus sebagai berikut: koordinat (y) al-Istiqamah sebagai batas-

batas yang telah ditetapkan Allah SWT dalam nash al-Qur‟an. Koordinat (x) al-

Hanifiyah sebagai kondisi sosial yang meliputi nash-nash al-Qur‟ān dalam 

perjalanan sejarahnya. Prinsip koordinat mewakili misi kenabian atau waktu turunya 

mu‟jizat ke Muhammad, (Hijrah kenabi)
 97 Kurva (al-ḥanifiyah) menggambarkan 

dinamika, bergerak sejalan dengan sumbu X. Namun gerakan ini dibatasi dengan 

batasan hukum yang telah ditentukan Allah SWT (sumbu Y). Dengan demikian, 

hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik, yang 

tetap dan yang berubah senantiasa saling berkait. Dialektika adalah kemestian untuk 

                                                           
96 Adinugraha, Fakhrodin,Anas, Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia, 12 

97 Muhammad Syahrur, Alkitab Wa Alqur‟an; Qira‟ah Al-mu‟asirah, 452 
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menunjukkan bahwa hukum adaptabel terhadap kontek ruang dan waktu.
98

  Simak 

kurva berikut: 

 

kemudian Syahrur memperkenalkan teori batasnya (naẓāriyah al-hudūd). 

Asumsi dasarnya adalah bahwa Allah SWT (dalam al-Qur‟an atau al-Kitab dalam 

bahasa syahrur), menetapkan batas-batas hukum maksimum dan minimum (al-

Istiqamah), dan manusia senantiasa bergerak dari dua batasan ini (al-Hanifiyyah) 

Teori ini memuat enam poin:   
99

  

1. Posisi Batas Minimal (  ؽبٹخ ؽل اٹٺلأكني   ( 

ٹٲل و٤ٙ ا﵁ في څبرنٌ اَِزنٌ الحل الأكنى في برونً اٹڂٶبػ وڅنا الحلالأكنى 
ٽڀ ٍىهح اٹڂَبء ٭لا يجىى ( ۲۲، ۲۲څى الأٱبهة الدنٵىهَڀ في اَِزنٌ )

ځٲٖبځإ ٥ٺً ؤٍبً ؤځڄ اعزهبك، وٹٶڀ ثإيحبٷ ٽڀ الأؽىاٷ بذبوى څنا الحل 
 يدٶڀ الاعزهبك ثيَبكح اٹ٦لك

Allah telah menetapkan dalam dua ayat ini batas minimal saja, dalam larangan 

pernikahan, batas minimum ini adalah kerabat yang disebutkan dalam dua ayat 

(22-23) dari Surat An-Nisaa. Dalam keadaan apa pun, tidak diperbolehkan 

untuk melebihi batas ini dengan alasan bahwa itu adalah ijtihad, (sehingga 

                                                           
98 Moh Hasan, Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur, ( 

Semarang : Akafi Media, 2009 ) 82-83 

99 Adinugraha, Fakhrodin,Anas, Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori 

Hudūd Muhammad Syahrur) Jurnal Pemikiran: Islamadina, Maret 2018, 10-12  
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penetapan hukumnya harus di atas batas minimal yang telah ditentukan atau 

tepat berada pada batas yang ditetapkan itu ).
100

 

ؤٿ اٹيواط ٽڀ الأٱبهة ٵجڂبد اٹ٦ټ واٹ٦پخ والخبٷ  اٹٞت٭ةما ثنٌ ٥ٺټ  
والخبٹخ الدجبّوَڀ ٹڄ آصبه ٍٺجُخ ٥ٺً اٹڂَٸ وٹڄ آصبه ٍٺجُخ ٥ٺً رىى٤َ اٹضووح ، 
٭ُپٶڀ ؤٿ َٖله رْو٤َ يدڂ٤ ىواعب ٽڀ څنا اٹڂى٣ كوٿ ؤٿ ځٶىٿ بذبوىځب 

 . ؽلوك ا﵁
Jika ilmu kedokteran menunjukkan bahwa pernikahan dengan saudara, 

hubungan kerabat dekat-seperti anak perempuan paman, bibi, memiliki efek 

negatif pada keturunan dan memiliki efek negatif pada distribusi kekayaan, 

maka undang-undang dapat dikeluarkan untuk melarang pernikahan jenis ini 

tanpa melampaui batas Tuhan. 

Keadaan di mana hanya terdapat batas minimum saja (hâlat al-hadd 

al-adnâ). Yakni, bahwa di antara ayat-ayat kategori Umm al-Kitâb terdapat ayat 

yang hanya memiliki batas minimal saja, sehingga penetapan hukumnya harus 

di atas batas minimal yang telah ditentukan atau tepat berada pada batas yang 

ditetapkan itu. ini berarti bahwa ijtihad manusia tidak memungkinkan untuk 

mengurangi ketentuan minimal tersebut tetapi memungkinkan untuk 

menambahnya. (Syahrur, 1990: 453-455) 101
 Batas minimal juga terdapat pada 

ayat QS. al-Ma‟idah: 3, tentang jenis makanan yang haram dikonsumsi, QS. al-

Baqarah: 283-284, tentang hutang piutang dan QS. al-Nur: 31, tentang pakaian 

perempuan. 

2. Posisi batas maksimal    ) ٍؽبٹخ ؽل اٹلأ٥ٺ ( 
في څنڃ اَِخ ثنٌ اٹ٦ٲىثخ اٹٲٖىي ٹٺَبهٯ وڅٍ ٱ٤ٞ اٹُل ؤٌ ؤځڄ لا يجىى 

ؤٿ رٶىٿ ٥ٲىثخ  يمكنؤثلاؤٿ رٶىٿ ٥ٲىثخ اٹَوٱخ ؤٵضو ٽڀ ٱ٤ٞ اٹُل وٹٶڀ 
ٍوٱخ ٽب ؤٱٸ ٽڀ ٱ٤ٞ اٹُل، ٭پب ٥ٺً المجزهلَڀ بلا ؤٿ يحلكوا ؽَت ١وو٭هټ 

اٹ٦ٲىثخ اٹٲٖىي، وٽبڅٍ اٹَوٱبد  الدىٙى٥ُخ ٽبڅٍ اٹَوٱخ اٹتي رَزىعت
                                                           

100 Muhammad Syahrur, Alkitab Wa Alqur‟an; Qira‟ah Al-mu‟asirah, 454 

 

101 Moh Hasan, Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur,83 
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اٹتي لا رَزىعت اٹ٦ٲىثخ اٹٲٖىي، وٽبڅٍ ٥ٲىثخ ٵٸ ٍوٱخ. څڂب ځلاؽ٠ ٽوح 
ؤفوي ؤٿ الاعزهبك ٭زؼ ٥ٺی ٽٖوا٥ُڄ وځلاؽ٠ ؽڂُٮُخ الإٍلاٻ في الاعزهبك، 

کٸ في ثٺلڃ وؽَت ىٽبځڄ  ٽىإٮبد اٹَوٱخ  ۔و٥ٺً المجزهلَڀ ؤٿ ٦َٚىا 
 ماد اٹ٦ٲىثخ اٹٲٖىي وڅٍ ٱ٤ٞ اٹُل

Dalam ayat ini Hukum potong tangan bagi pencuri, mewakili batasan 

maksimum yang tidak boleh dilampaui. yang berarti bahwa hukuman untuk 

pencurian mungkin tidak pernah lebih dari memotong tangan, tetapi hukuman 

untuk pencurian mungkin kurang dari memotong tangan, sehingga mujtahid 

hanya perlu menentukan sesuai dengan keadaan objektif yang berlaku dalam 

masyarakat tertentu, pencuri apa yang membutuhkan hukuman maksimum, Apa 

saja pencurian yang tidak membutuhkan hukuman maksimal, dan apa hukuman 

untuk setiap pencurian. dengan hukuman maksimal yaitu pemotongan tangan 

Tapi bagaimana dengan pencuri kelas besar yang dapat 

mengakibatkan kondisi penting, seperti pencurian  data-data rahasia melalui 

spionase atau pencurian atau penggelapan uang (korupsi) di perusahaan-

perusahaan nasional, atau mark up dana pembangunan misalnya? Apakah 

bentuk kejahatan yang lingkupnya sangat luas ini cukup dijatuhi hukuman 

potong tangan bagi pelakunya? Kejahatan ini tercakup dalam al-Maidah: 33, 

tercantum bentuk hukuman dengan batasan yang cukup variatif sehingga 

menyediakan ruang luas untuk berijtihad. Seluruh bentuk hukuman ini lebih 

berat dari hukuman potongan tangan, yakni hukuman mati, potong tangan dan 

kaki secara silang, pengasingan atau penjara seumur hidup. (Syahrur, 1990: 

455-457) 102
 Posisi batas maksimal terjadi pada tindak pidana pencurian (al-

Ma'idah:38) dan pembunuhan (al-Isra': 33, al-Baqarah: 178, al-Nisa': 92).  

3. Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan 

) ؽبٹخ ؽل اٹٺلأكني وؽبٹخ ؽل اٹلأ٥ٺٍ ٽ٦ب (     

Yakni bahwa sebagian ayat yang berisi ketentuan-ketentuan (hudûd) 

Allah ada yang memiliki batas minimal dan maksimal sekaligus, sehingga 

penetapan hukumnya berkisar di antara dua batas tersebut atau berada tepat di 

                                                           
102 Masduki, Usaha Pembaruan Ushul Fiqh Muhammad syahrur,140 
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salah satu dari kedua batasan itu. (Syahrur, 1990: 457-459) 103
 Posisi Batas 

Minimal dan Maksimal Bersamaan berlaku pada hukum waris (al-Nisa': 11-14, 

176) dan poligami (al-Nisa':3).  

ٹڂوالأٿ ٽبڅٍ څنڃ الحلوك في آَخ الإهس : الحلوك څٍ : الحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو 
والحل الأكنى ٹلأځضٍ بد٦نى اځڄ ٽهپب ثٺ٨ اٹزٮبود في برپٸ الأ٥جبء الاٱزٖبكَخ 
ٹلاٍوح ؤٌ ؤٿ اٹوعٸ ٽَاوٷ ٽَاوٹُخ ٵبٽٺخ والدوؤح لا رزؾپٸ ؤَخ ٽَاوٹُخ 

ٮو ٥ٺً الدوؤح ، في څنڃ ٥ٺً اٹوعٸ وٕ  ۰۰۱%بد٦نى الدَاوٹُخ الاٱزٖبكَخ 
الحبٹخ عبءد ؽلوك ا﵁ ٹز٦ُٞڂب ؤٿ َإفن اٹنٵو ٬٦ٙ الأځضً ٭هڂب ؤ٥ٺً الحل 

  %57٭ةما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو  %6636والحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو   %3333الأكنى ٹلاځضی 
 % 62ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ، ؤٽب بما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو  %02والاځضٍ 
 ٭لا ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ثٸ ثٲُڂبٙپڂهب. %02والاځضٍ 

Mari kita lihat apakah batasan batasan had dalam ayat waris, al-Had al a‟la 

adalah bagian waris seorang laki laki dan al-Had al-Adna adalah bagian waris 

seorang perempuan, yaitu, apapun perbedaan dalam memikul beban ekonomi 

keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul tanggung 

jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi 100 % untuk pria dan 0 %  untuk 

wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil 

kelemahan laki-laki dari perempuan di sini adalah minimum perempuan 

tertinggi 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami menyebutkan 75 % 

dan Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita 

menyebutkan 60 % bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan maka tidak 

melampaui batas, tetapi masih dalam ijtihad.
104

 Mengenai pembagian harta 

waris laki-laki dan perempuan dalam teori batas lebih lengkap akan penulis 

paparkan dalam sub tersendiri.
 105
 

4. Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan pada Satu Titik (Posisi 

Lurus) atau Posisi Penetapan Hukum Partikular. 
                                                           

103 Moh Hasan, Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur, 

84 

104 Muhammad Syahrur,  Al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah, 458 
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الدَزٲُټ ح اي ؽبٹخ ) ؽبٹخ ؽل اٹٺلأكني وؽل اٹلأ٥ٺٍ ٽ٦ب ٥ٺٍ ځٞٞخ واؽل 
څنڃ الحبٹخ عبءد في ؽل اٹيځب ٭ٲٜ ؽُش و٤ٙ  ( او ؽبٹخ اٹزْو٤َ اٹ٦ُني

 )۲اٹڂىه (الجل الأ٥ٺً والأكنى ٽ٦ب في ځٲٞخ واؽلح وڅى ٽئخ عٺلح في 
Kasus ini datang dalam kasus perzinaan saja, di mana Batas Maksimal 

dan Minimal  disatukan pada satu titik, yaitu seratus cambukan. dalam surat al-

Nur: 2 
106

 

Syahrur menjelaskan lebih lanjut, dengan memperhatikan batas 

hukuman zina secara ketat, Allah tidak menyerahkan syarat-syarat 

kondisionalnya pada ijtihad manusia. Tetapi Allah sendiri yang menentukan 

syarat tersebut, yaitu empat saksi dan pelemparan tuduhan dalam kasus antar 

suami isteri. Allah juga menetapkan hukum bagi yang melemparkan tuduhan 

tanpa mampu memenuhi syarat dan bukti-buktinya sebagaimana tercatum 

dalam surat al-Nur: 3-10. Ayat-ayat yang menjelaskan syarat-syarat koodisional 

yang harus dipenuhi pada penerapan batasan hukuman zina ini disebut sebagai 

ayat-ayat mubayyinat. Dan hanya dalam kasus zina inilah satu-satunya ayat 

mubayyinat terdapat dalam al-Kitab.(Syahrur, 1990: 463) 107
 

5. Poisi Batas Maksimum dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa 

Persentuhan. 

 )ؽبٹخ الحل الأ٥ٺً بخٜ ٽٲبهة لدَزٲُټ ؤٌ َٲزوة ولايدٌ ( 
ثبلدوؤح ٽڀ ځبؽُخ الجڂٌ، ورجلؤ څنڃ اٹ٦لاٱخ بحلوكڅب وڅٍ ؽبٹخ ٥لاٱخ اٹوعٸ 

 َٲبهةٽَزٲُټ  اٹلځُب، وڅٍ ٥لٻ ٽلاٽَخ اٹوعٸ ٹٺپوؤح ثڂبرإ ورڂزهٍ بخٜ
اٹيځب، ٭ةما اٱزوة الإځَبٿ ٽڀ اٹيځب ولم َيٿ، ٭ةځڄ لم َٲ٤ في ؽلوك ا﵁ ، 
ؽُش ؤٿ اٹيځب څىٽڀ ؽلوك ا﵁ اٹتي يجت ؤٿ لا َٲ٬ ٥ٺُهب الإځَبٿ ؤٌ لا 

َهب ٽهپب اٱزوة ٽڂهب ثُڂپب في ؽل ځٶبػ ا﵀بهٻ يدٶڀ ؤٿ رٲ٬ ٥ٺً الحل، يد
وفي ؽل اٹٲزٸ يدٶڀ اٹىٱى٫ ٥ٺً الحل، ؤٽب في ؽل اٹيځب ٭لا يدٶڀ اٹىٱى٫ 

  ٥ٺُڄ، ٭بٹىٱى٫ ٥ٺُڄ ٦َني ؤځڄ وٱ٤ ٭ُڄ.
                                                           

106 Muhammad Syahrur,  al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah, 463 

107 Masduki, Usaha Pembaruan Ushul Fiqh Muhammad syahrur,141 
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Ini adalah kasus hubungan seorang pria dengan seorang wanita dalam hal jenis 

kelamin, dan hubungan ini dimulai dengan batas bawahnya, yaitu kegagalan 

seorang pria untuk menyentuh seorang wanita dengan seorang anak perempuan 

dan berakhir dengan garis lurus yang mendekati perzinahan, dan jika seseorang 

mendekati perzinahan dan tidak melakukan perzinaan, maka perzinahan itu 

tidak termasuk dalam batas-batas Allah, karena perzinahan adalah di antara 

batas-batas Allah.
 108
 

ويدب ؤٿ ؽل اٹيځب څىٽڀ ؽلوك ا﵁ في فٜ ٽَزٲُټ ٽٲبهة ورزَبه٣ ٵٺپب  
تمبٽب في ٥لاٱخ اٹوعٸ ثبلدوؤح، ٹنا عبءد اٹ٦ٲىثخ ٥ٺُڄ   اٱزوة ٽڂهب الإځَبٿ. 

 .في فٜ ٽَزٲُټ، ؽل ؤ٥ٺً وؽل ؤكني ٽ٦ب 

Mengenai tingkat perzinahan, itu adalah batas-batas Allah dalam garis lurus 

yang dekat dan dipercepat ketika orang mendekatinya. Ini sesuai persis dengan 

kebenaran dalam hubungan pria dengan wanita, sehingga hukuman untuk itu 

datang dalam garis lurus, batas atas dan batas bawah bersama-sama.
 109

 

ولا رٲوثىا اٹٮىاؽِ(. (. )۲۲ی(. )الاٍواء يځولا رٲوثىا اٹ)ٹنا ٱبٷ : 
ٽڂَغپخ تمبٽب څڂب ځلاؽ٠ ؤٿ الحبٹخ اٹواث٦خ وڅٍ ٥ٲىثخ اٹيځب (. %۰%)الأځ٦بٻ 

ٽ٤ الحبٹخ الخبٽَخ وڅٍ ؽل ا﵁ في ٥لاٱخ اٹوعٸ ثبلدوؤح وڅٍ اٹيځب واٹ٦لاٱخ 
 الجڂَُخ الدجبّوح كوٿ ٥ٲل ځکبػ

Maka Allah memerintahkan: (Jangan mendekati zina) (Q.S. al-Isra : 32). (Dan 

jangan mendekati pencabulan). (Q.S. al-An‟am 101). Di sini kami mencatat 

bahwa kasus keempat, yang merupakan hukuman untuk perzinahan, 

sepenuhnya konsisten dengan kasus kelima, yang merupakan batasan Allah 

dalam hubungan seorang pria dengan seorang wanita, yang merupakan 

perzinahan dan hubungan seksual langsung tanpa kontrak pernikahan. 

6. Posisi Batas Maksimum Positif (+) tidak boleh dilewati dan batas bawah 

negatif (-) boleh dilewati 

                                                           
108 Muhammad Syahrur,  al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qirā‟ah  Mu‟ashirāh, 464 

109 Ibid, 464 
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)ؽبٹخ : الحل الأ٥ٺٍ ٽىعت ٽ٪ٺٰ لا يجىى بذب وىڃ3 والحل الأكنى ٍبٹت     
 يجىىبذبوىڃ(

وڅٍ اٹ٦لاٱخ الدبٹُخ ثنٌ اٹڂبً، وڅناٿ الحلاٿ يدضلاٿ اٹوثب ٵؾل ؤ٥ٺً ٽىعت 
واٹيٵبح ٵؾل ؤكنى ٍبٹت، وڅنا الحل يدٶڀ بذبوىڃ ثبٹٖلٱبد وبدب ؤٿ څڂبٳ 
ٽىعت وٍبٹجب ٭هڂبٳ ؽبٹخ اٹٖٮو ثُڂهپب. ؤٌ څنڃ الحبٹخ رْپٸ اٹوثب 

 والدىعت واٹٲوٗ الحَڀ اٹٖٮو، واٹيٵبح واٹٖلٱبد اٹَبٹت. 
Hal ini berlaku pada hubungan peralihan kekayaan antar sesama manusia, Batas 

atas yang bernilai positif (+) berupa riba, sementara zakat sebagai batas 

bawahnya yang bernilai negatif (-), dan batas ini dapat diatasi dengan sedekah, 

di samping zakat, dan karena ada positif dan negatif, ada nol keadaan di antara 

mereka. yakni dalam bentuk pinjaman kebaikan (al-qardh al-hasan), memberi 

pinjaman tanpa memungut bunga (riba).
 110  

َٮهټ ٽڀ څنا ؤٿ څڂبٳ صلاس ؽبلاد لإ٥ٞبء الدبٷ يدٶڀ ٹلإځَبٿ ؤٿ يحڂ٬ 
الدىٙى٥ُخ اٹتي ٦َُْهب وؽَت و٤ٙ الإځَبٿ اٹنٌ ثُڂهب ؽَت اٹ٢وو٫ 

 .َإفن الدبٷ. څنڃ الحبٹخ څٍ اٹوثب واٹٖلٱبد
Dari sini dapat dipahami bahwa ada tiga kasus pemberian uang yang dapat 

dilakukan seseorang di antara mereka sesuai dengan kondisi objektif di mana ia 

tinggal dan sesuai dengan situasi orang yang mengambil uang itu, , artinya 

kasus ini termasuk bentuk pinjaman kebaikan (al-qardh al-hasan), memberi 

pinjaman tanpa memungut bunga (riba). 

Dalam hal ini, menurut Syahrur, zakat sama dengan sedekah karena 

zakat merupakan batas bawah dari sedekah yang wajib dlilakukan. Jadi zakat 

merupakan bagian dari sedekah (al-Taubah:60).
111

 

Keenam teori diatas akan penulis bahas dan kaji lebih lanjut pada sub 

bab selanjutnya, yaitu teori yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus (teori 

ketiga) mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan. 

                                                           
110 Muhammad Syahrur,  al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah, 464 

111 Masduki, Usaha Pembaruan Ushul Fiqh Muhammad syahrur,142 
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C. Teori Batas Muhammad Syahrur dalam Pembagian Harta Waris Laki-

Laki dan Perempuan. 

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang 

sudah meninggal dunia kepada pihak penerima (waratha) yang jumlah dan ukuran 

bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak 

ada wasiat maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (hazz) 

ditentukan dalam mekanisme pembagian waris. 

Shahrur menjelaskan bahwa, prioritas utama dalam masalah waris terletak 

pada wasiat
112

, Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang 

kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaanya di tangguhkan hingga pemilik 

harta meninggal dunia. Dasar hukum wasiat adalah surat al-Baqarah (2) : 180 

َٚوَ  ۖ  کُټۖ  کُزٔتَ ٥َٺَی  ٳَرَوَ ۖ  دُ أٿۖ  ٽَىۖ  اَؽَلَکُټُ اٷأمَا ؽَ
ُٕٖٔۖ  اٷ ۖ  ا ۖ  هَۖ  فَی  ٿَۖ  هَثِیۖ  اَٯۖ  اٷ وَ ٿٔۖ  وَاٹٔلَیۖ  ٹٔٸ خُوَ
 ٿَۖ  ٽُزٖٲٔیۖ  اٷ ٥َٺَی ؽَٲًّب ۖ   ٫ٔۖ  هُوۖ  ٽ٤َۖ  ثِبٷ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara 

kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan 

karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang 

yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah (2):180) 

Selain itu tidak ada perbedaan sasaran wasiat atas dasar jenis kelamin, sesuai 

dengan QS. An-Nisa‟ ayat 7. dan dalam wasiat tidak terdapat batasan bagian tertentu 

yang harus diikuti oleh si pewasiat, dengan alasan kalimat “ nashiban mafrudhan” 

menunjukkan otoritas manusia menentukan jumlahnya. 

 Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban 

yang harus ditunaikan setelah mayit meninggal meninggal dunia. Lihat: yaitu 

adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meningal dunia dengan 

menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah meninggal dunia, 

berdasarkan bahwa Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris 

terjadi setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang-hutangnya.  

Dalam permasalahan waris menurut Syahrur terdapat permasalahan yang 

serius dikarenakan pembagian harta warisan yang saat ini digunakan hanya merujuk 

                                                           
112

 Zainuddin, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hal 141-142) 
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pada pemahaman zaman klasik yang bersandar pada hokum mawaris dan faroid. 
113

  

Dalam konteks pembaharuan hukum waris menafsirkan kembali ayat-ayat 

tentang waris menggunakan salah satu teori batas Teori Limit (naẓāriyah al-hudūd) 

dari 6 teori yang telah penulis paparkan sebelumnya (teori ketiga) yaitu : 

Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan: 

ُٕٔٶُټُ اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ََبءً  ۖ  ٹٔٺنَّٵَوِ ٽٔضْٸُ ؽ٠َِّ اٹْإُځِضََُُِڀِ  ۖ  ؤَوِٹَبكٔٵُټِ  َُى ٭َةِٿْ ٵُڀٖ ځِ
٬ُِٖ  ۖ  ٭َىِٯَ اصْڂَزَُِڀِ ٭َٺَهُڀٖ صُٺُضَب ٽَب رَوَٳَ   ۖ  وَبِٿْ ٵَبځَذِ وَاؽٔلَح﵂ ٭َٺَهَب اٹڂِّ

ًُ ٽٔپٖب رَوَٳَ بِٿْ ٵَبٿَ ٹَڄُ  َٗلُ ٭َةِٿْ ٹَټِ  ۖ  وَٹَلْ وَٹٔإَثَىََِڄٔ ٹٔٶُٸِّ وَاؽٔلٕ ٽٔڂِهُپَب اٹ
٭َةِٿْ ٵَبٿَ ٹَڄُ بِفِىَحٌ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ  ۖ  وَوَهِصَڄُ ؤَثَىَاڃُ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ اٹضُّٺُشُ  ََٶُڀِ ٹَڄُ وَٹَلْ

 ًُ َٗلُ ٍٕٔ ثِهَب ؤَوِ كََِڀٍ  ۖ  اٹ ُٕٖٔخٕ َُى آثَبئُٵُټِ وَؤَثِڂَبئُٵُټِ ٹَب  ۖ  ٽٔڀِ ث٦َِلٔ وَ
َٚخ﵂ ٽٔڀَ اٹٺَّڄٔ  ۖ  ځَٮ٦ّْب  هُوٿَ ؤََٗهُټِ ؤَٱْوَةُ ٹَٶُټِرَلِ  ٥َٺُٔپّب بِٿَّ اٹٺَّڄَ ٵَبٿَ ۖ  ٭َوَِ

                                                                ؽَٶُٔپّب

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 

dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk 

dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al-Nisa 

Ayat 11)     

    

٬ُِٖ وَٹَٶُټِ  وَٹَلْ ٹَهُڀٖ ٵَبٿَ ٿْ٭َةِ وَٹَلْ ٹَهُڀٖ ََٶُڀِ ٹَټِ بِٿْ ؤَىِوَاعُٶُټِ رَوَٳَ ٽَب ځِ
ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ٽٔڀِ رَوَٵْڀَ ٽٔپٖب اٹوٗث٤ُُ ٭َٺَٶُټُ ٕٔنٌَ وَ  ٽٔپٖب اٹوٗث٤ُُ وَٹَهُڀٖ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب َُى

 ٽٔڀِ رَوَٵْزُټِ ٽٔپٖب اٹضُّپُڀُ ٭َٺَهُڀٖ وَٹَلْ ٹَٶُټِ ٵَبٿَ ٭َةِٿْ وَٹَلْ ٹَٶُټِ ََٶُڀِ ٹَټِ بِٿْ رَوَٵْزُټِ

                                                           
113 Bayu Fermadi, Konsep Dasar Teori Batasan: Tela‟ah Pemikiran M. Syahrur Dalam Metodologi 

Fiqh Islam Kontemporer, Jurnal Islam Nusantara : Desember 2018, 289 
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ُٕىٿَ ُٕٖٔخٕوَ ث٦َِلٔ  وَٹَڄُ اٽِوَؤَحٌ ؤَوِ ٵَٺَبٹَخ﵂ َُىهَسُ هَعُٸٌ ٵَبٿَ وَبِٿْ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب رُى
ًُ ٽٔڂِهُپَب وَاؽٔلٕ ٭َٺٔٶُٸِّ ؤُفِذْ ؤَوِ ؤَؿْ َٗلُ  ٭َهُټِ مَٹٔٴَ ٽٔڀِ ؤَٵْضَوَ ٵَبځُىا ٭َةِٿْ اٹ

ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ٽٔڀِ اٹضُّٺُشٔ ٭ٍٔ ُّوَٵَبءُ ًَٕ وَ َٚبهٍّ ٩َُِوَ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب َُى ُٕٖٔخ﵂ ٽُ  ٽٔڀَ وَ
 .ؽَٺُٔټْ ٥َٺُٔټْ وَاٹٺَّڄُ اٹٺَّڄٔ

“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau 

perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian 

seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau 

dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari 

harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak 

mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai 

anak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah 

dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang 

yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke 

atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau 

perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari 

harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu 

lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga 

bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang 

mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) 

sebenar-benar wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun.” ( Q.S. al-Nisa Ayat 12)        

 

ٍُىٹَڄُ َُلِفٔٺْڄُ عَڂٖبدٕ رَغِوٌِ ٽٔڀِ رَؾِزٔهَب  ۖ  رٔٺْٴَ ؽُلُوكُ اٹٺَّڄٔ  ٤ِٔٞ اٹٺَّڄَ وَهَ وَٽَڀِ َُ
 وَمَ ٹٔٴَ اٹْٮَىِىُ اٹ٢ٔ٦َُْټُ ۖ  اٹْإَځِهَبهُ فَبٹٔلَٔڀَ ٭ُٔهَب 

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang 

besar”.(Q.S. al-Nisa Ayat 13)
114 

 

 

ِٔ اٹٺَّڄَ  ٍُىٹَڄُ وَََز٦ََلٖ ؽُلُوكَڃُ َُلِفٔٺْڄُ ځَبهّا فَبٹٔلّا ٭ُٔهَب وَٹَڄُ ٥َنَاةْ وَٽَڀِ ٦ََِ وَهَ
 ٽُهِنٌْ

                                                           
114 Muhammad Syahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah. (Damaskus: Al-Ahaly, 

1990).457-458 
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“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 

neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.” 

(Q.S. al-Nisa Ayat 14)          

 

ځلاؽ٠ څڂب في اَِخ ٱىٹڄ ) رٔٺْٴَ ؽُلُوكُ اٹٺَّڄٔ ( . وٱىٹڄ ) وَََز٦ََلٖ ؽُلُوكَڃُ( ٭بلحوٵخ 
څڂب ٽَپىؽخ ٙپڀ ؽلوك ا﵁ ٭هنا ٦َني وعىك ؤٵضو ٽڀ ؽلَڀ ؽُش عبءد 

الحوٵخ في ابذبڃ الحل ؽتى ځٖٸ بٹُڄ، ٭ةما بذبوىځبڃ ثُٖ٪خ الجپ٤ واٹز٦لٌ څڂب څى 
ؽٖٺذ ؽبٹخ اٹز٦لٌ ولا ٦َني اٹز٦لٌ ٽىاٹىٱى٫ ٥ٺً الحل ٭ٲٜ بحُش تمڂ٤ 

                                                            الحوٵخ ثبٌ ابذبڃ

Kita perhatikan di sini dalam ayat yang berbunyi (itu adalah batas-batas Allah). 

dan (dan melampaui batasnya) gerakan di sini di izinkan dalam batas-batas Allah 

SWT. ( Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, manusia tidak 

menanggung beban dosa)  Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua batas di mana ia 

datang dalam bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah pergerakan ke arah 

perbatasan sampai kita mencapainya. ( Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika 

manusia melampaui batasan-batasan tersebut). kasus pelanggaran tidak berarti 

bahwa pelanggaran itu hanya sampai batasan tersebut, tapi hanya untuk mencegah 

gerakan ke segala arah.
115 

 

ځلاؽ٠ ٽڀ ٱىٹڄ ر٦بلى : )وَََز٦ََلٖ ؽُلُوكَڃُ( . ؤٿ الذبء في ؽلوكڃ ر٦ىك ٥ٺً ا﵁ 
ِٔ اٹٺَّڄَ  ٭ٲٜ، ٥ٺپب ثإٿ ا﵁ وهٍىٹڄ * مٵوا ٱجٺهب ٽجبّوح في ٱىٹڄ ر٦بلى: )وَٽَڀِ ٦ََِ
ٍُىٹَڄُ(. څڂب ځَزڂزظ اٍزڂزبعب ٱب٦ٝب ثإٿ ٕبؽت الحٰ اٹىؽُل في و٤ٙ ؽلوك  وَهَ

ٿ رٲىٻ اٹَب٥خ څى ا﵁ وؽلڃ ٭ٲٜ، ولم ٦َٜ څنا الحٰ ٹٺڂبي ځْو٦َُخ كائپخ بلى ؤ
، وٹى ؤ٥ٞبڃ ا﵁ څنا الحٰ ٹٲبٷ )وَز٦ل ؽلوكهمب(، ؤٌ ؤٿ ٵٸ رْو٤َ ؽلٌ او 
ؽلوكٌ وهك ٽڀ ٱجٸ اٹڂبي * ٭هىٽوؽٺٍ و٩نً ٍبهٌ الدٮ٦ىٷ بلى ؤٿ رٲىٻ 

هبك اٹَب٥خ. وڅڂب رٶپڀ ٢٥پخ اٹَڂخ اٹڂجىَخ والأٍىح الحَڂخ ٹٺوٍىٷ * ثبلاعز
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ٙپڀ ؽلوك ا﵁ ؤو في و٤ٙ ؽلوك ٽوؽٺُخ ١و٭ُخ رز٦ٺٰ ثبٹْووٛ اٹزبهيخُخ في 
    ّجڄ عيَوح اٹ٦وة.

Kita perhatikan firman Allah yang berbunyi : wayata‟adda huduudahu (dan melebihi 

batasnya). Bahwa dhomir hu‟ itu dalam batas-batasnya hanya kembali kepada Allah, 

perhatikan bahwa Allah dan Rasul-Nya  disebutkan secara langsung dalam ayat: (dan 

siapa yang tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya) Di sini kami menyimpulkan bahwa 

satu-satunya hak untuk menetapkan batas legislatif permanen hingga saat itu adalah 

hanya Allah, dan tidak memberikan hak ini kepada Nabi, dan jika Tuhan 

memberinya hak ini, ia berkata (dan melampaui batas mereka berdua) Dengan kata 

lain, semua batas perbatasan yang telah diterima oleh Nabi, tidak berlaku hingga saat 

ini. Di sinilah letak keagungan Sunnah Nabi dan contoh yang baik dari ketekunan 

Nabi dalam batas-batas Tuhan atau dalam pengembangan batas-batas keadaan 

sementara terkait dengan kondisi historis di Semenanjung Arab. 
116

 

الإهس : الحلوك څٍ : الحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو والحل الأكنى ٹلأځضٍ  څنڃ الحلوك في آَخ
بد٦نى اځڄ ٽهپب ثٺ٨ اٹزٮبود في برپٸ الأ٥جبء الاٱزٖبكَخ ٹلاٍوح ؤٌ ؤٿ اٹوعٸ 
ٽَاوٷ ٽَاوٹُخ ٵبٽٺخ والدوؤح لا رزؾپٸ ؤَخ ٽَاوٹُخ بد٦نى الدَاوٹُخ الاٱزٖبكَخ 

٥ٺً اٹوعٸ وٕٮو ٥ٺً الدوؤح ، في څنڃ الحبٹخ عبءد ؽلوك ا﵁ ٹز٦ُٞڂب   %۰۰۱
والحل الأ٥ٺً   %3333ؤٿ َإفن اٹنٵو ٬٦ٙ الأځضً ٭هڂب ؤ٥ٺً الحل الأكنى ٹلاځضی 

ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك  %02والاځضٍ   %57٭ةما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو % 6636ٹٺنٵو 
ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ٭لا  %02والاځضٍ  % 62ا﵁ ، ؤٽب بما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو 

 ثٸ ثٲُڂبٙپڂهب.
 Batasan-batasan had dalam ayat waris, al-Had al-a‟la adalah bagian waris seorang 

laki laki dan al- Had al-Adna adalah bagian waris seorang perempuan, yaitu, apapun 

perbedaan dalam memikul beban ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab 

penuh, Wanita tidak memikul tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi, 

100 % untuk pria dan 0 %  untuk wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang 

untuk memberi kita mengambil kelemahan laki-laki dari perempuan, di sini adalah 

minimum perempuan tertinggi 33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami 
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menyebutkan 75 % dan Perempuan 20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi 

jika kita menyebutkan 60 % bagian laki laki dan 40 % bagian perempuan maka tidak 

melampaui batas, tetapi masih dalam ijtihad.
117

 

 Menurut Syahrur, karena sifat ajaran Islam yang memiliki dua sisi yang 

bertolak belakang, maka persamaan fungsi merupakan satu syarat untuk dapat 

memahaminya Persamaan fungsi yang daerah hasilnya berbentuk gabungan antara 

kurva tertutup dengan kurva terbuka, sehingga persamaan ini memiliki dua buah titik 

balik yaitu titik balik maksimum dan minimum yang keduanya terletak berhimpit 

dengan garis lurus sejajar dengan sumbu. Sumbu (x) menggambarkan perkembangan 

zaman atau konteks sosio-kultural masyarakat sedangkan sumbu (y) sebagai undang-

undang yang ditetapkan Allah SWT. Adapun titik pangkal atau titik nol 

melambangkan masa hijrah nabawiyyah yakni masa dimulainya tugas risâlah dan 

nubuwwah Nabi Muhammad. Kurva yang tergambar berupa garis lengkung 

mencerminkan dinamika yang bergerak sejalan dengan sumbu (x). Namun gerakan 

itu dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan Allah (sumbu y). Dengan 

demikian hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik 

yang tetap dan yang berubah senantiasa saling terkait. Dialektika adalah sebuah 

kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu adaptable terhadap konteks ruang 

dan waktu.
118

perhatikan bagan berikut: 
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الأكنى ٹلأځضً ٭ُإتي كوه الاعزهبك وبدب ؤٿ ا﵁ ؤ٥ٞبځب الحلالأ٥ٺً ٹٺنٵو والحل 
ؽَت اٹ٢وو٫ الدىٙى٥ُخاٹزبهيخُخ ثزٲوَت اٹٮوٯ ثُڂهپب، وڅنا اٹزٲوَت ٽَپىػ 
ؽتى اٹزَبوٌ اٹٶبٽٸ ٭ُپبثُڂهپب ٝجٲب ٹٺؾبلاد الإهصُخ الدڂٮوكح ٵٸ ٥ٺً ؽلح ؤو 

 ,ٝجٲب ٹٺى٤ٙ اٹزبهيخٍ اٹزٞىهٌ اٹ٦بٻ ؤو ٝجٲإ ٹلاصڂنٌ ٽ٦ب
Dan karena Allah memberi kita batas atas laki-laki dan batas bawah perempuan, 

peran ijtihad datang sesuai dengan tujuan, keadaan historis, dengan memperkirakan 

perbedaan di antara mereka, dan perkiraan ini diizinkan sampai kesetaraan penuh di 

antara mereka menurut kasus warisan individu, secara individu atau sesuai dengan 

situasi sejarah evolusi umum atau sesuai dengan keduanya. Perkiraan di antara 

mereka membutuhkan bukti material statistik, bukan emosi yang kuat dengan wanita 

atau pria. 

وك وؽڂُٮُڂڄ في الحوٵخ ثنٌ وڅڂب ر٢هو ٽوح ؤفوي اٍزٲبٽخ الإٍلاٻ في الحل
الحلوك، وؤٿ الاعزهبك في الإٍلاٻ ٙپڀ ؽلوك ا﵁ ٦َزپل ٥ٺً اٹجُڂبد الدبكَخ 
الإؽٖبئُخ آفنا ث٦نٌ الا٥زجبه ٽٖٺؾخ المجزپ٤ واٹزَُنً ٥ٺً اٹڂبً، لا ٥ٺً 
اٹ٦ىا٬ٝ ولا ٥ٺً ٱبٷ ٭لاٿ، ؤٌ ؤٿ اٹٮٲڄ الإٍلاٽٍ لا َٲىٻ ؤثلؤ ٥ٺً ٽٞبثٲخ 
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ٱُٸ ٽڂن ٽئبد اٹَڂنٌ، ٭ٮٍ څنڃ الحبٹخ َٮٲل الإٍلاٻ ٝبث٦ڄ  ؽبٹخ هاڅڂخ ٥ٺً ځٔ
      الحڂُٮٍ

Di sini, Islam sekali lagi menunjukkan kebenaran Islam di perbatasan dan hanifnya 

dalam pergerakan di antara perbatasan. Dan bahwa ijtihad dalam Islam dalam batas-

batas Tuhan tergantung pada bukti material statistik dengan mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat dan fasilitasi terhadap orang-orang, bukan pada emosi, 

yurisprudensi Islam tidak dimulai pada saat yang sama dengan mencocokkan kasus 

saat ini dengan teks yang dikatakan ratusan tahun yang lalu, dalam kasus ini Islam 

kehilangan karakter Hanifnya 

في   %6636څٍ الحل الأكنى ٹلأځضً و  ۲۲3۲۱٭ةما ٍإٷ ٍبئٸ : ٵ٬ُ ٥و٭ذ ؤٿ 
الحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو وؤٿ الحوٵخ الحڂُٮُخ څٍ ٙپڀ څنَڀ الحلَڀ ؤٌ اٹزٲوَت 

 : ً، ٹٲىٹڄاٹڂب»الجىاة څڂب َإتي ٽڀ ؤڅٸ الأهٗ  ثُڂهپب لا اٹزج٦ُل؟
Jika seorang penanya bertanya: Bagaimana Anda tahu bahwa 33,3% adalah 

minimum untuk wanita dan 66,6% di batas atas untuk pria dan bahwa gerakan Hanif 

berada dalam dua batas ini, yaitu menyatukan mereka, tidak memisahkan mereka? 

Jawabannya di sini berasal dari orang-orang di bumi,sesuai dengan firman Allah 
 119
 

ْٞوَحَ اٹٺَّڄٔ اٹَّزٍٔ ( َٞوَ٭َإَٱٔټِ وَعِهَٴَ ٹٔٺلَِّڀِ ؽَڂُِٮ﵂ب ٭ٔ ِٰ  ٭َ ًَ ٥َٺَُِهَب ٹَب رَجِلَٔٸَ ٹٔقَٺْ اٹڂٖب
ًِ ٹَب ٦ََِٺَپُىٿَ  )اٹٺَّڄٔ مَٹٔٴَ اٹلَِّڀُ اٹْٲَُِّټُ وَٹَٶٔڀٖ ؤَٵْضَوَ اٹڂٖب

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 

ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. (al-Rum Ayat 30) 

 

Di sini nampak bahwa Syahrur bermaksud menjadikan batas yang telah 

ditentukan Allah sebagai sisi istiqāmah dari ajaran Islam sedangkan ijtihad kreatif di 

antara batas minimal dan batas maksimal menjadi sisi hanifiyyah-nya. Syahrur 

mendasarkan argumentasinya pada surat Ar-Rum ayat 30. Menurutnya, disamping 

menegaskan adanya keselarasan antara Al-Qur‟an dengan fitrah manusia, ayat ini 

juga menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang mempunyai potensi, 
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kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya
120

 

 الإهس، اَخ و٦َو٭ىٿ ثبلإٍلاٻ ٥لاٱخ لذټ الأهٗ ؤڅٸ ٽڀ بځَبٿ ٽٺُبه اٍزٮزُڂب وٹى
 رکىٿ څٸ الحوٵخ ٥ڀ ُّئب الإٍلاٽٍ الإهس ٱىا٥ل ٥ڀ ٦َو٭ىٿ لا بځَبٿ وٽٺُبه

 اٹزج٦ُل؟ ؤو اٹزٲوَت ثببذبڃ
Jika kita meminjam satu miliar orang dari orang-orang di bumi yang memiliki 

hubungan dengan Islam dan tahu apa warisan, dan satu miliar orang tidak tahu 

tentang aturan-aturan warisan Islam apa pun tentang gerakan, apakah itu menuju 

perkiraan atau pengasingan? 

 رجلَٸ لا)  اٹٞج٦ُخ في وٵنٹٴ اٹزٲوَت ثببذبڃ الحوٵخ: جم٦ُب ٽڂهټ الجىاة لجبء 
 څنڃ ٙپڀ رزؾٲٰ ٽ٦ب اٹ٢٦پُىاٹٖ٪وي اٹڂهبَبد ماد اٹزىاث٤ ٭ةٿ( .  ا﵁ لخٺٰ

 فبهعهب لا اٹڂهبَبد
Jawabannya datang dari mereka semua: gerakan menuju perkiraan serta alam (tidak 

ada substitusi untuk ciptaan Tuhan). Para murid dengan tujuan kecil dan maksimal 

diwujudkan dalam tujuan ini, bukan di luar mereka.
 121
 

Menurut Syahrur, prinsip yang dianut dalam hukum pembagian warisan 

adalah prinsip kira-kira (taqrīban) sampai pada ketentuan bahwa laki-laki maupun 

perempuan masing-masing mendapatkan 50 % (1:1) berdasarkan faktor kejadian dan 

kebutuhan masing-masing pihak serta besarnya kontribusi yang diberikan kepada 

keluarganya. Artinya, jika ternyata latar belakang sosial dan ekonomi keluarga yang 

menjadi basisnya sudah berubah tentu saja keadaan ini memungkinkan pemerataan 

perolehan harta waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan partisipasi 

keduanya. Dari sini menurut Syahrur, ruang ijtihad terbuka sesuai dengan kondisi 

ekonomi, tanggung jawab keluarga dan keterlibatan kaum perempuan dalam 

tanggung jawab ekonomi keluarga yang berkembang pada tempat dan waktu 

tertentu.
122
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وبدب ؤځڄ ٱبٷ )ؽلوك(، ٭ٲىٹڄ ر٦بلى : )بٿ ٵڀ ځَبء ٭ىٯ اصڂزنٌ ٭ٺڄ صٺضبٽبروٳ ( څڂب 
ؤ٥ًٞ ؽبٹخ وعىكبځبس ٭ٲٜ في الإهس وا٭زوٗ ؤٿ الإځبس لا َزؾپٺڀ ؤَخ رج٦خ 

٠ اٱزٖبكَخ، ٭ٮٍ څنڃ الحبٹخ لا يجىى ؤٿ َإفنٿ ؤٱٸ ٽڀ صٺضٍ اٹزوٵخ ، څڂب ځلاؽ
)وبٿ ٵبځذ واؽلح ٭ٺهب اٹ٬ٚ(. څڂب ؤَٚب الحل :ٵ٬ُ عبء الحل ٽوح ؤفوي

 . الأكنى لدنًاس الأځضً بٿ ٵبځذ وؽُلح اٹىاٹلَڀ
Karena ia berkata (batas), Yang Maha kuasa berkata: (Jika mereka perempuan lebih 

dari dua, maka ia memiliki dua pertiga dari mereka). Di sini ia memberikan kasus 

keberadaan perempuan hanya dalam warisan dan berasumsi bahwa perempuan tidak 

menanggung konsekuensi ekonomi, dalam hal ini tidak diperbolehkan bagi mereka 

untuk mengambil kurang dari dua pertiga dari harta warisan, di sini kita perhatikan 

bagaimana Batas datang lagi: 

(Dan jika itu adalah satu, ia memiliki ikal). Di sini, juga, warisan minimum untuk 

perempuan, jika dia adalah orang tua tunggal.
 123

 

Dengan menggunakan metode “ tartil ”, yaitu dengan mengkomparasikan kata 

“nisa” dalam ayat tersebut dengan ayat-ayat lain, seperti dalam surat al-Nisa‟ ayat 3, 

4, 19 dan surat Ath-Thalaq ayat 1, Syahrur berhasil menemukan pengertian yang 

utuh terhadap kata al-Nisâ‟, yaitu anak perempuan yang sudah mencapai umur 

dewasa, baik sudah menikah maupun belum. Berdasarkan hal itu maka penggalan 

ayat di atas dapat diterjemahkan dengan format baru sebagai berikut: “Maka jika 

mereka itu perempuan dewasa yang jumlahnya lebih dari dua orang maka bagian 

mereka 2/3 dari harta warisan dan jika hanya seorang maka bagiannya ½. 

 Dengan demikian kata “nisa‟” dalam ayat tersebut, menurut Syahrur, 

memiliki posisi yang sangat signifikan, sebab yang menjadi tolok ukur perkara 

warisan kepada perempuan adalah tingkat kedewasaannya. Bagian 2/3 hanya dapat 

diberikan kepada perempuan dewasa (balighah) yang berjumlah lebih dari dua 

orang. Sedangkan bagian ½ adalah untuk seorang perempuan dewasa. Menurut 

Syahrur, Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris perempuan 

dewasa lebih dari dua orang maka mereka tidak diperkenankan mendapat bagian 

lebih dari 1/3 harta warisan jika terdapat anak perempuan yang belum dewasa (al-

Qashirāh). Bagi perempuan dewasa, batas maksimalnya adalah 2/3 bagian. 

Sedangkan bagi yang belum dewasa, 2/3 menjadi batas minimalnya. Prinsip sama 
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rata untuk kategori anak perempuan dalam hal ini tidak dapat diberlakukan karena 

tergolong dalam pengecualian.
124

 

Berdasarkan pernyataan di atas bukan berarti bahwa Syahrur tidak setuju 

sepenuhnya dengan formula 2:1 sebagaimana dijelaskan Al-Qur‟an, akan tetapi 

ketentuan tersebut tetap dipandang adil jika dikaitkan dengan kondisi dan struktur 

ekonomi keluarga yang riil pada saat itu. Sebagaimana diketahui, bahwa secara 

historis, beban nafkah keluarga pada saat itu menjadi tanggungjawab laki-laki, 

sedangkan perempuan sama sekali tidak menanggung beban tersebut. Selain itu, 

menurut Masdar, sebelum Islam datang, yaitu pada masa jahiliyah, kaum perempuan 

dieksploitasi dan oleh karenanya tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan 

almarhum. Bahkan lebih tragis lagi perempuan menjadi harta yang diwarisi (QS. al-

Nisa‟: 19). Dari sini perolehan warisan bagi seorang perempuan sebagaimana laki-

laki harus dipandang sebagai keputusan yang sangat radikal, sekaligus menerapkan 

sebuah norma bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi subyek yang 

mewarisi.
125

 

Pembacaan ulang (re-reading) Syahrur terhadap ayat-ayat waris dapat 

disimpulkan dalam tabel berikut :
126

 

Penerima Bagian Prosentase Keterangan 

Anak Laki-laki 

Anak Perempuan  

2/3  

1/3 

66,7 %  

33,3  % 

Batas Maksimal 

Batas Minimal 

Bapak  

Ibu  

2/3  

1/3 

66,7  %  

33,3  % 

Batas Maksimal 

Batas Minimal 

2 Anak Perempuan  2/3 66,7 % Batas Minimal 

1 Anak Perempuan  1/2 50 % Batas Minimal 

Bapak  

Ibu  

1/3  

1/6 

33,3 %  

16,6 % 

Batas Maksimal 

Batas Minimal 

Kedua orang tua  @1/6 @16,6 % 
Batas Maksimal 

sekaligus Minimal 

 

                                                           
124 Moh Hasan, Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad 

Syahrur,105 

125 Moh Hasan, Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad 

Syahrur,101 

126 Ibid 102 
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Pada tabel tersebut bagian perempuan pada posisi al-hadd al-adna 

sedangkan laki-laki pada posisi al-Hadd al-A„la. Artinya, dua kali lipat (66,6 %) 

jatah yang mesti diperoleh laki-laki merupakan batas maksimal (dalam kondisi 

apapun 66,6 % merupakan batas tertinggi yang diperoleh laki-laki). Sementara hak 

yang mesti diperoleh oleh perempuan yakni 33,3 % merupakan batas minimal 

(dalam kondisi tertentu perempuan berpeluang mendapatkan bagian diatas 33,3 %). 

Dengan kata lain bahwa ketentuan bagian perempuan sebanyak separo bagian laki-

laki masih dimungkinkan untuk ditambah menjadi lebih besar dari ketentuan dalam 

Al-Qur‟an. Sedangkan bagi laki-laki, karena telah berada pada posisi maksimal, 

maka tidak dapat bisa diberi tambahan lagi. 

Berdasarkan rumusan di atas, nampak upaya pembacaan ulang Syahrur 

terhadap kitab telah menghasilkan sebuah proses transformasi makna literal kepada 

makna yang lebih setara secara jelas. Karena itu suatu hukum, menurut Syahrur, 

haruslah tidak dipandang sebagai sebuah penerapan literal sebuah teks yang 

diwahyukan beberapa abad yang lalu pada masyarakat modern. Jika penerapan literal 

tersebut dilakukan maka Islam akan kehilangan karakter hanifiyyah-nya.
127

 

  

                                                           
127 Moh Hasan, Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur, 
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BAB IV 

 ANALISIS  MAQASID AL-SYARI’AH TERHADAP BAGIAN WARIS 

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT  MUHAMMAD 

SYAHRUR 

A. Analisis Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Pembagian waris 

laki-laki dan perempuan. 

Secara teoritis hukum Islam merupakan perintah Allah yang disampaikan oleh 

utusannya Nabi Muhammad melalui perantara wahyu, sehingga bermakna hukum 

Islam mengandung sistem ketuhanan yang melalui masyarakat, bukan didahului 

masyarakat. Dengan kata lain hukum Islam mengontrol masyarakat dan bukan 

dikontrol oleh masyarakat. 

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua mahluk yang setara, 

demikianlah yang disebutkan di dalam al-Qur‟an. Meskipun demikian, secara tekstual 

al-Qur‟an juga menyatakan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, selain itu di 

Indonesia telah di bukukan dalam kompilasi hukum islam buku II bab kewarisan 

mulai pasal 171-209. 

Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan yang diterima 

oleh perempuan dengan komposisi pembagian 2:1, Pembagian yang didapat anak laki-

laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya tanggung 

jawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, maka pantaslah dan adillah 

jika pembagian yang diperolehnya lebih banyak, sehingga hukum pembagian warisan 

dalam Islam tidak perlu diadakan perubahan karena sudah sesuai dan sejalan dengan 

konsep keadilan gender.
 128, 

akan tetapi Zaman telah berubah dengan segala 

kemajuannya. Dampak kapitalisme dan industri modern agaknnya membuka 

kesempatan baru bagi perempuan untuk dapat berkiprah di luar rumah. Sehingga peran 

antara perempuan dan laki-laki hampir sama, khususnya dalam menjalankan roda 

perekonomian keluarga. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang 

menjadi isu gender di masyarakat. Perempuan yang dahulu hanya diposisikan sebagai 

konco winking (teman belakang), kini tidak sedikit yang bahkan menjadi tulang 

punggung perekonomian keluarga. Sehingga dengan banyaknya peran dan aktivitas 

perempuan di luar rumah, baik bekerja maupun keikutsertaan pada lembaga 

masyarakat, mempengaruhi pola kehidupannya, termasuk tuntutan dalam pembagian 

                                                           
128Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, (Jakarta: Paramadina, 2001), 33 
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harta warisan. 

Aktivis gender maupun kaum feminis selalu meminta kedudukan yang setara 

dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum menjunjung tinggi nilai keadilan yang 

sama rata, tanpa membedakan jenis kelamin. Hukum kewarisan Islam yang digagas 

para ulama Salaf kini tengah diuji oleh realitas sosial. Di satu sisi, ketentuan hukum 

kewarisan Islam yang termaktub dalam al-Qur‟an dan Hadis dianggap sebagai 

ketetapan yang bersifat qat‟i dan final. Sementara di sisi lain, problem realitas 

kewarisan selalu muncul seiring berkembangnya peradaban manusia. Akibatnya, 

hukum kewarisan Islam klasik yang tekstualis tidak lagi mampu menjawab secara 

relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks di era modern ini. 

Ketidak mampuan ini disebabkan ketidak sesuaian paradigma, metodologi, dan 

konsep (pemahaman teks al-Qur‟an dan Sunah) kewarisan produk ulama klasik 

dengan kondisi masa kini.
129

  

Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjang sejarah hukum Islam 

pemikiran hukum kewarisan Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan 

bahwa pintu ijtihad telah tertutup, namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap 

dilakukan setidaknya oleh dua golongan penegak syariat Islam yaitu qadi (hakim) dan 

mufti. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum 

melalui putusan pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum.
130

 

Perubahan dan pembaruan hukum kewarisan Islam telah terjadi secara nyata dalam 

sejarah pemikiran hukum Islam. 
131

 

Dalam kehidupan sosial dewasa ini, hukum Islam selalu dituntut untuk terus 

merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam 

dimensi ruang dan waktu. Permasalahan aktualisasi hukum Islam yang telah ada dan 

terdokumentasi dalam kitab-kitab fikih merupakan produk ilmu hukum Islam 

tradisional yang sama sekali belum mempertimbangkan perubahan-perubahan modern 

seperti konstitusionalisme, demokrasi, civil society.  

Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa modern ini umumnya 

berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru. Paradigma yang digunakan cenderung 

menekankan wahyu dari segi konteksnya, metode ini tentu berbeda dengan 

                                                           
129 Muhammad Ali Murtadlo, Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeislamanVolume 6, Nomor 

1, Juni 2018 77 

130 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuano Pemikiran Hukum Islam di 

Indonesia 1975-1988, Cakarta: INIS, 975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 1-2. 

131 Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gan 2001), 116. 
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metodologi klasik. Relasi antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya 

dipahami melalui interpretasi literal akan tetapi melalui interpretasi terhadap pesan 

universal yang termuat dalam teks-teks wahyu. 

Konsep yang dipahami selama ini bersifat statis tekstual, Muhammad Syahrur 

mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori limit/batas berangkat dari Q.S. al-

Nisa: 13-14, Syahrur menegaskan bahwa :
 132

  

) رٔٺْٴَ ؽُلُوكُ اٹٺَّڄٔ ( . وٱىٹڄ ) وَََز٦ََلٖ ؽُلُوكَڃُ( ٭بلحوٵخ څڂب ٽَپىؽخ ٙپڀ ؽلوك 
ا﵁ ٭هنا ٦َني وعىك ؤٵضو ٽڀ ؽلَڀ ؽُش عبءد ثُٖ٪خ الجپ٤ واٹز٦لٌ څڂب څى 

 . الحوٵخ في ابذبڃ الحل ؽتى ځٖٸ بٹُڄ،

(itu adalah batas-batas Allah). dan (dan melampaui batasnya) gerakan di sini di izinkan 

dalam batas-batas Allah SWT. ( Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, 

manusia tidak menanggung beban dosa)  Hal ini berarti bahwa ada lebih dari dua batas di 

mana ia datang dalam bentuk jamak dan pelanggaran di sini adalah pergerakan ke arah 

perbatasan sampai kita mencapainya. ( Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia 

melampaui batasan-batasan tersebut).
133 

                                                      

 Pendek kata, metode ijtihad secara konseptual dan aplikatif dalam teori hudûd 

(limit theory), merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak yang 

dinamis, kreatif dan dialektis di mana yang penting produk hukum masih pada 

wilayah antara batas al-hadd al-adnâ (batas minimal) dan al hadd al-a‟la (batas 

maksimal) dan tidak melanggar hududullah. berbeda sama sekali dengan yang selama 

ini dipahami oleh para fuqaha konvensional. Jika teori hudûd konvensional cenderung 

bersifat statis, tekstual dan hanya menyangkut ancaman hukum (al`uqûbât), maka 

tidak demikian halnya dengan teori hudûd Syahrûr yang cenderung bersifat dinamis-

kontekstual dan tidak hanya menyangkut masalah ancaman hukum (al-`uqûbât),  

Selai itu Syahrur juga menjelaskan argumenya dalam kitab  Nahwa Ushûl 

Jadidah sebagai berikut : 

٭بٹٲىٷ بحلوكَخ . ( ۲۲۲اٹجٲوح  -ؽلوك ا﵁ ٭لا ر٦زلوڅبح  ورٺٴٱىٹڄ ر٦بلى )
 اٹوٍبٹخ ا﵀پلَخ ٦َني ؤٿ لربٷ رٞجُٲهب څى الحُبح الإځَبځُخ اٹٮوكَخ والجپب٥ُخ

                                                           
132 Muhammad Syahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah. (Damaskus: Al-Ahaly, 

1990), 459 

133 Muhammad Syahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah.458 
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Firman Allah (dan itu adalah batasan Tuhan, jangan menyalah gunakannya (al-

Baqarah 229) Mengatakan bahwa pesan Muhammadiyah terbatas berarti bidang 

aplikasinya adalah kehidupan manusia individual dan kolektif.  

الإځَبځُخ في  څنڃ الحُبح ځْبٝبدوؤنهب روٍټ ثنٌ ؤكځبڅب وؤ٥لاڅب ؽٲىلا تمضٸ لسزٺ٬  
واٹز٦لكَخ  واٹيځب واٹٺجبًواٹَوٱخ والإهس واٹيواط واٹٞلاٯ واٹج٤ُ واٹْواء  اٹٲزٸ

الاعزهبك  اٹيوعُخ. وڅنڃ الحٲىٷ الدوٍىٽخ اٹتي رْجڄ ٽلا٥ت ٵوح اٹٲلٻ، څٍ ٽڂبٛ
والحلوك  واٹزٖو٫ الإځَبني، ؽُش َزؾوٳ المجزهل ثووػ ؽڂُٮُخ ثنٌ الحلوك اٹلځُب

 اٹ٦ٺُب بدب َڂبٍت ١و٫ اٹيٽبني والدٶبني
Dan itu menggambarkan antara bidang terendah dan tertinggi yang mewakili berbagai 

aktivitas kehidupan ini Kemanusiaan dalam pembunuhan, pencurian, warisan, 

pernikahan, perceraian, penjualan, pembelian, perzinaan, dan pakaian dan pluralisme 

perkawinan. seperti dalam permainan sepak bola, di mana para pemain sepak bola 

dapat bermaian bebas (untuk memasukkan bola ke gawang lawan), selagi berada 

dalam batas-batas waktu dan lapangan yang telah ditentukan. 
134

 Dalam memahami 

prinsip-prinsip dan permasalahan dalam pembagian waris, Muhammad Syahrur 

menawarkan ilmu matematika sebagai alat bantu: 

( څٍ اٹيٽڀ ؤو xاٹزْو٤َ ٙپڀ الحلوك. وبؽلاصُخ ) څٍ رٞىه   ( y )بؽلاصُخ
ٍُبٯ اٹزبهَـ. وٽجلؤ الإؽلاصُبد يدضٸ اٹج٦ضخ اٹڂجىَخ ؤو ىٽڀ رڂيَٸ اٹوٍبٹخ ٥ٺً 
لزپل * وٽجلؤ الإؽلاصُبد يدضٸ اٹج٦ضخ اٹڂجىَخ ؤو ىٽڀ رڂيَٸ اٹوٍبٹخ ٥ٺً لزپل. 

 )الذغوح اٹڂجىَخ(
koordinat (y) al-Istiqamah sebagai batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT 

dalam nash al-Qur‟an. Koordinat (x) al-Hanifiyah sebagai kondisi sosial yang 

meliputi nash-nash al-Qur‟an dalam perjalanan sejarahnya. Prinsip koordinat 

mewakili misi kenabian atau waktu turunya mu‟jizat ke Muhammad, (Hijrah 

kenabi), 
135

 sehingga melahirkan teori dalam Pembagian Harta waris bagi laki laki 

dan perempuan sebagai mana telah penulis uraikan di atas : 

                                                           
134 Syahrûr, Nahwa Ushûl Jadîdah, h.. 144 

135 Muhammad Syahrur, Alkitab Wa Alqur‟an; Qira‟ah Al-mu‟asirah, 452 
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ثٺ٨ اٹزٮبود في برپٸ الحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو والحل الأكنى ٹلأځضٍ بد٦نى اځڄ ٽهپب 
الأ٥جبء الاٱزٖبكَخ ٹلاٍوح ؤٌ ؤٿ اٹوعٸ ٽَاوٷ ٽَاوٹُخ ٵبٽٺخ والدوؤح لا رزؾپٸ 

٥ٺً اٹوعٸ وٕٮو ٥ٺً الدوؤح ،   ۰۰۱%ؤَخ ٽَاوٹُخ بد٦نى الدَاوٹُخ الاٱزٖبكَخ 
في څنڃ الحبٹخ عبءد ؽلوك ا﵁ ٹز٦ُٞڂب ؤٿ َإفن اٹنٵو ٬٦ٙ الأځضً ٭هڂب ؤ٥ٺً 

  %57٭ةما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو % 6636والحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو   %3333الحل الأكنى ٹلاځضی 
والاځضٍ  % 62ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ، ؤٽب بما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو  %02والاځضٍ 

 ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ثٸ ثٲُڂبٙپڂهب.٭لا % 02
 al-Had al-a‟la adalah bagian waris seorang laki laki dan al-Had al-Adna adalah 

bagian waris seorang perempuan, yaitu, apapun perbedaan dalam memikul beban 

ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul 

tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi, 100 % untuk pria dan 0 %  

untuk wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil 

kelemahan laki-laki dari perempuan, di sini adalah minimum perempuan tertinggi 

33,3 % dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami menyebutkan 75 % dan Perempuan 

20% maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 % bagian 

laki laki dan 40 % bagian perempuan maka tidak melampaui batas, tetapi masih 

dalam ijtihad.
136

 

Kita pahami bahwa Syahrur merumuskan : 

Pertama, dengan teori limit, Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran 

paradigma (paradigm shift) yang sangat fundamental di bidang fiqih. Selama ini 

pengertian hudud dipahami para ahli fiqih secara rigid sebagai ayat-ayat dan hadits-

hadits yang berisi ketentuan sanksi hukum (al-Uqūbad) yang tidak boleh ditambah 

atau dikurangi dari ketentuan termaktub, namun dengan teori limit yang ditawarkan 

Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontektual.  

Kedua, teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum (al-hadd 

al-adna) dan batas minimun (al-hadd al-a„la) dalam menjalankan hukum-hukum 

Allah.Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang berada 

diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad 

manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi. Selagi 

ijtihat masih berada dalam wilayah hududullah (batas-batas hokum Allah), maka dia 
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tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Yang dalam pembahasan ini ialah, 

ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dimana dua bagian 

merupakan batas maksimum bagi laki-laki dan satu adalah batas minimum bagi anak 

perempuan. Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif  

Theory of Limit Muhammad Syahrur sebuah ayat sesungguhnya bersifat relatif dan 

nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman. 

Ketiga, dengan teori limitnya, Syahrur telah melakukan dekontruksi dan 

rekontruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat hudud 

yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat muhkamat yang bersifat pasti dan hanya 

mengandung penafsiran tunggal. Bagi Syahrur, ayat-ayat muhkamat bahkan dapat 

dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu ayat itu dapat berkembang, tidak harus 

sesuai dengan makna (pengertian) ketika ayat itu turun, tetapi penafsiran 

Keempat, dengan teori limit, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam 

benar-benar ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi, 

kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu 

gerak konstan (istiqamah) serta gerak dinamis dan lentur (hanifiyyah), sehingga 

membuat Islam shālih li kulli zamān wa makān. 

Menurut hemat penulis Ilustrasi tersebut sangat menarik, sebab dengan begitu, 

hukum Islam dimungkinkan untuk berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi 

terkesan berlebihan karena interpretasi hudūd yang ia rumuskan tidak sesuai dengan 

prespektif ulama-ulama madzhab terdahulu yang merumuskan ayat-ayat waris sebagai 

Qat‟iyy as-subut dan Qat‟iyy ad-dalālah dan dalam agama dianggap sebagai sesuatu 

yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku secara mutlak (Compulsory 

law). 

Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman 

Allah tentang ketentuan ketentuan pembagian waris diantaranya ayat berikut :  

ُٕٔٶُټُ ََبءً  ۖ  ٹٔٺنَّٵَوِ ٽٔضْٸُ ؽ٠َِّ اٹْإُځِضََُُِڀِ  ۖ  اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ؤَوِٹَبكٔٵُټِ  َُى ٭َةِٿْ ٵُڀٖ ځِ
٬ُِٖ  ۖ  ٭َىِٯَ اصْڂَزَُِڀِ ٭َٺَهُڀٖ صُٺُضَب ٽَب رَوَٳَ  وَٹٔإَثَىََِڄٔ  ۖ  وَبِٿْ ٵَبځَذِ وَاؽٔلَح﵂ ٭َٺَهَب اٹڂِّ

ًُ ٽٔپٖب رَوَٳَ بِٿْ َٗلُ ٭َةِٿْ ٹَټِ ََٶُڀِ ٹَڄُ وَٹَلْ  ۖ  ٵَبٿَ ٹَڄُ وَٹَلْ  ٹٔٶُٸِّ وَاؽٔلٕ ٽٔڂِهُپَب اٹ
ًُ  ۖ  وَوَهِصَڄُ ؤَثَىَاڃُ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ اٹضُّٺُشُ  َٗلُ  ٽٔڀِ ث٦َِلٔ ۖ  ٭َةِٿْ ٵَبٿَ ٹَڄُ بِفِىَحٌ ٭َٺٔإُٽِّڄٔ اٹ

ٍٕٔ ثِهَب ؤَوِ كََِڀٍ  ُٕٖٔخٕ َُى ٹَٶُټِ  آثَبئُٵُټِ وَؤَثِڂَبئُٵُټِ ٹَب رَلِهُوٿَ ؤََٗهُټِ ؤَٱْوَةُ ۖ  وَ
َٚخ﵂ ٽٔڀَ اٹٺَّڄٔ  ۖ  ځَٮ٦ّْب                بِٿَّ اٹٺَّڄَ ٵَبٿَ ٥َٺُٔپّب ؽَٶُٔپّب ۖ  ٭َوَِ
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 

anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk 

dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al-Nisa Ayat 11)” 

 

٬ُِٖ وَٹَٶُټِ  وَٹَلْ ٹَهُڀٖ ٵَبٿَ ٭َةِٿْ وَٹَلْ ٹَهُڀٖ ََٶُڀِ ٹَټِ بِٿْ ؤَىِوَاعُٶُټِ رَوَٳَ ٽَب ځِ
ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ٽٔڀِ رَوَٵْڀَ ٽٔپٖب اٹوٗث٤ُُ ٭َٺَٶُټُ ٕٔنٌَ وَ  ٽٔپٖب اٹوٗث٤ُُ وَٹَهُڀٖ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب َُى

 ٽٔڀِ رَوَٵْزُټِ ٽٔپٖب اٹضُّپُڀُ ٭َٺَهُڀٖ وَٹَلْ ٹَٶُټِ ٵَبٿَ ٭َةِٿْ وَٹَلْ ٹَٶُټِ ََٶُڀِ ٹَټِ بِٿْ رَوَٵْزُټِ
ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ُٕىٿَ وَ  ؤَؿْ وَٹَڄُ اٽِوَؤَحٌ ؤَوِ ٵَٺَبٹَخ﵂ َُىهَسُ هَعُٸٌ ٵَبٿَ وَبِٿْ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب رُى

ًُ ٽٔڂِهُپَب وَاؽٔلٕ ٭َٺٔٶُٸِّ ؤُفِذْ ؤَوِ َٗلُ  ُّوَٵَبءُ ٭َهُټِ مَٹٔٴَ ٽٔڀِ ؤَٵْضَوَ ٵَبځُىا ٭َةِٿْ اٹ
ُٕٖٔخٕ ث٦َِلٔ ٽٔڀِ اٹضُّٺُشٔ ٭ٍٔ ًَٕ وَ َٚبهٍّ ٩َُِوَ كََِڀٍ ؤَوِ ثِهَب َُى ُٕٖٔخ﵂ ٽُ  وَاٹٺَّڄُ اٹٺَّڄٔ ٽٔڀَ وَ

 .ؽَٺُٔټْ ٥َٺُٔټْ
“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau 

perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat 

harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya 

hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari harta yang 

ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak mempunyai anak 

(laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi 

kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya 

wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang yang 

meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke atas) 

atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau 

perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta 

(orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari 

satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian harta 

mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan 

tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenar-benar 
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wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” ( Q.S. al-

Nisa Ayat 12)        

 

Dengan pembahasan yang lebih terperinci dalam skripsi ini yaitu pada lafadz : 

ُٕٔٶُټُ اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ؤَوِٹَبكٔٵُټِ    ۖ   اٹْإُځِضََُُِڀِ ؽ٠َِّ ٽٔضْٸُ ٹٔٺنَّٵَوِ ۖ  َُى
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 

anak perempuan.(Q.S. al -Nisa ayat 11)    
 
Dengan dalil waris di atas, ketika teks secara sarih (tersirat) menyebutkan 

perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sementara 

kondisi objektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil, apakah teks 

tersebut bisa dipahami dengan konteks yang sesuai dengan kondisi tersebut?  
Kesadaran akan kesetaraan gender masayarakat modern semakin memperkuat 

posisi tawar perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki. Hak dan tanggung 

jawab laki-laki dan perempuan adalah seimbang termasuk di dalamnya adalah masalah 

hak dalam warisan. Sampai di sini timbul banyak permasalahan. Pertanyaan mendasar 

sehubungan dengan permasalahan teks al-Qur‟an adalah bagaimana memahamai teks, 

terutama teks ayat hukum yang sarih dan dinilai qath‟i sehingga tidak bertentangan 

dengan tuntutan. kondisi obyektif yang dihadapi masyarakat. Bukankah al-Qur‟an 

sebagai sumber ajaran Islam diturunkan untuk kepentingan manusia? Jika asumsi 

dasar ini diterima, maka perlu dicari sebuah model pendekatan dalam memahami teks 

tersebut sehingga tidak terjadi kontradiksi antara teks dan realitas. maka perlu 

dieksplorasi lebih lanjut konsep-konsep radikal filosofis yang mendasari teks, yaitu 

bagaimana menjembatani antara teks dan konteks agar tidak terjadi paradoks dan 

kontradiktif, sehingga terbukti bahwa ajaran Islam adalah  sesuai dengan keadaan 

waktu dan tempat ( shāllih li kulli zamān wa makān). 

Sebagaimana halnya reaktualisasi Hukum Islam yang dicetuskan oleh 

Munawir Syadzali yang menyentuh pada persoalan kewarisan, yakni dalam 

pembagian harta warisan sesuai QS. al-Nisa' (4): 11, menjelaskan bahwa hak/bagian 

anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak/bagian anak perempuan, 

Namun ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Muslim di 

Indonesia. Hal tersebut diketahui oleh Munawir Syadzali ketika mendapatkan 

kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama RI dengan mendapat laporan dari 

banyak hakim Pe ngadilan Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang 

kuat Islamnya perti Sulawesi Selatan dan Kalimantan imantan Selatan, tentang banyak 
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penyimpangan dari ketentuan Al-  

Para hakim agama menyaksikan, apabila seorang meninggal dunia, maka ahli 

wari meminta fatwa kepada Pengadilan Agama untuk memberikan fatwa sesuai 

dengan waris atau faraid. Namun demikian, fatwa ini tidak di pakai oleh masyarakat 

tetapi meminta kepada Pengadilan Negeri apa diperlakukan sistem pembagian yang 

lain, yang tidak sesuai dengan hukum faraid. Hal ini tidak hanya dilakukanya 

dilakukan oleh orang awam, tetapi juga tokoh organisasi Islam yang menguasai ilmu-

ilmu keislaman Sementara itu, banyak pula kepala keluarga mengambil kebijaksa.
137

 

Sementara banyak pula kepala keluarga mengambil kebijaksanaan pre-

emptive, mereka tidak memberlakukan 2:1, tetapi membagikan sebagian besar dari 

kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa 

membedakan jenis kelamin, dengan alasan sebagai hibah. Dengan demikian, pada 

waktu mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan 

habis sama sekali. Harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum faraid, 

sehingga tidak terjadi penyimpangan. Namun yang perlu dipahami bahwa pelaksanaan 

hibah tentu berbeda dengan pelaksanaan pembagian warisan. Karena hibah ketika 

masih hidup yang menghibahkan, sedangkan pembagian warisan ketika pewaris telah 

meninggal dunia.  

Oleh karenanya, Munawir Syadzali mengemukakan gagasannya tentang 

reaktualisasi hukum Islam dilatar belakangi oleh sikap mendua yang dipraktikkan oleh 

masyarakat Islam tersebut, baik terpelajar maupun awam. Beliau mengemukakan 

bahwa al-Qur'an menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa 

dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab 

setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai 

dengan waktu terakhir (adat baru). Seperti yang teriadi di Indonesia di mana wanita 

tidak lagi di bawah lindungan laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri 

(menjadi mitra) 
138

Qur'an tersebut.  

Teori limit yang digagas Shahrur tidak sempurna, hanya menyentuh 

permasalahan-permasalahan yang muncul antara anak laki-laki dan anak perempuan. 

Sedangkan masalah-masalah turunannya yang menyangkut paman, ibu, kakek, nenek, 

ayah dan lain sebagainya tidak mendapat bagian. Paradigma yang timbul adalah ahli 

waris yang ada hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan semata. proyek teori limit 

                                                           
137 Syamsul bahri Shalihima, Perkembangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam 

dan Implementasinya pada pengadilan Agama,( Jakarta : Kencana 2015 ) 223-225 
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Shahrur terutama dalam persoalan waris tidak ada perbedaan mendasar dengan hukum 

waris sebagaimana adanya. Karena yang di lakukan Shahrur hanyalah defamiliarisasi, 

dimana sebenarnya Shahrur hanya menampilkan hal sebenarnya sudah mapan tapi 

dengan penampilan yang baru. 

Teori ini menurut penulis tidak tepat digunakan untuk memahami ayat-ayat 

hukum, karena dengan teori pembatasan itu membuka peluang untuk menggunakan 

ra‟yu terlalu luas dan keinginan-keinginan tanpa kendali, sehingga dapat terjebak 

dengan hadits yang melarang menafsirkan al-Qur‟an dengan ra‟yu semata negatif 

terhadap keberadan hadits/sunnah itu sendiri sebagai sumber hukum Islam. Akibat 

fatal dari pendapat ini orang akan semakin menjauhi dan apriori terhadap sunnah 

Nabi, pada hal bukan begitu seharusnya. 

Perlu di pertimbangkan kembali ketika menggunakan Argumentasi 

Muhammad Syahrur, Baik dari segi dalil aqli (kontekstualis), dan lebih-lebih dari sisi 

dalil naqli (tekstualis), tentu dengan sama-sama menggunakan argumentasi yang 

bersifat ilmiah-akademik. Meski mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan 

metodologi penafsiran Al-Quran, menjelaskan secara metodologis dan 

mengaplikasikannya dalam penafsirannya, melalui pendekatan teori trigonometri 

dalam matematika (al-mafhûm al-riyadli), selain itu juga mampu menjaga sakralitas 

teks, tanpa kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad kreatif untuk membuka 

kemungkinan interpretasi yang masih berada dalam wilayah hudūdullāh. 

Intinya adalah memahami teks al-Qur‟an tidak bertumpu pada teksnya semata, 

akan tetapi juga harus mendalami rohnya atau pemahaman teksnya. Dengan demikian 

ulama telah sepakat menyatakan bahwa tafsir bi al-ma‟tsur adalah pola tafsir yang 

utama, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan shahabatnya. 

B. Analisis Maqasid al-Syari’ah terhadap bagian waris laki-laki dan 

perempuan menurut Muhammad Syahrur  

Syariat Islam ditetapkan sebagai rahmat bagi kehidupan masyarakat dan manusia 

pada umumnya, sehingga melalui syariat tersebut dapat mendidik setiap individu 

sebagai pribadi yang dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan masyarakat. 

Selain itu, syariat Islam juga berupaya untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan 

dalam kehidupan manusia.
139

 al-Qur‟an menjelaskan dalam nas-nash nya bahwa 

syari‟at Islam hadir dengan membawa  hukum-hukum yang mengandung 

kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus (10): 57: 

                                                           
139Amin Syukur: dalam kata pengantar Noor Ahmad dkk. Epistemologi Syara‟: Mencari Format 

Baru Fiqh Indonesia. 10 
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ًُ ٱَل ّٔٮَب ۖ  هٖثِّکُټ ۖ  ٢َ٥ٔخٌ ٽِّڀۖ  ٽٖى ۖ  کُټۖ  ءَدۖ  عَب ۖ  َ ٰۤبََٗهَب اٹڂٖب ءٌ ٹِّپَب ۖ  وَ 
ٖٗلُو  ٿَۖ  ٽٔڂِیۖ  ٽُاۖ  ٽَخٌ ٹِّٸۖ  وَڅلّی وٖ هَػ ۖ  هِ ۖ  ٭ٔی اٹ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) 

dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk 

serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus (10): 57 )
140

 

Sebagian Ulama Muslim, menganggap al-Masalih (maslahat-maslahat) 

merupakan sisi lain dari al-Maqasid. Seperti Abdul malik al-Juwayni yang juga 

salah satu ulama pertama yang  memulai pengembangan teori al-maqāṣid  . Beliau 

menggunakan istilah  al-maqāṣid dan al-masālih al-´Ammah (maslahat-maslahat 

publik) sebagai sinonim. Begitu juga dengan Abu Hamid al-Ghozali mengelaborasi 

lebih lanjut karya Al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-maqāṣid dan 

memasukkannya kedalam kategori al-masālih al-Mursalah (Kemaslahatan Lepas,  

atau maslahat-maslahat  yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).
141

 

Maqāṣid al-Syarī„ah seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran 

atau indikator  benar-tidaknya suatu ketentuan hukum, karena sebagai tujuan akhir 

dari syari‟at. Dalam sejarah perkembanganya, posisi Maqāṣid al-Syarī„ah pada 

awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian mengenai hukum 

Islam atau fiqh terkesan selalu  dikaitkan dengan Usul al-Fiqh dan Qawaid al-Fiqh 

saja yang mana hanya berorientasi  pada teks dan bukan pada makna atau maksud 

dibalik teks. Usūl al-fīqh  menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk 

menuju fiqh, Qawaid al-fiqh menjadi pondasi dasar bangunan fiqh yang ada, 

sedangkan Maqāṣid al-Syarī„ah yang menyumbangkan  nilai-nilai  dan  spirit  pada  

fiqh  yang  kemudian diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak 

bersentuhan langsung  dengan  istinbath  hukum  Islam.  Tiga  hal  inilah  yang 

menjadi unsur-unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang 

dalam garis linier yang sama.
142

 

Sejatinya manusia hidup didunia tak lain untuk mencari ridho Allah. Allah 

telah menunjukkan beberapa jalan bagaimana manusia akan mendapatkan ridho-

Nya. Maqāṣid al-syarī„ah  merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh 

                                                           
140 Auffah Yumni, Kemaslahatan dalam Konsep Maqasid al-Syari‟ah, Nizhamiyah 6, no. 2 (2016), 

48. 
141 Jaser „Audah, Al-Maqasid Untuk  Pemula, trans. oleh „Ali „Abdelmon„im (Yogyakarta: SUKA-

Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6–7. 
142 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh  Minoritas, 184–185. 
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manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menurunkan  Syari‟at ? Melihat  dari  

pengertiannya, Syari‟at  berarti  jalan untuk mencapai  kebahagiaan dunia maupun 

akhirat. Maka dari itu, jelas sudah mengapa Allah menunrunkan syariat, yaitu untuk 

mencari tujuan.
143

 

Begitupun juga ketika memahami firman Allah yang berkaitan dengan bagian 

yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang termaktub 

dalam surat an-Nisā ayat 11 :  

ُٕٔٶُټُ اٹٺَّڄُ ٭ٍٔ ؤَوِٹَبكٔٵُټِ    ۖ   اٹْإُځِضََُُِڀِ ؽ٠َِّ ٽٔضْٸُ ٹٔٺنَّٵَوِ ۖ  َُى
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 

anak perempuan.(Q.S. al -Nisa ayat 11)    
 

harus mempunyai tujuan yang pasti. Lebih-lebih interpretasi dari Muhammad 

Syahrur apakah sudah sesuai dengan Tujuan? Tujuan inilah yang dalam istilah arab 

disebut sebagai Maqasid, yang mana juga  mempunyai  arti menuju  arah, tengah-

tengah, adil  dan  tidak  melampaui  batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan 

dan kekurangan. 
144

 

Ayat ini memunculkan paradigma penafsiran banyak ulama bahwa porsi yang 

diperoleh anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan, Syahrur sangat bersi keras bahwa 

tiap-tiap generasi mampu memberikan interpretasi al-Qur'an yang memancar dari 

realitas yang muncul dan sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup. Hasil 

interpretasi Al-Qur'an generasi awal tidaklah mengikat masyarakat Muslim modern. 

Bahkan lebih jauh, kesalahan ulama fiqh Islam dan tafsir al-Qur'an konvensional 

sekarang ini bersumber dari kesalahan metodologi yang tidak memperhatikan 

karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks Kitab Suci, sehingga membebani 

punggung umat dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta situasi 

dan kondisi abad ke-20. Seorang mufassir bagi Syahrur harus terlebih dahulu melihat 

dan memetakkan problem kajian keislaman kontemporer, mulai dari konfigurasi 

kajian, hingga kritik.
 145

  

Syahrur merumuskan: 

                                                           
143 Ridwan Jamal, Maqasid al- Syari‟ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ilmiah 

Al Syir‟ah 8, no. 1 (2016): 4. 
144 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh  Minoritas: Fiqh  Aqalliyat dan  Evolusi Maqāṣid  al-Syariah  dari  

Konsep  ke Pendekatan (Yogyakarta:  LKiS  Yogyakarta, 2010), 179. 
145 Muhammad Syahrur, Alkitab Wa Alqur‟an; Qira‟ah Almu‟asirah, 44 
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الحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو والحل الأكنى ٹلأځضٍ بد٦نى اځڄ ٽهپب ثٺ٨ اٹزٮبود في برپٸ الأ٥جبء 
الاٱزٖبكَخ ٹلاٍوح ؤٌ ؤٿ اٹوعٸ ٽَاوٷ ٽَاوٹُخ ٵبٽٺخ والدوؤح لا رزؾپٸ ؤَخ 

٥ٺً اٹوعٸ وٕٮو ٥ٺً الدوؤح ، في   ۰۰۱%ٽَاوٹُخ بد٦نى الدَاوٹُخ الاٱزٖبكَخ 
ب ؤٿ َإفن اٹنٵو ٬٦ٙ الأځضً ٭هڂب ؤ٥ٺً الحل څنڃ الحبٹخ عبءد ؽلوك ا﵁ ٹز٦ُٞڂ

  %57٭ةما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو  %6636والحل الأ٥ٺً ٹٺنٵو   %3333الأكنى ٹلاځضی 
والاځضٍ  % 62ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ، ؤٽب بما ؤ٥ُٞڂب اٹنٵو  %02والاځضٍ 

 ٭لا ځٶىٿ ٱل بذبوىځب ؽلوك ا﵁ ثٸ ثٲُڂبٙپڂهب. 02%
al-Had al a‟la adalah bagian waris seorang laki laki dan al- Had al-Adna adalah 

bagian waris seorang perempuan, yaitu, apapun perbedaan dalam memikul beban 

ekonomi keluarga, yakni pria bertanggung jawab penuh, Wanita tidak memikul 

tanggung jawab dalam arti tanggung jawab ekonomi, 100 % untuk pria dan 0 %  untuk 

wanita, Dalam hal ini batas-batas Allah datang untuk memberi kita mengambil 

kelemahan laki-laki dari perempuan, di sini adalah minimum perempuan tertinggi 33,3 

% dan batas atas laki-laki 66,6 %, Jika kami menyebutkan 75 % dan Perempuan 20% 

maka telah melampaui batas Allah, tetapi jika kita menyebutkan 60 % bagian laki laki 

dan 40 % bagian perempuan maka tidak melampaui batas, tetapi masih dalam 

ijtihad.
146

  

Dari teori hudûd ini Syahrur menegaskan bahwa batasan minimal seorang 

perempuan adalah separo bagian laki-laki, sedangkan bagian laki-laki sebanyak dua 

kali lebih besar dari bagian perempuan adalah batasan maksimal. Apa yang ditentukan 

oleh Allah dalam al-Qur‟an mengenai batas tertinggi bagi laki-laki dan batas terendah 

bagi perempuan dalam pembagian waris dimaksudkan agar ijtihad kreatif muncul 

diantara batasbatas tersebut 

Berbeda tipis dari pemikiran yang di rumuskan Az-Zuhaili yang dikutip oleh 

Muchlis Usman, bahwa Hukum Islam diciptakan untuk menegakkan keadilan yang 

direpresentasikan dengan kemaslahatan. syari‟ah adalah hukum taklif yang ditetapkan 

atas dasar keadilan.
147

 Perintah dan keadilan adalah tujuan yang mendasar bagi 

syari‟ah. Berangkat dari nilai dasar ini, hukum waris sebagai salah satu syari‟at Islam, 

                                                           
146 Muhammad Syahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur‟an.458 
147 Kaidah ini dikutip oleh Imam Ahmad Mawardi Abdu al-Rahman Ibrahim al-Killani, Qawaid al-

Maqashid inda al-Imam al-Syatibi Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan. Lihat Imam Ahmad Mawardi, Fiqh 

Minoritas; Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqashid al-Syari‟ah dari Konsep Ke Pendekatan, (Yogyakarta: 

Lkiss, 2010), 215. 
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juga harus sesuai dengan tujuan pemberlakuan hukum (maqāṣid al- syarī„ah), yakni 

memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Keadilan yang dimaksud 

dalam waris adalah keadilan distributif proporsional, bukan keadilan kumulatif. 

Pemberian waris 2:1 bagi laki-laki pada masa awal Islam disebut dengan keadilan 

distributif proporsional dikarenakan pada masa itu, perempuan sama sekali tidak 

memiliki tanggungan nafkah dalam keluarga. Perempuan juga tidak memiliki peran 

sosial yang penting, karena semua tanggungjawab sosial dilimpahkan kepada laki-laki. 

Sehingga, pembagian waris 2:1 yang diberikan oleh Islam pada masa itu, sangatlah 

memperhatikan hak-hak ahli waris. 

Dalam konteks masa kini, ketika situasi dan kondisi, serta peran perempuan 

mulai sejajar dengan laki-laki, maka keadilan distributif proporsional harus didasarkan 

dan meninjau tingkat kesejahteraan ekonomi ahliwaris. Hal ini sesuai dengan tujuan 

(maqāṣid al-Syarī„ah), terlebih dalam konteks keluarga yang sangat timpang dalam 

aspek ekonomi, maka pembagian waris harus didasarkan pada kebutuhan.  

Potretnya adalah ketika ada dua bersaudara laki-laki dan perempuan, si laki-

laki mempunyai profesi yang bagus dan mapan dengan harta yang lebih dari cukup, 

sedang saudara perempuannya mengalami nasib sebaliknya, maka pembagian waris 

untuk si perempuan harus lebih banyak dari laki-laki. Karena kebutuhan si perempuan 

lebih banyak dari laki-laki yang memiliki karir dan kondisi ekonomi yang lebih bagus. 

Begitu juga sebaliknya, saudara perempuannya memiliki profesi dan sumber 

pendapatan yang memadai, sedangkan saudara laki-lakinya tidak seberuntung dia, 

maka pembagian waris lebih besar jatuh kepada si laki-laki. 

Tujuan di syari„atkannya hukum Islam pada dasarnya adalah untuk 

memelihara kemaṣlahat an dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun di 

akhirat. al-maṣlahat atau kemaslahatan ditemukan oleh para ahli uṣūl al-fiqh dengan 

mewujudkannya dalam bentuk metode ijtihad. Penggunaan qiyas dan maṣlahat al-

mursalah atau lainnya sebagai metode istinbaṭ hukum merupakan metode yang dapat 

digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan 

dengan maqāṣid al-Syarī„ah sebagai dasar untuk memperoleh kemaslahatan yang 

ingin dicapai dalam hukum yang ditetapkannya.
148

 

Imam Abu Ishaq al-Syathibi menyatakan bahwasanya beban-beban syari‟at 

kembali pada  penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk, yang mana Maqasid ini 

terdiri dari Daruriyat (kepentingan pokok atau primer),  Hajiyat (kepentingan 

                                                           
148 Akmaludin Sya„bani, Maqasid Al- Syarī‟ah Sebagai Metode Ijtihad,‖ ElHikam 8, no. 1 (2016): 

138-139. 
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sekunder), Tahsiniyat (kebutuhan tersier).Tujuan syari„ah atau maqasid al- syari‟ah 

memiliki kemaslahatan pokok/inti yang disepakati dalam mencakup lima hal, 

yaitu:menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 
149

 

Menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi untuk mewujudkan 

kemaslahatan perlu adanya lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, 

memprioritaskan tujuan-tujuan syara„. Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur„an. 

Ketiga, tidak bertentangan dengan al-Sunnah. Keempat, tidak bertentangan dengan 

prinsip qiyās, karena qiyās merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang 

intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf. Kelima, 

memperhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat 

dicapai.
150

 

Secara tidak langsung konsep maqasid Syariah Imam Abu Ishaq al-Syathibi 

salah satu perumus maqāṣid telah mengedepankan bagaimana konsep keadilan itu 

harus ditegakkan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Begitupun juga dengan 

Muhammad Syahrur, walaupun hanya menggunakan analisis linguistik, ilmu eksakta, 

serta pertimbangan kontekstual tetapi sudah sesuai dengan maqāṣid al-Syarī„ah 

dengan mengedepankan kemaslahatan berupa membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia dan kepentingan individu saja, 

Perlu di garis bawahi  bahwa interpretasi hududnya berbeda dengan 

metodologi klasik yang dirumuskan para ulama terdahulu, meski penafsiranya  masih 

menjaga sakralitas teks, tanpa kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad 

kreatif untuk membuka kemungkinan interpretasi. Akan tetapi pada hakikatnya Relasi 

antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya dipahami melalui interpretasi 

literal bahkan seharusnya melalui interpretasi terhadap pesan universal yang termuat 

dalam teks-teks wahyu. 

 Pembagian harta warisan dengan membatasi laki-laki dengan batas maksimal 

66,6 %,  (al-Had Al a‟la ) dan perempuan dengan batas minimal 33,3 %   (al- Had al-

Adna) berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris, jika dilihat dari 

kacamata maqasid al- syari‟ah sangat berkaitan dengan Menjaga Agama (hifẓ al-

dīn),Menjaga jiwa ( hifẓ al-nafs) Menjaga akal (hifẓ al-aql), Menjaga keturunan / 

kehormatan (hifẓ al-nasl). Menjaga harta  (hifẓ al-mal). Mengapa bisa dikaitkan 

dengan tiga dari beberapa kebutuhan sekunder seseorang?  

                                                           
149Kuncoro Hadi, Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami,‖ Jurnal 

AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 1, no. 3 (2012): 144. 
150 Ghilman Nursidin, Konstruksi Pemikiran Maqāṣid Syari„ah Imam AlHaramain Al-Juwaini 

(Kajian Sosio-Historis)‖ (PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012),8. 
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Menjaga agama (hifẓ al-din) Realisasi konsep pembagian waris semacam ini 

akan menciptakan tolong menolong dan pemanfaatan harta waris yang lebih tepat 

sasaran, sehingga terciptalah keadilan yang diinginkan. Di samping itu, ketentuan ini 

juga menjaga spirit al-Qur‟an yang senantiasa menganjurkan tolong-menolong bagi 

sesama sebagaimana penggalan Al-Maidah (5) ayat 2:  

ٌَ وَٹَب  ْٖهِوَ اٹْؾَوَاٻَ وَٹَب اٹْهَلِ ٦ََّبئٔوَ اٹٺَّڄٔ وَٹَب اٹ ََب ؤََٗهَب اٹَّنَٔڀَ آٽَڂُىا ٹَب رُؾٔٺُّىا 
ِٙىَاځّب اٹْٲَٺَبئٔلَ وَٹَب آٽِّنٌَ اٹْجَُِذَ اٹْؾَوَاٻَ ََجِزَُ٪ى ِٚٺ﵂ب ٽٔڀِ هَثِّهِټِ وَهِ وَبِمَا ؽَٺَٺْزُټِ  ۖ  ٿَ ٭َ

َٞبكُوا  ِٕ َِغِلٔ اٹْؾَوَاٻِ ؤَٿْ  ََغِوِٽَڂٖٶُټِوَٹَب  ۖ  ٭َب َٕلٗوٵُټِ ٥َڀِ اٹْپَ َّڂَأٿُ ٱَىِٻٍ ؤَٿْ 
 ۖ  ٹ٦ُْلِوَاٿٔ وَٹَب ر٦ََبوَځُىا ٥َٺًَ اٹْةِصْټِ وَا ۖ  وَر٦ََبوَځُىا ٥َٺًَ اٹْجِوِّ وَاٹزٖٲْىَي   ۖ  ر٦َِزَلُوا 

َّلَٔلُ اٹ٦ْٔٲَبةِ ۖ  وَارٖٲُىا اٹٺَّڄَ                                             بِٿَّ اٹٺَّڄَ 
     

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 

sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya 

 

Selain itu Juga senantiasa menjaga persaudaraan, seirama dengan perintah al- 

Qur‟an al-Hujuraat ayat 10: 

ِٕٺٔؾُىا ثَُِڀَ ؤَفَىََِٶُټِ إِ   وَارٖٲُىا اٹٺَّڄَ ٹ٦ََٺَّٶُټِ رُوِؽَپُىٿ ۖ  ځٖپَب اٹْپُاِٽٔڂُىٿَ بِفِىَحٌ ٭َإَ
﴿02﴾  

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

 Menjaga jiwa  (hifẓ al-nafs) , pembagian waris menurut Syahrur juga dapat 

berakibat pada pengelolaan dan pembelanjaan harta waris yang dimanfaatkan untuk 

mempertahankan hidupnya, yang di gambarkan QS. al-Baqarah (1): 94 : 
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ًِ ٭َزَپَڂَّىُا  ٵَبځَذِٱُٸْ بِٿ   َٖخ﵂ ٽّٔڀ كُوٿٔ اٹڂَّب ٹَٶُټُ اٹلَّاهُ اٹْأفٔوَحُ ٥ٔڂلَ اٹٺَّـڄٔ فَبٹٔ
َٕبكٔٱٔنٌَ  ﴾٤٩﴿ اٹْپَىِدَ بِٿ ٵُڂزُټِ 

“Katakanlah: “Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu 

khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah 

kematian(mu), jika kamu memang benar.” (QS. Al-Baqarah[2]: 94)
151

 

 

 Sebagai contoh untuk berobat saat sakit, dan di konsumsi saat membutuhkan. 

Selain itu pula Sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli 

waris 

Menjaga akal (hifẓ al-„aql), Mahalnya biaya pendidikan anak dan besarnya 

kebutuhan nafkah keluarga, membutuhkan tambahan pemasukan bagi seorang yang 

tingkat ekonominya rendah. Oleh karenanya konsep ini bisa menjadi satu solusi nyata 

di atas kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena kesejahteraan hidup dan perputaran 

harta tidak hanya berada digolongan orang yang memiliki harta semata, namun dengan 

konsep ini bisa menyamaratakan, dengan menyantuni ahli waris yang lebih rendah 

dalam tingkat ekonominya.
152

  

Menjaga keturunan / kehormatan (hifẓ al-nasl), Memelihara keutuhan 

keluarga. Pembagian warisan berkaitan langsung dengan harta benda, apabila tidak 

diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan, dan persetujuan sangat mudah 

menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Hal ini dikarenakan secara fitrah manusia 

itu sangat senang terhadap harta,  

Menjaga harta  (hifẓ al-mal) dengan adanya kesepakatan dan saling rido 

dengan kondisi ekonomi, masing-masing ahli waris tidak merasa di rugikan sesuai 

dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: 

 

 لا ٙوه ولا ٙواه

Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan 

kerugian yang lain. 

Selain itu juga Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan 

harta kekayaaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian waris, 

diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional. 

                                                           
151 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah pesan,kesan dan keserasian al-Qur‟an, (Ciputat:Lentera 

Hati,2000), jilid 1, 270 
152 Motahhari, Spiritual Discourses, 65-66. Dalam. Muhammad Hashim Kamali, “Shari‟ah Law an 

Introduction, (Membumikan Syari‟ah; Pergulatan Mengaktualkan Islam). terj: Miki Salman, (Bandung: 

Mizan,2013), 39. 
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Mencermati fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka 

maqashid al-syari„ah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap 

keturunan (hifẓ al-nasl) dari pada perlindungan terhadap harta (hifẓ al-mal), itupun 

tidak ada yang menempati pada peringkat dlaruriyyat (primer), melainkan semuan 

berada pada peringkat hajiyyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier).  

Pendapat Syahrur mengenai Pembagian harta warisan dengan membatasi laki-

laki dengan batas maksimal 66,6 %,  (al-Had al-a‟la ) dan perempuan dengan batas 

minimal 3,33 % (al-Had al-Adna) berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli 

waris, juga telah selaras dengan konsep maqāṣid al-Syarī„ah Para ulama kontemporer 

salah satunya Jasser Auda yang membagi maqasid kepada tiga tingkatan, yaitu : 

Maqasid „amah (General maqasid/tujuan-tujuan umum), bahwa secara 

keseluruhan pendapat Syahrur telah mengandung nilai keadilan, kebebasan, keadilan 

dan kemudahan.  

 Maqasid khasah (Specific maqasid /tujuan-tujuan khusus) bahwa maslahat 

dan nilai yang ingin direalisasikan Syahrur merupakan  satu bab khusus dalam syariah. 

Maqasid juz`iyah (Partial maqasid/ tujuan-tujuan parsial).
153

 Yang mana 

direalisasikan dalam pentasyri‟an hukum tertentu sebagai sarana menghilangkan 

kesulitan dan mendatangkan kemudahan, Tetapi tetap saja interpretasi hududnya tetap 

berbeda meskipun Jassar Audah merupakan ulama pemikir kontemporerpun sekalian.  

Yang membedakan antara Al-Syatibi sebagai salah satu ulama perumus 

maqasid klasik dengan ulama-ulama perumus maqasid  kontemporer salah satunya 

Jasser Auda ialah Teori kontemporer menunjukkan, bahwa hifẓ nasl (pelestarian 

keturunan) dalam hal ini berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan 

sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun hifẓ „aql 

(pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, 

“perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari 

imigrasi ahli ke luar negeri”. 

Di sisi yang lain, kita tidak boleh membatasi konsep maqasid pada apa yang 

ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan 

perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. 

Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi 

berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis 

tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat 

                                                           
153 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan 

Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69 
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tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak 

berharga.
154

 

Inilah pentingnya membagikan harta warisan berdasarkan kebutuhan ahli 

waris, bukan berdasarkan jenis kelamin ataupun peran di dalam keluarga. sedangkan 

pembagian waris tanpa melihat kondisi dan situasi ahli waris, akan menyebabkan 

ketimpangan dan ketidakadilan. Dikarenakan kondisi ekonomi ahli waris satu sama 

lain tidak sama, terlebih jika terdapat ahli waris yang pailit. Tingkat kesejahteraan 

ekonomi bagi ahli waris, adalah sebuah illah hukum yang bisa menyebabkan 

bergesernya suatu ketentuan yang telah baku, sebagaimana ungkapan para ulama 

ushuliyyin yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, “ada dan tiadanya hukum, adalah 

berdasarkan illah bukan berdasarkan hikmahnya”. 

Keadilan yang diungkapan Motahhari bahwa adil yang dimaksud adalah untuk 

mewujudkan ekuilibrium dengan memenuhi hak dan kewajiban, mengeliminasi ekses 

dan kesenjangan dalam semua lingkup kehidupan. Hal ini juga senada  dengan 

undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

Pasal 49 ayat 3 Yang berbunyi “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam 

ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan 

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan 

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”
155

 Yang mana undang-undang 

ini menjadi landasan hakim salah satunya dalam penentuan bagian masing-masing ahli 

waris. 

Sebagai contoh perkara waris Putusan Pengadilan Agama Pangkajane yang 

berada di wilayah hukum pengadilanTinggi Agama Sulawesi Selatan dan Barat 

SULBAR, dengan nomor putusan 97/Pdt.G/2002/PA Pkj tanggal 24 Februari 2003 

yang salah satu amarnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan 

formulasi 1:1 antara laki-laki dan perempuan (dalam hal ini secara tidak langsung 

termasuk dalam teori muhammad syahrur) yang keluar dari pasal 176 kompilasi 

hukum Islam ( KHI) dan menyalai pula ketentuan dalam Q.S. An- Nisa ayat 11, yang 

menjelaskan formulasi pembagian (2:1) antara laki-laki dan perempuan, Namun dapat 

dikatakan bahwa tidak serta-merta keluar dari ketentuan hukum Islam, karena terdapat 

berbagai macam pertimbangan yang berdasarkan berbagai aspek dalam putusan  

                                                           
154 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Dkk. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan 

Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). 50-69  
155 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 nomor 49 Tambahan lembaran negara nomor 

3400, disahkan diJakarta pada tanggal 29 desember 1989 presiden republik Indonesia, Baca Juga Syamsul 

bahri Shalihima, Perkembangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya 

pada pengadilan Agama,( Jakarta : Kencana 2015 ) 223-225 
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seperti: 

a) Aspek yuridis formal, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan 

sama dalam hukum. Posisi hukum seperti inilah yang berlaku dalam masyarakat 

modern. Segala kehidupan modern telah mempersamakan nilai transendental 

manusia antara laki-laki dan perempuan yang berjuang bersama atau saling bantu 

dalam berbagai segi-segi kehidupan. 

b) Aspek hak dan kewajiban, dalam penerimaan warisan hanya merupakan hak 

bukan kewajiban, sehingga tidak mesti harus dua berbanding satu (2 : 1), 

semestinya menerima apa adanya sebab tidak mengandung dosa atau sanksi. 

Apalagi jika terbuka kesepakatan untuk saling bagi menjadi satu berbanding satu 

(1 : 1). 

c) Aspek historis, bahwa sebelum turunnya ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan 

masyarakat Arab pada umumnya masih menempuh sistem kewarisan patrilinial 

berdasarkan tradisi dan kesukuan. Hanya laki-laki yang kuat dan pandai yang 

dapat mempusakai. Pada saat itu, perempuan bukan ahli waris, nanti setelah 

datang Islam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Namun ketentuan dua 

berbanding satu (2: 1) hanya merupakan contoh bukan prinsip, karena yang 

prinsip adalah perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, sepanjang prinsip 

dasar tidak bertentangan secara hakiki dengan dasar-dasar agama (la yukhalifu 

ushul ad-Din) artinya tidak menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan 

yang halal, sehingga ketentuan dua banding satu (2: 1) dapat disimpangi. 

d) Aspek sosiologis, yakni penggugat telah pergi meninggalkan pewaris sejak 1961 

hingga 2002. Selama 41 tahun tidak ada kabar berita, sehingga patut diduga 

penggugat tidak mempunyai nilai prestasi terhadap pewaris, demikian pula 

terhadap harta peninggalan pewaris, hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

pewaris sebagai anak kandung. Adapun tergugat masih tetap tinggal bersama 

pewaris yang mengambil peran sentral dalam memeliharangga kematian dan 

mengurus pewaris, baik selama masih hidup hingga kematian pewaris. Begitu 

pula terhadap harta peninggalan pewaris matetap terpelihara oleh tergugat selama 

rentang waktu 41 tahun yang dipindah tangankan kepada orang lain. Hal tersebut 

merupakan prestasi tergugat terhadap pewaris yang dapat menjadi pegangan 

untuk mengangkat derajat tergugat sejajar dengan penggugat. 

Sehingga secara umum dapat dikatakan hal tersebut merupakan  

perkembangan pemikiran dalam hukum Islam, khususnya dalam sistem pembagian 

warisan. Karena dinamika kehidupan dari berbagai segi semakin berkembang seiring 
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dengan perkembangan masyarakat. Sehingga hukum harus pula ikut berpacu seiring 

dengan perkembangan masyarakat.
156

 

Menurut hemat penulis kemunduran umat Islam bukan sepenuhnya 

disebabkan oleh kesalahan dalam metodologi, sebab metode-metode yang telah 

dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu agaknya akan mampu menjawab perubahan 

dan kemajuan umat Islam. Kesalahan fatal umat Islam sekarang itu terletak pada 

lemahnya aqidah dan keyakinan mereka terhadap agama Islam dan ketidak 

berdayaannya dalam hal memahami metodologi yang telah dirumuskan ulama-ulama 

terdahulu. Jadi yang sangat penting direformasi adalah bagaimana memurnikan aqidah 

mereka bukan pada reformasi metodologinya, meskipun itu juga dilakukan tetapi tidak 

begitu menentukan. 

  

                                                           
156 Syamsul bahri Shalihima, Perkembangan pemikiran Pembagian warisan dalam hukum Islam dan 

Implementasinya pada pengadilan Agama,( Jakarta : Kencana 2015 ) 273-275 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Dengan pembahasan analisis bagian waris laki-laki dan perempuan 

pemikiran Muhammad Syahrur (  Perspektif maqāṣid al- syarī„ah ) dapat di 

tarik kesimpulan : 

1. Metode ijtihad secara konseptual dan aplikatif dalam teori hudûd (limit 

theory/ (Nazāriyah al-hudūd), merupakan paradigma baru yang memberikan 

ruang gerak yang dinamis, kreatif dan kontekstual sehingga dimungkinkan 

Hukum Islam untuk berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi 

terkesan berlebihan, karena interpretasi hudud yang ia rumuskan tidak sesuai 

dengan prespektif ulama-ulama madzhab terdahulu yang merumuskan ayat-

ayat waris sebagai Qat‟iyy as-subut dan Qat‟iyy ad-dalālah yang dalam 

agama dianggap sebagai sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, 

yang berlaku secara mutlak (Compulsory law).   

2. Hasil analisis beliau dalam pembagian harta warisan dengan memberi 

batasan laki-laki dengan batas maksimal 66,6 % (al-Had al-a‟lā ), dan 

perempuan dengan batas minimal 33,3 %  (al- Had al-Adnā), sudah sesuai 

dengan maqāṣid al-Syarī„ah yang di rumuskan ulama-ulama klasik salah 

satunya Asyatibi, bahwa kemaslahatan (maqāṣid al-Syarī„ah) terbagi 

menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan ḍarūriyāt, yang terdiri dari pokok 

syari‟at Islam,  yakni dalam  rangka memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. kebutuhan hājiyāt, dan kebutuhan tahsīniyāt, 

disamping itu juga sudah selaras dengan ulama kontemporer, salah satunya 

Jasser Auda yang juga merumuskan kemaslahatan (maqāṣid al-Syarī„ah) 

terdiri dari tiga tingkatan yaitu maqasid „āmah (tujuan-tujuan umum), 

maqāṣid khāsah (tujuan-tujuan khusus) dan maqāṣid juz`iyāh (tujuan-tujuan 

parsial), dengan tetap mengembangkan konsep yang di rumuskan ulama-

ulama klasik dan tetap mengedepankan kemaslahatan berupa membawa 

kemanfaatan dan menolak kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia 

dan kepentingan individu saja. 

B. Saran 

Adapun saran atas selesainya penelitian ini kami sampaikan bahwa:  

1. Perlu di pertimbangkan kembali ketika menggunakan Argumentasi 
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Muhammad Syahrur khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, 

Baik dari segi dalil aqli (kontekstualis), dan lebih-lebih dari sisi dalil naqli 

(tekstualis) meski, mampu menjaga sakralitas teks, tanpa kehilangan 

kreativitasnya dalam melakukan ijtihad kreatif untuk membuka 

kemungkinan interpretasi yang masih berada dalam wilayah hududullāh. 

2. Pemahaman & penerapan iterpretasi Syahrur akan lebih rumit, karena pada 

selama ini, jika pembagian waris tidak di selesaikan berdasarkan  Hukum 

Islam, maka salah satu dari wewenang hakim adalah menentuan bagian 

masing-masing ahli waris sesuai undang-undang republik indonesia nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 3, sesuai dengan berbagai 

macam pertimbangan yang tentunya selaras dengan maqāṣid al- syarī„ah. 

C. Penutup 

Alhamdulillāh wa Syukrulillāh berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta 

pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar, 

sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT. 

Demikian pembahasan skripsi dengan judul Analisis  Bagian Waris 

Laki-Laki Dan Perempuan Pemikiran Muhammad Syahrur (  Perspektif 

maqāṣid al- syarī„ah) Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini 

semoga dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat 

berguna bagi umat Islam pada umumnya dan dapat menjadi rujukan serta 

referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya. 

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar penuh atas banyak 

kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu 

dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan 

skripsi ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap 

semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat   bagi semua kalangan 

kedepannya. Amin Ya Rabbal „Alamin.  
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 Berdasarkan ujian munaqosah oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal : 10 Maret 2020. 

Maka kami tetapkan : 

Skripsi Saudara  : Zaeni Mahmud  

NIM  : 1602016129 

Judul :   : Analisis  bagian waris laki-laki dan perempuan pemikiran   

Muhammad Syahrur (  perspektif maqāṣid al-syarī‘ah  ) 

dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 

1 tahun akademik 2019/2020, dengan syarat melengkapi perbaikan perbaikan sebagai 

berikut : 

1. Menggati Tulisan mengenai Perbandingan harta waris Muhammad Syahrur 

dengan sekala 100%, 6,66 % menjadi 66,6 % dan 33,3% menjadi 33,3 %. 

2. Dapat menjawab secara akademis mengapa membahas Muhammad Syahrur. 

3. Memperbaiki Susunan ABSTRAK dengan tidak mencampurkan hasil analisis 

yang pertama dan yang kedua, serta menguraikan lebih detail pada bagian 

maqasid syariah  

4. Memperbaiki pernyataan bahwa Muhammad Syahrur menentukan pembagian 

waris hanya melalui kondidi historis pada sub bagian pemikiran Muhammad 

Syahrur tentang waris, analisis , dan kesimpulan. 

5. Memperbaiki konsep penerapan translitrasi khususnya di bagian al-Syamsiyah 

dan al-Qomariah. 

6. Memperbaiki daftar isi sehingga tidak nabrak di bagian halaman. 
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